BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan Tembilahan Tahun
2025-2045;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (6)
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2024-2044, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
Tembilahan Tahun 2025-2045.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
2754);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
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Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang
Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Perkotaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6840j;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329};

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan
Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 326};

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun
2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10j;

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5
Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044 (Lembar
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN
2025-2045

{



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
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19.

Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten indragiri Hilir,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur
ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana
tata ruang.

struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui
penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
tata ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya
disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW
adalah RTRW Kabupaten Indragiri Hilir.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten vyang
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
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permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari
kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu
disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
Kabupaten yang bersangkutan.

Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian
dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran
irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain
yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.

Delineasi adalah penggambaran garis batas atau penandaan suatu objek
atau wilayah dengan menggunakan garis dan lambang, yang berfungsi
untuk memisahkan atau mendefinisikan area tertentu.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.

Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan
ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial
dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.

Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi,
sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional
dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan
pusat kegiatan local

Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya
guna pusat kKegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan
lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta
antarpusat kegiatan lingkungan.

Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan.

Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan
antarpersil dalam kawasan perkotaan

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.
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Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan
karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan.

Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa
sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang
diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga
kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban
pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk
didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi scbagai
kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ,
danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi
periindungan setempat.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek
fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan
yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah
perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang
berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau
kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau
bagian wilayah kota.

Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman vang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang
terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah,
selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat
hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat
dan sebagai sumber pendapatan.

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang
merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi
dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan
berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang
surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau
lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.

Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di
antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu
lintas dan bahu jalan.

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah hutan dengan
faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah

\
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masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah
nilai antara 125 (seratus dua puluh lima} sampai dengan 174 (seratus
tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam,
hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK adalah
hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang
dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau
dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Holding Zone adalah kawasan yang belum ditetapkan perubahan
peruntukan ruangnya.

Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan
pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan,
pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan
komersial.

Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang
lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak
beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan
pengembangan tanaman pangan.

Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang
memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan
basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan
ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan
lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana
Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri
atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian
dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan
rumah dengan luas lahan.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah
peruntukan ruang vang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian
dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan
luas lahan,

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan
ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang
berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan
rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan
dalam RTRW.

Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang
yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan
ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan

Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan
ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan
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Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka
di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH,
berupa lahan yang diperkeras.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk
pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja,
tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah
peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok
kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha,
tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang vang

difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan
tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas
umum/sosial pendukungnya.

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang
difungsikan untuk kegiatan meliputi tempat evakuasi sementara, tempat
evakuasi akhir, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air
limbah, pengembangan nuklir dan/atau pergudangan.

Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk
melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang
di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat
untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang
merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk
menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang
di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan
laut.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan
ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan
bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan
keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan
sebagainya.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, untuk setiap
kawasan, zona, sub-zona, blok, persil sebagaimana ditetapkan dalam
RDTR.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung dan luas lahan/tanah pertapakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana
Tata Ruang. p



80. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana
Tata Ruang.

81. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding
terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan
atau daerah perencanaan yang dikuasai.

82. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luas kaveling untuk zona
perumahan yang disepakati antara pemerintah kabupaten dengan kantor
pertanahan setempat.

83. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan,
dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka
bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum
dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai,
batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau
rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

84. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi
maksimum bangunan Gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan
diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap
(permukaan} tanah vang dinyatakan dalam satuan meter.

85. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.

86. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB 11
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR, meliputi:
a. ruang lingkup muatan; dan
b. ruang lingkup WP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Muatan

Pasal 3

Ruanglingkup Muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
meliputi:

tujuan penataan WP;

rencana Struktur Ruang;

rencana Pola Ruang;

ketentuan Pemanfaatan Ruang;

peraturan Zonasi; dan

kelembagaan.
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(1)

(3)

(4)

(5)

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disebut
sebagai Kawasan Perkotaan Tembilahan.

Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah
seluas 7.553,48 (tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga koma empat
delapan) hektar, beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi.

Batas Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (2) adalah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Luar, Desa Sungai
Rawa dan Desa Tanjung Siantar;

b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Seberang Tembilahan
Selatan;

c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sialang Panjang; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Dalam.

Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat {2},

secara administrasi meliputi:

a. sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan dengan luas 4.922,75 (empat
ribu sembilan ratus dua puluh dua koma tujuh lima) hektar, terdiri
atas:

1. Kelurahan Pekan Arba dengan luas 520,47 (lima ratus dua puluh
koma empat tujuh} hektar;

2. Kelurahan Tembilahan Kota dengan luas 168,18 (seratus enam
puluh delapan koma satu delapan) hektar;

3. Kelurahan Sungaiberingin dengan luas 2.118,59 (dua ribu seratus
delapan belas koma lima sembilan) hektar;

4. Kelurahan Tembilahan Hilir dengan luas 816,39 (delapan ratus
enam belas koma tiga sembilan) hektar;

5. Sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan dengan luas 430,77
(empat ratus tiga puluh koma tujuh tujuh) hektar;

6. Sebagian Kelurahan Seberang Tembilahan Barat 154,57 (seratus
lima puluh empat koma lima tujuh) hektar; dan

7. Sebagian Kelurahan Sungaiperak dengan luas 713,78 (tujuh ratus
tiga belas koma tujuh delapan} hektar.
b. sebagian wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu dengan luas 2.630,72
(dua ribu enam ratus tiga puluh koma tujuh dua) hektar, terdiri atas:
1. Kelurahan Tembilahan Hulu dengan luas 1.350,28 (seribu tiga
ratus lima puluh koma dua delapan) hektar;

2. Kelurahan Tembilahan Barat dengan luas 896,83 (delapan ratus
sembilan puluh enam koma delapan tiga) hektar; dan

3. Desa Pekan Kamis dengan luas 383,61 (tiga ratus delapan puluh
tiga koma enam satu} hektar.

Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,

dibagi menjadi 7 (tujuh) SWP meliputi:

a. SWP A dengan luas 908,53 {sembilan ratus delapan koma lima tiga)
hektar terbagi menjadi 12 (dua belas) blok meliputi:

1. Blok A.1 dengan luas 128,28 (seratus dua puluh delapan koma dua
delapan) hektar;

2. Blok A.2 dengan luas 108,54 (seratus delapan koma lima empat)
hektar;

3. Blok A.3 dengan luas 153,66 (seratus lima puluh tiga koma enam
enam) hektar;

4. Blok A.4 dengan luas 49,93 (empat puluh sembilan koma sembilan
tiga) hektar;



10.

11.

12.

Blok A.5 dengan luas 47,51 (empat puluh tujuh koma lima satu)
hektar;

Blok A.6 dengan luas 100,25 (seratus koma dua lima) hektar;
Blok A.7 dengan luas 45,40 {empat puluh lima koma empat nol)
hektar;

Blok A.8 dengan luas 46,54 {empat puluh enam koma lima empat)
hektar,

Blok A.9 dengan luas 32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh)
hektar;

Blok A.10 dengan luas 61,28 (enam puluh satu koma dua delapan)
hektar;

Blok A.11 dengan luas 55,44 (lima puluh lima koma empat empat)
hektar; dan

Blok A.12 dengan luas 79,53 (tujuh puluh sembilan koma lima tiga)
hektar.

SWP B dengan luas 585,34 (lima ratus delapan puluh lima koma tiga
empat) hektar terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:

1.

2.

3.

4.

Blok B.1 dengan luas 139,61 (seratus tiga puluh sembilan koma
enam satu) hektar;

Blok B.2 dengan luas 137,63 (seratus tiga puluh tujuh koma enam
tiga} hektar;

Blok B.3 dengan luas 180,57 (seratus delapan puluh koma lima
tujuh) hektar; dan

Blok B.4 dengan luas 127,53 (seratus dua puluh tujuh koma lima
tiga) hektar.

SWP C dengan luas 396,15 (tiga ratus sembilan puluh enam koma satu
lima) hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:

1.

2.

3.

Blok C.1 dengan luas 81,47 (delapan puluh satu koma empat
tujuh) hektar;

Blok C.2 dengan luas 125,60 (seratus dua puluh lima koma enam
nol) hektar; dan

Blok C.3 dengan luas 189,08 (seratus delapan puluh sembilan
koma nol delapan} hektar,

SWP D dengan luas 1.170,25 (seribu seratus tujuh puluh koma dua
lima) hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:

1.

2.

3.

Blok D.1 dengan luas 230,04 (dua ratus tiga puluh koma nol empat)
hektar;

Blok D.2 dengan luas 312,72 (tiga ratus dua belas koma tujuh dua)
hektar; dan

Blok D.3 dengan luas 627,48 (enam ratus dua puluh tujuh koma
empat delapan} hektar.

SWP E dengan luas 1.211,07 (seribu dua ratus sebelas koma nol tujuh)
hektar terbagi menjadi 3 (tiga) blok meliputi:

1.

2.

3.

Blok E.1 dengan luas 504,78 (lima ratus empat koma tujuh
delapan) hektar;

Blok E.2 dengan luas 349,03 (tiga ratus empat puluh sembilan
koma nol tiga) hektar; dan

Blok E.3 dengan luas 357,26 (tiga ratus lima puluh tujuh koma
dua enam) hektar.

SWP F dengan luas 2.001,94 {dua ribu satu koma sembilan empat]
hektar terbagi menjadi 6 (enam) blok meliputi:

1.

2.

3.

Blok F.1 dengan luas 189,69 (seratus delapan puluh sembilan
koma enam sembilan) hektar;

Blok F.2 dengan luas 302,14 (tiga ratus dua koma satu empat)
hektar;

Blok F.3 dengan luas 602,00 (enam ratus dua koma nol nol) hektar;



g.

4. Blok F.4 dengan luas 361,77 (tiga ratus enam puluh satu koma
tujuh tujuh) hektar;

5. Blok F.5 dengan luas 307,27 (tiga ratus tujuh koma dua tujuh}
hektar; dan

6. Blok F.6 dengan luas 239,06 (dua ratus tiga puluh sembilan koma
nol enam) hektar.

SWP G dengan luas 1.280,20 (seribu dua ratus delapan puluh koma

dua nol) hektar terbagi menjadi 4 (empat) blok meliputi:

1. Blok G.1 dengan luas 258,33 (dua ratus lima puluh delapan koma
tiga tiga) hektar;

2. Blok G.2 dengan luas 285,32 (dua ratus delapan puluh lima koma
tiga dua) hektar;

3. Blok G.3 dengan luas 90,12 (sembilan puluh koma satu dua)
hektar; dan

4. Blok G.4 dengan luas 646,44 (enam ratus empat puluh enam koma
empat empat) hektar.

{(6) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris
dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB HI
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
mewujudkan Kawasan Perkotaan Tembilahan sebagai pusat pemerintahan,
pusat perdagangan dan jasa serta pusat pengembangan kelapa nusantara
yang berwawasan lingkungan.

(1)

(2)

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
meliputi:

®oe a0 o

h.

i.
-

rencana pengembangan pusat pelayanan;
rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi;

rencana jaringan telekomunikasi;
rencana jaringan sumber daya air;
rencana jaringan air minum;

rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3);

rencana jaringan persampahan;

rencana jaringan drainase; dan

rencana jaringan prasarana lainnya.

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat {1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan,;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
¢. pusat pelayanan lingkungan.

(2} Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berada pada SWP A Blok A.12.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berada di:

a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.11;
b. SWP B Blok B.4;

c. SWP D Blok D.2;

d. SWPE Blok E.1;

e. SWP F Blok F.1; dan

f. SWP G Blok G.4.

(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, terdiri atas:

a. Pusat Lingkungan Kecamatan berada di SWP A Blok A.12 dan SWP G
Blok G.1; dan

b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di SWP A Blok A.11, SWP
B Blok B.3, SWP C Blok C.2, dan SWP F Blok F.5.

{5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
pada ayat (1} digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian
geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [I.1 yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

(1} Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b, meliputi:

jalan arteri primer;

jalan kolektor primer;

jalan lokal primer;

jalan lokal sekunder;

jalan lingkungan sekunder;

terminal penumpang tipe C;

jembatan;

pelabuhan sungai dan danau pengumpul,;

pelabuhan pengumpul;

Jj.- pelabuhan pengumpan lokal; dan

k. terminal khusus.

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. JIn. M. Boya (Tembilahan) melewati SWP A,
b. Jin. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan) melewati SWP A dan
SWP G; dan
c. Tempuling - Tembilahan melewati SWP G. F\
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3)

(4)

(5)

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Tembilahan - Enok melewati SWP B; dan

b. Tembilahan - Simpang Kuala Saka melewati SWP A, SWP C, SWP D,
dan SWP F.

Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢, meliputi:
Jl. Suhada Il melewati SWP A, SWP F, dan SWP G;
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Jin.
Jin.
Jin.
Jin.
Jin,
Jin,
Jin,
Jln,
Jin.
Jin,
Jin.
.JlIn.

Diponegoro melewati SWP A;

Gerilya melewati SWP A dan SWP G;

Imam Bonjol TBH melewati SWP A;

Kartini melewati SWP A;

KH Dewantara melewati SWP A;

Marhasan melewati SWP A;

P. Hidayat melewati SWP A dan SWP C;

Panglima Sulung I TBH melewati SWP A dan SWP F;
Panglima Sulung Il TBH melewati SWP A dan SWP F;
Pelabuhan Prt-21 melewati SWP D dan SWP E;

Prof. M. Yamin, SH melewati SWP A dan SWP C;
Sudirman melewati SWP A;

Tembilahan — Terusan Mas melewati SWP C, SWP D, dan SWP E; dan

rencana pembangunan jalan baru jalan lokal primer melewati SWP A,
SWP B, dan SWP G.

Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
meliputi:

a. JI. Bersama melewati SWP A dan SWP F;

J1. Suhada Terusan melewati SWP F dan SWP G;

Jin.
Jin.
Jin.
Jin.
JIn,
Jln.
Jin.
Jin.
Jin,
Jin.
. Jin.
Jin.
Jin.
Jln.
Jin.
Jin.
Jin,
Jin.
Jin.
Jin.
. Jln.
Jin.
Jln.

Abd. Manaf TBH melewati SWP A;
Asyad Ahmad melewati SWP A;
Batang Tuaka TBH melewati SWP A;
Budiman TBH melewati SWP A;
Bunga/Prajasakti melewati SWP A;
Datuk Bandar melewati SWP A;

H. Khalidi melewati SWP A;

H. Sadri melewati SWP A;

H. Said melewati SWP A;

Harapan melewati SWP A;

Hasan Gani TBH melewati SWP A;
HR. Subrantas melewati SWP C;
Kayu Jati melewati SWP A;
Kembang melewati SWP A;

Mandala TBH melewati SWP A;
Pelajar melewati SWP A dan SWP F;
Pelita Jaya melewati SWP A;
Pendidikan melewati SWP A;
Perintis TBH melewati SWP A;
Propinsi — Pekan Kamis melewati SWP G;
Sapta Marga melewati SWP A;
Sederhana melewati SWP A;

T. Harapan melewati SWP A dan SWP F;



(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

3)

(4)

z. Jln. Tempuling - Mandah melewati SWP F dan SWP G;
aa. Tembilahan — Pekan Arba melewati SWP F; dan

bb. rencana pembangunan jalan baru jalan lokal sekunder melewati SWP
A dan SWPF.

Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWPE, SWPF, dan SWP G.

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

f, berada di SWP A Blok A.1.

Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada di:

a. SWP A Blok A.4, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10,

Blok A.11, dan Blok A.12;

SWP B Blok B.1;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.2 dan D.3;

SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4; dan

g. SWP G Blok G.4.

Pelabuhan sungai dan danau pengumpul sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h, berada di SWP A Blok A.10.

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i,

berada di SWP A Blok A.11.

Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

j, berada di SWP E Blok E.1.

Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} huruf k, berada

di:

a. SWP B Blok B.4; dan

b. SWP G Blok G.2.

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IL2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf ¢, meliputi:

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan

f. gardu listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, berada di SWP E Blok E. 1.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD} sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, berada di:

a. SWP A Blok A.8;

b. SWP B Blok B.3; dan

c. SWP G Blok G.2.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, meliputi:

a. Jaringan transmisi Kuala Enok-Tembilahan melewati SWP B, SWP C,
dan SWP D; dan

b. Jaringan transmisi Rengat-Tembilahan melewati SWP A, SWP D, SWP
F, dan SWP G.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP
F, dan SWP G.

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR} sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWPE, SWPF,
dan SWP G.

Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf {, terdiri atas:
a. gardu induk berada di SWP D Blok D.1; dan

b. gardu distribusi berada di:

1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;
SWP B Blok B.3;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;

SWP E Blok E.1;

SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan

SWP G Blok G.2 dan G.4.

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf d, meliputi:

a. jaringan tetap;

b. jaringan bergerak terestrial; dan

¢. jaringan bergerak seluler.

Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Sentral Telepon Otomat (STO) berada di SWP F Blok F.4; dan

b. jaringan serat optik melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E,
SWP F, dan SWP G.

Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b, berupa stasiun transmisi (sistem televisi) berada di SWP C Blok C.1.

Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

berupa menara Base Transceiver Station (BTS) berada di:

a. SWP A Blok A.5, Blok A.6, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11,
dan Blok A.12;

b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

¢c. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3; dan

d. SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4.

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat Kketelitian geometris dan

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 1.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf e, berupa sistem jaringan irigasi.
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Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, terdiri atas:
a. jaringan irigasi primer; dan

b. jaringan irigasi tersier.

Jaringan irigasi primer sebagaimana scbagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf a melewati SWP F.

Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWP F, dan SWP G.

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IL.5 yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf {, meliputi:

a. unit produksi;

b. unit distribusi;

c. bak penampungan air hujan;

d. sumur dangkal;

€. sumur pompa; dan

f. terminal air.

Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. bangunan penampung air berada di SWP A Blok A.9; dan

b. instalasi produksi berada di SWP A Blok A.4.

Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa
jaringan distribusi pembagi melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP
E, SWP F, dan SWP G.

Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
¢, berada di SWP B Blok B.3.

Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di
SWP A Blok A.5 dan Blok A.12.

Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di:
a. SWP A Blok A.9;

b. SWP B Blok B.3; dan

c. SWP G Blok G.4.

Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di SWP
A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.6.

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarka

n dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.6
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g,
meliputi:

a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan

b. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). g %



(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman
berada di SWP E Blok E. 1.

(3) Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:

a. SWPABIok A.12;
b. SWP B Blok B.4; dan
c. SWP F Blok F.3.

(4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam
peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi
skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.7 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf h, meliputi:

a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

(2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berada di:

SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A. 12;

SWP B Blok B.1 dan Blok B.3;

SWP C Blok C.1 dan Blok C.3;

SWP D Blok D.2;

SWP E Blok E.1;

SWP F Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.5; dan
g. SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.

(3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, berada di SWP D Blok D.2.

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1.8
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf i, meliputi:
a. jaringan drainase sekunder;
b. jaringan drainase tersier;
¢. bangunan peresapan (kolam retensi); dan
d. bangunan tampungan (polder).

(2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, dan SWP G.

(3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D, SWP E, SWP F, dan SWP G.

(4) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, berada di:
a. SWP A Blok A.6; dan
b. SWPE Blok E.1.

(5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, berada di:



(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;

b. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan

c. SWP G Blok G.4.

Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I1.9
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) huruf j, meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. tempat evakuasi;
c. jalur sepeda; dan
d. jaringan pejalan kaki.
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdapat di:
a. lokasi jalur evakuasi bencana melewati SWP A, SWP B, SWP C, SWP D,
SWP E, SWP F, dan SWP G.
b. ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi bencana meliputi:
Jl. KH Dewantara.
J1. Pinang.
J1. Seberang Tembilahan.
Jl. Sebrang Tembilahan Barat.
J1. T. Harapan.
J1. Tempuling - Mandah.
JIn. Asyad Ahmad.
JIn. Diponegoro.
. JIn. Gerilya.
10. Jln. H. Said.
11. Jln. Harapan.
12.  Jln. HR. Subrantas.
13. Jln. Imam Bonjol TBH.
14.  Jln. M. Boya (Tembilahan).
15. Jin. Pelabuhan Prt-21.
16. Jln. Prof. M. Yamin, SH.
17. Jln. Sapta Marga.
18. Jln. Sudirman.
19.  Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan).
20. Tembilahan - Enok.
21. Tembilahan - Pekan Arba.
22. Tembilahan - Simpang Kuala Saka.
23. Tembilahan - Terusan Mas.
24. Tempuling — Tembilahan.
Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri
atas:
a. tempat evakuasi akhir berada di SWP B Blok B.3 dan SWP F Blok F.3;
dan
b. tempat evakuasi sementara berada di SWP A Blok A.1.
Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa
penyediaan jalur sepeda di ruas Jl. KH Dewantara, Jl. T. Harapan, Jln.
Batang Tuaka TBH, JIn. Diponegoro, JIn. Gerilya, Jln. Imam Bonjol TBH,
Jin. M. Boya (Tembilahan), Jin. Pelabuhan Prt-21, Jln. Prof. M. Yamin SH,
Jin. Sudirman, Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan),
Tembilahan - Pekan Arba, Tembilahan - Simpang Kuala Saka, dan
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(5)

Tembilahan - Terusan Mas yang melewati SWP A, SWP C, SWP D, SWPE,
SWP F, dan SWP G.

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa
penyediaan jaringan pejalan kaki {(pedestrian) di ruas Jl. KH Dewantara,
J1. T. Harapan, Jln. Akasia, Jln. Batang Tuaka TBH, Jln. Diponegoro, Jln.
Gerilya, JIn. HR. Subrantas, Jin. Imam Bonjol TBH, Jln. Kembang, Jin. M.
Boya (Tembilahan), Jin. P. Hidayat, Jln. Panglima Sulung I TBH, Jin.
Panglima Sulung II TBH, Jin. Pendidikan, JIn. Prof. M. Yamin SH, Jin.
Sudirman, Jln. Swarna Bumi, Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf
(Tembilahan), Tembilahan - Pekan Arba, Tembilahan - Simpang Kuala
Saka, dan Tempuling — Tembilahan melewati SWP A, SWP C, SWP F, dan
SWP G.

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian
detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
[I.10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BABV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1} Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,

meliputi:
a. Zona Lindung; dan
b. Zona Budi Daya.

(2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, terdiri atas:

a. Zona Badan Air dengan kode BA,

b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;

¢. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
d. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

(3} Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

CRETART PR ™0 A0S TP

Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
Zona Pertanian dengan kode P;
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPi;
Zona Pariwisata dengan kode W;
Zona Perumahan dengan kode R;
Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
Zona Perkantoran dengan kode KT;
Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;

. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
Zona Transportasi dengan kode TR; dan
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

(4) Peta rencana Pola Ruang RDTR merupakan peta zonasi (zoning map) untuk

Peraturan Zonasi.

(5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan

dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail
informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) hurut a, seluas 79,05 (tujuh puluh sembilan koma nol lima) hektar, terdapat
pada:

a.

@ a0 o

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.G, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

SWP E Blok E. 1, Blok E.2, dan Blok E.3;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
SWP G Biok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf b, seluas 104,84 (seratus empat koma delapan empat)
hektar, terdapat pada:

a.
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(2)

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢, seluas 379,22 (tiga ratus tujuh puluh
sembilan koma dua dua) hektar, meliputi:

a. Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;

b. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;

c. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3; dan

d. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

Sub-zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas 322,54 (tiga ratus dua puluh dua koma lima
empat) hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.1;

b. SWP B Blok B.2 dan Blok B.3;

c. SWP C Blok C.2;

d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.2;

e. SWP F Blok F.1, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan

f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

(3) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, seluas 37,17 (tiga puluh tujuh koma satu tujuh) hektar,
terdapat pada:
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(5)

a. SWP A Blok A.2, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.11, dan Blok
A.12;

b. SWP C Blok C.1 dan Blok C.2;

c. SWP F Blok F.1; dan

d. SWP G Blok G.1 dan Blok G .4.

Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, seluas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar,

terdapat pada:

a. SWP A Blok A.7; dan

b. SWP G Blok G.4.

Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, seluas 18,53 (delapan belas koma lima tiga) hektar,

terdapat pada:

a. SWP A Blok A.2, Blok A.6, Blok A.10, dan Blok A.11;

b. SWP D Blok D.3;

c. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan

d.SWP G Blok G.4

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 21

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf d, seluas 32,34 (tiga puluh dua koma tiga empat)
hektar, terdapat pada:

a.
b.
C.

SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;
SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan
SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya
Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) huruf a, seluas 107,24 (seratus tujuh koma dua empat) hektar,
meliputi:

a.
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SWP A Blok A. 1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;

SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan
SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 2
Zona Hutan Produksi

Pasal 23

(1) Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (3) huruf b, seluas 2.510,82 (dua ribu lima ratus sepuluh
koma delapan dua) hektar, meliputi:

a. Sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT; dan

b. Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
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(2) Sub-zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 804,62 {delapan ratus empat koma
enam dua) hektar, terdapat pada:

a. SWP D Blok D.1;

b. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;

c. SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5; dan

d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.3.

(3) Sub-zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 763,78 (tujuh ratus
enam puluh tiga koma tujuh delapan) hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3;

b. SWP C Blok C.3;

¢. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

d. SWP E Blok E.1 dan Blok E.Z;

e. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6; dan

f. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Biok G.3, dan Blok G.4.

(4) Pada Zona Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi (holding zone)
menjadi Zona Badan Air, Badan Jalan, Perkebunan, Kawasan Peruntukan
Industri, Perumahan Kepadatan Sedang, dan Perumahan Kepadatan
Rendah dengan rincian luasan:

a. Hutan Produksi Terbatas/Badan Air dengan kode HPT/BA berada pada
SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1 dan Blok E.2 seluas 1,25 (satu koma
dua lima) hektar;

b. Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan dengan kode HPT/BJ berada pada
SWP E Blok E.2 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektar;

¢. Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan dengan kode HPT/P-3 berada
pada SWP D Blok D.3 seluas 2,35 (dua koma tiga lima) hektar;

d. Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Peruntukan Industri dengan kode
HPT/KP] berada pada SWP D Blok D.3, SWP E Blok E.1, dan Blok E.2
seluas 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) hektar;

€. Hutan Produksi Terbatas/Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode
HPT/R-4 berada pada SWP D Blok D.3 seluas 1,54 (satu koma lima
empat) hektar;

f. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Air dengan kode HPK/BA
berada pada SWP A Blok A.1, Blok A.2, SWP C Blok C.3, SWP D Bilok D.2,
Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5,
Blok F.6, SWP G Blok G.2, dan Blok .4 seluas 11,13 (sebelas koma satu
tiga) hektar;

g. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Badan Jalan dengan kode
HPK/BJ berada pada SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.1, SWP F Blok F.5,
Blok F.6, SWP G Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 1,29 (satu koma
dua sembilan) hektar;

h. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perkebunan dengan kode HPK/P-
3 berada pada SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP F Blok F.3, Blok F.4, Biok
F.5, Blok F.6, SWP G Blok G.3, dan Blok (.4 seluas 415,20 (empat ratus
lima belas koma dua nol) hekter;

i. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Sedang
dengan kode HPK/R-3 berada pada SWP D Blok D.2, SWP F Blok F.4, dan
SWP G Blok G.2 seluas 66,98 (enam puluh enam koma sembilan delapan)
hektar; dan

J- Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Perumahan Kepadatan Rendah
dengan kode HPK/R-4 berada pada SWP A Blok A.1, SWP C Blok C.3,
SWP D Blok D.2, Blok D.3, SWP E Biok E.1, Blok E.2, SWP F Blok F.5,
Blok F.6, SWP G Blok G.3, dan Blok G.4 seluas 407,76 {empat ratus tujuh
koma tujuh enam) hektar.



(5) Zona Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
perubahan peruntukan kawasan (holding zone) menjadi areal peruntukan
lainnya akan diatur dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
kehutanan dari kementerian terkait diterbitkan.

(6) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terbit sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan, maka
tersebut masih sebagai hutan produksi dan berlaku ketentuan peraturan
perundangan-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 24

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3} huruf ¢, seluas 1.326,58 (seribu tiga ratus dua puluh enam koma lima
delapan) hektar, meliputi:

a. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
b. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3.

(2) Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, seluas 144,37 (seratus empat puluh empat koma tiga tujuh)
hektar, terdapat pada:

a. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4; dan
b. SWP G Blok G.1.

(3} Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, seluas 1.182,21 (seribu seratus delapan puluh dua koma dua
satu) hektar, terdapat pada:

a. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
b. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

c. SWP E Blok E.1, Blok E.2, dan Blok E.3;

d. SWP F Blok F.1, Blok F.4, dan Blok F.5; dan

e. SWP G Blok G.1, Blok G.3, dan Blok G.4.

Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3} huruf d, seluas 12,99 {dua belas koma sembilan
sembilan) hektar, terdapat pada:

a. SWPD Blok D.1;

b. SWPE Blok E.1; dan

c. SWP G Blok G.2.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e, seluas 229,08 (dua ratu dua puluh sembilan
koma nol delapan) hektar, terdapat pada:

a. SWP B Blok B.4;

b. SWP D Blok D.3; dan

c. SWPEBIlok E.1 dan E.2.



Paragraf 6
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3) huruf f, seluas 12,91 (dua belas koma sembilan satu) hektar, terdapat pada:
a. SWP D Blok D.1 dan Blok D.3; dan

b. SWP E Blok E.3.

(1}

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 7
Zona Perumahan

Pasal 28

Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat {3} huruf g, seluas 2.386,21 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam
koma dua satu} hektar, meliputi:

a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan

b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 747,23 (tujuh ratus empat puluh

tujuh koma dua tiga) hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok
A.9, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12;

b. SWP B Blok B.1, Blok B.3, dan Blok B.4;

c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;

e. SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, dan Blok F.5; dan

f. SWP G Blok (.1, Blok G.2, dan Blok G.4.

Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.638,98 (seribu enam ratus tiga

puluh delapan koma sembilan delapan) hektar, terdapat pada:

SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.11, dan Blok A.12;

SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

SWPE Blok E. 1;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, Blok F.4, Blok F.5, dan Blok F.6;

dan

g. SWP G Blok G.1, Blok G.2, Blok G.3, dan Blok G.4.
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Paragraf 8
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h, seluas 61,97 {enam puluh satu koma
sembilan tujuh) hektar, meliputi:

a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;

b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan

c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.

Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, seluas 49,09 {(empat puluh sembilan koma nol
sembilan] hektar, terdapat pada:



a. SWP A Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok
A.9, Blok A.10, dan Blok A.12;

b. SWP C Blok C.1;

c. SWP F Blok F.3; dan

d. SWP G Blok .1 dan Blok G.4.

(3) Sl..lb-ZOI'la SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,16 (delapan koma satu enam)
hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.6 dan Blok A.8;

b. SWP C Blok C.1;

¢. SWP D Blok D.3;

d. SWP F Blok F.2 dan Blok F.3; dan

e. SWP G Blok .1 dan Blok G.4.

{(4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, seluas 4,71 (empat koma tujuh satu)
hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.6, Blok A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.10, Blok A.11,
dan Blok A.12;

SWP B Blok B.3;

SWP D Blok D.2 dan Blok D.3;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, dan Blok F.3; dan

SWP G Blok G.2 dan Blok G.4.
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Paragraf 9
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 30

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i, seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar,
terdapat pada SWP A Blok A.11.

(1)

(2)

(4)

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j, seluas 214,87 (dua ratus empat belas
koma delapan tujuh) hektar, meliputi:

a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan

c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 50,89 {(lima puluh
koma delapan sembilan) hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.7, Blok A.8, Blok A.10, Blok A.11, dan Blok A.12; dan
b. SWP F Blok F.3.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 153,91 (seratus lima puluh tiga
koma sembilan satu} hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok A.6, Blok
A.7, Blok A.8, Blok A.9, Blok A.11, dan Blok A.12;

SWP C Biok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3;

SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.3;

SWP F Blok F.1, Blok F.2, Blok F.3, dan Blok F.4: dan

e. SWP G Blok G.4.

Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, seluas 10,06 (sepuluh
koma nol enam) hektar terdapat pada:
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a. SWP F Blok F.5; dan
b. SWP G Blok G.1.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) huruf k, seluas 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan)
hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.4, Blok A.5, Blok A.8, Blok A.11, dan Blok A.12;

b. SWP C Blok C.1;

c. SWP F Blok F.2; dan

d. SWP G Blok G.1 dan Blok G.2.

Paragraf 12
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3) huruf 1, berupa Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6
seluas 42,06 (empat puluh dua koma nol enam) hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.5;

b. SWP B Blok B.1; dan

c. SWP G Blok G.2.

Paragraf 13
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) huruf m, seluas 5,44 (lima koma empat empat) hektar,
terdapat pada SWP D Blok D.2.

Paragraf 14
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) huruf n, seluas 10,80 (sepuluh koma delapan nol) hektar, terdapat
pada:

a. SWP A Blok A.1, Blok A.10, dan Blok A.11; dan

b. SWPE Blok E.1.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

(1) Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3) huruf o, seluas 10,25 (sepuluh koma dua lima)
hektar, terdapat pada:

a. SWP A Blok A.6, Blok A.11, dan Blok A.12; dan
b. SWP C Blok C.1.

(2) Pengembangan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK di luar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan
penataan ruang.
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BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang
dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan
Tembilahan.

Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan
untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan
peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. KKKPR; dan

b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Pasal 38

Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf
a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam
pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal
37 ayat (3) huruf b, merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk
program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (limaj}
tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;

lokasi;

sumber pendanaan;

instansi pelaksana; dan

waktu dan tahapan pelaksanaan.

Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, merupakan program-program pengembangan WP
yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan
atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan
memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang di WP sesuai tujuan penataan WP, meliputi:

a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan

b. program perwujudan rencana pola ruang.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat

dimana program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di blok dalam
SWP.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(2)

(3)

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Indragiri Hilir;,

d. swasta;
masyarakat; dan/atau

f.  sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri
atas:

Pemerintah;

Pemerintah Provinsi;

Pemerintah Kabupaten;

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)];
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
swasta; dan/atau

. masyarakat.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, meliputi:

a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2023-2029; dan

b. Program Jangka Menengah - 2 sampai dengan Program Jangka
Menengah - 4 (PJM - 2 s/d PJM - 4) tahun 2030-2043.

Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufe, berfungsi

sebagai:

a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya air right development dan
pemanfaatan ruang di bawah tanah;

¢. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan
penetapan lokasi investasi.

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d diatur

dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada tata cara pengenaan

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
penataan ruang.

Manfaat peraturan zonasi pada Peraturan Bupati ini meliputi:

a. menjamin dan menjaga kualitas ruang wilayah perencanaan minimal
yang ditetapkan,;

b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan

c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

[



(4) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aturan
dasar.

(5) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, meliputi:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

ketentuan tata bangunan;

ketentuan prasarana dan sarana minimat;

ketentuan khusus; dan

ketentuan pelaksanaan.
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Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat {5) huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan;
d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan
penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati
menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan
dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (5) huruf b, berisi ketentuan mengenai besaran
pembangunan yang diperbolehkan, meliputi:

a. KDB maksimum,;

b. Ki.B maksimum;

¢. KDH minimum;

d. KTB maksimum; dan

e. luas kaveling minimum.

(2} Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
diperuntukkan untuk Zona Perumahan, meliputi:

a. luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang
seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan

b. luas kaveling minimum pada Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah
seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.

(3} Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} berdasarkan zona atau sub-zona pada tabel intensitas
pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)

huruf ¢, meliputi:
a. TB maksimum; ’



(2)

(1)

(2)

(1)

(2}

(1)

(2)

(4)

b. GSB minimum; dan

c. tampilan bangunan.

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan zona atau sub-zona pada tabel ketentuan tata bangunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 44

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf ayat (5) huruf d, meliputi:

jalur pejalan kaki;

ruang terbuka hijau;

ruang terbuka non hijau;

utilitas perkotaan;

prasarana lingkungan; dan

fasilitas pendukung.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa penyediaan jenis prasarana dan sarana pendukung
minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 45

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf
e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar
karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena
belum diatur pada Zona atau Sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan;

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;

c. ketentuan kKhusus tempat evakuasi bencana; dan

d. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IX, Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3, dan Lampiran
[X.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5)
huruf f, berupa pemberian insentif dan disinsentif.

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pemberian insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Pemerintah
Daerah dan kepada masyarakat.

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), merupakan ketentuan vang memberikan insentif bagi
kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan
memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan
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(6)

(7)

(1)
(2)

(4)

(1)
(2)

(3)

disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat
berupa:

a. keringanan pajak;

pemberian kompensasi;

subsidi silang;

imbalan;

sewa ruang;

urun saham;

pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau
Pemerintah Daerah.

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dapat berupa:

a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya
yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
pemanfaatan ruang;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pengenaan kompensasi atau imbalan.

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

i~ T A -

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 47

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif
dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat dan Kelompok
Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan
Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang serta Kelompok Kerja Pengendalian
Pemanfaatan Ruang.

Keanggotaan dalam membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan
Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas instansi
vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi
Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja
Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan yaitu 20 (dua puluh)
tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali
RDTR Kawasan Perkotaan Tembilahan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berupa:



(4)

(6)

(1)

{2)

(3)

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang;
atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang berimplikasi pada peninjauan
kembali Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang RDTR Kawasan
Perkotaan Tembilahan Tahun 2025-2045 dapat direkomendasikan oleh
Forum Penataan Ruang.

Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4},
diterbitkan berdasarkan Kriteria:

a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis
dalam peraturan perundang-undangan;

b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional;
dan/atau

¢. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang RDTR Kawasan Perkotaan
Tembilahan Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan Rencana dan Album
Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan Peraturan yang
berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan
masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis
masa berlakunya, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
dan

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah
diterbitkan tetap berlaku, namun tidak diperbolehkan adanya
pengembangan.

pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan
dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri

Ditetapkan di Tembilahan

Pada tanggal 17 Oktober (2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,%

({ HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal (7 Oktcber 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

. : P -

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 2!



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA DELINEASI WILAYAH
PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR¥TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

. _TAHUM2G2S-2048 0000000
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SIALA : 1:28.000
. . 15 3
e e e,

Proyei: . Unversal Transvarse Mercaion

Satern Gt - Gindl Geogras dan Gnd UTM Jore 488
Daturn Horsontnl . Detum WGS 1584

Dstum Verthal  : Genid EOM 2008

A/ BUPATI INDRAGIRI HILIRy
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LAMPIRAN II.1

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

# BUPATI INDRAGIRI HILIR&

(\HERMAN




LAMPIRAN II.2

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMORXTAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

!/ BUPATI INDRAGIRI HILIRV‘7

Q HERMAN




LAMPIRAN I1.3

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

#’ BUPATI INDRAGIRI HILIR&

‘(HERMAN




LAMPIRAN I1.4

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

- Ursvernal T raneverse

Proyelo:
Sastomn G - Gna Geogralls dan Gad UTM Zone 48 8

Duturn Morrortsl . Deturm WOS 1984

« HERMAN

/ BUPATI INDRAGIRI HILIR&




LAMPIRAN II.5

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR % TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

J’ BUPATI INDRAGIRI HILIR}

l{ HERMAN




LAMPIRAN I1.6

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR # TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN I1.7

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR % TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

'
#’ BUPATI INDRAGIRI HILII'\7

RHERMAN




LAMPIRAN I1.8

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

BUP: "
PROVINSI RIAU

CAMPHRAN I8
PERATURAN BUPATI INDRAGERI HILI
NOMOR .. TAWUN 2025

TENTANG
RENCANA DETAL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN
; PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN
i e

i L]
e e —

Proyeks - Unsverssl Transwarse Mercaior:
Sestean Gt - Gna Geograls can Gnd UTM Zora 48 §




LAMPIRAN I1.9

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR24TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




LAMPIRAN I1.10

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR % TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR %4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA RENCANA POLA RUANG

| —ar s oo - - —

RKABUF HLR
PROVINS! RIAU

LAMPIRAN W
PERATURAN BUPAT! INDRAGIRI HILIR
HOMON .. TAHUN 2028

PETA RENCANA POLA RUANG
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMORXMTAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

No

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

Lokasi

Waktu dan Tahapan Pelaks
PIM1_

2027

20282029 2030|2031

2032

PJM 2 s/d
PJM 4
(2033-2045)

Sumber

Instansi
Pelaksana

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

A

Perwujudan Rencana Pengembangan Pus

at Pelayanan

1

Pemantapan fungsi pelayanan kawasan
perkotaan pada Pusat Pelayanan
Kota/Kawasan Perkotaan

SWP A Blok A.12

Pemantapan fungsi pelayanan kawasan
perkotaan pada Sub Pusat Pelayanan
Kota/Kawasan Perkotaan

SWP A Blok A.1 dan Blok
A.l11, SWP B Blok B.4,
SWP D Blok,D.2, SWP E
Blok E.1, SWP F Blok F.1,
SWP G Blok G.4.

Penataan kooridor
peningkatan Pusat
Kota/Kawasan Perkotaan

jalan dan
Pelayanan

SWP A Blok A.12

Pengembangan fasilitas publik masing-
masing di Pusat Pelayanan
Kota/Kawasan Perkotaan dan Sub Pusat
Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan

SWP A Blok A.1 dan Blok
A.l11, A.12, SWP B Blok
B.4, SWP D Blok D.2,
SWP E Blok E.1, SWP F
Blok F.1, SWP G Blok G.4.

Peningkatan fungsi pelayanan
lingkungan di setiap Pusat Lingkungan
Kecamatan

SWP ABlok A.12 dan SWP
G Blok G.1

Peningkatan fungsi pelayanan
lingkungan di setiap Pusat Lingkungan
Kelurahan/Desa

SWP A Blok A.11, SWP B
Blok B.3, SWP C Blok C.2,
dan SWP F Blok F.5

Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi

Jalan Arteri Primer

Perencanaan, pembangunan dan
preservasi Jalan Arteri Primer pada ruas
Jin. M. Boya (Tembilahan)

SWP A

APBN

Kementerian PUPR

Perencanaan, pembangunan dan
preservasi Jalan Arteri Primer pada ruas
Jln. Telaga Biru/Baharudin Yusuf
(Tembilahan)

SWP A dan SWP G

APBN

Kementerian PUPR




No

Lokasi

Wak

2029

2031 |

A2s/d

Perencanaan, pembangunan dan
preservasi Jalan Arteri Primer pada ruas
Tempuling - Tembilahan

SWP G

| (2033-2045)

Sumber

Instansi
Pelaksana

APBN

Kementerian PUPR

Penambahan PJU pada jalan arteri
primer meliputi ruas Jln. M. Boya
(Tembilahan), Jln. Telaga
Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan),
Tempuling — Tembilahan

SWP A dan SWP G

APBN

Kementerian PUPR

Pembangunan jalur pedestrian dan
penambahan jalur hijau di seluruh
jaringan jalan arteri primer meliputi
ruas Jin. M. Boya (Tembilahan), Jln.
Telaga Biru/Baharudin Yusuf
(Tembilahan), Tempuling — Tembilahan

SWP A dan SWP G

APBN

Kementerian PUPR

Jalan Kolektor Primer

Perencanaan, pembangunan dan
preservasi jalan Kkolektor primer pada
ruas jalan Tembilahan - Enok

SWPB

APBD Provinsi

Dinas PUPRPKPP
Provinsi

Perencanaan, pembangunan dan
preservasi jalan kolektor primer pada
ruas jalan Tembilahan - Simpang Kuala
Saka

SWP A, SWP C, SWP D,

dan SWP F

APBD Provinsi

Dinas PUPRPKPP
Provinsi

Peningkatan, pengembangan, dan
pemantapan di seluruh jalan kolektor
primer

SWP A, SWP B, SWP C,

SWP D, dan SWP F

APBD Provinsi

Dinas PUPRPKPP
Provinsi

Pembangunan jalur pedestrian dan
penambahan jalur hijau di seluruh
jaringan jalan kolektor primer di ruas
jalan Tembilahan - Enok dan
Tembilahan - Simpang Kuala Saka

SWP A, SWP B, SWP C,

SWP D, dan SWP F

APBD Provinsi

Dinas PUPRPKPP
Provinsi

Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan
rambu lalu lintas) di ruas jalan
Tembilahan - Enok dan Tembilahan -
Simpang Kuala Saka

SWP A, SWP B, SWP C,

SWP D, dan SWP F

APBD Provinsi

Dinas PUPRPKPP
Provinsi

Jalan Lokal Primer

Perencanaan, pembangunan dan
preservasi jalan lokal Primer meliputi
ruas jalan:

Jl. Suhada I

Jin. Diponegoro

JIn. Gerilya

JIn. Imam Bonjol TBH

JIn. Kartini

SWP A, SWP B, SWP C,
SWP D, SWP E, SWP F,

dan SWP G

APBD
Kabupaten

Dinas PUPR
Kabupaten




No

Drineiths

Lokasi

Waktu dan 1

2026

2027

2028

2029

2031

2032

R ' .'mzqd
PJM 4

(2033-2045)

Sumber
et

Jin.
Jlin.
Jln.
Jln.
Jln.
Jin.

KH Dewantara
Marhasan

P. Hidayat

Panglima Sulung | TBH
Panglima Sulung II TBH
Pelabuhan Prt-21

Jin. Prof. M. Yamin, SH

JIn. Sudirman

Tembilahan - Terusan Mas
rencana pembangunan jalan baru jalan
lokal primer

Pembangunan jalur pedestrian dan
penambahan jalur hijau di seluruh
jaringan jalan lokal primer

SWP A, SWP B,
SWP D, SWP E,
dan SWP G

APBD
Kabupaten

Dinas PUPR
Kabupaten

Pembangunan ruas jalan baru berupa
Jalan Lokal Primer

SWP A, SWP B,
SWP D, SWP E,
dan SWP G

APBD
Kabupaten

Dinas PUPR
Kabupaten

Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan
rambu lalu lintas) pada jalan lokal
primer

SWP A, SWP B,
SWP D, SWP E,
dan SWP G

APBD
Kabupaten

Dinas PUPR
Kabupaten, Dinas
Perhubungan
Kabupaten

Jalan Lokal Sekunder

dan
lokal

Peningkatan,  pengembangan,
pemantapan  seluruh  jalan
Sekunder

JI1. Bersama

Jl. Suhada Terusan
Jin. Abd. Manaf TBH
JIn. Asyad Ahmad
JIln. Batang Tuaka
Jiln. Budiman TBH
Jln. Bunga/Prajasakti
Jln. Datuk Bandar
Jln. H. Khalidi

Jln. H. Sadri

Jin. H. Said

JIn. Harapan

JIln. Hasan Gani TBH
Jin. HR. Subrantas
Jin. Kayu Jati

JIn. Kembang

Jin. Mandala TBH
JIn. Pelajar

SWP A, SWP C, SWP F,
dan SWP G

APBD
Kabupaten

Dinas PUPR
Kabupaten




No | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Loltani PJM 1 PIM 2 s/d Sumber Instansi
rodie 2026|2027| 2028|2029/ 2030|2031 | 2032 | pons maasy | oo ean e
Jln. Pelita Jaya
Jln. Pendidikan
Jln. Perintis TBH
Jln. Propinsi — Pekan Kamis
Jln. Sapta Marga
JIn. Sederhana
JIn. T. Harapan
Jin. Tempuling — Mandah
Tembilahan - Pekan Arba
rencana pembangunan jalan baru jalan
lokal sekunder
Pembangunan jalur pedestrian dan ;
b | penambahan jalur hijau di seluruh EEQ’S&PS&V L, SR F, QPED " Eu;as PUPR
Jjaringan jalan lokal sekunder SR RS Abupaien
Dinas PUPR
" Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan|SWP A, SWP C, SWP F, APBD Kabupaten, Dinas
rambu lalu lintas) dan SWP G Kabupaten Perhubungan
Kabupaten
5 |Jalan Lingkungan Sekunder
Dinas PUPR
Kabupaten, Dinas
Peningkatan, pengembangan, dan | SWP A, SWP B, SWP C, APBD Pemadam
a |pemantapan jalan lingkungan sehingga|SWP D, SWP E, SWP F, Kabupate Kebakaran dan
mobil pemadam kebakaran dapat masuk | dan SWP G ARpaen Penyelamatan
Kabupaten, BPBD
Kabupaten
Dinas PUPR
b Penyediaan prasarana jaringan (PJU dan :g g’ 23’?; %’ g&?; g' APBD Kabupaten, Dinas
rambu lalu lintas) proviiy Sw’p G i i Kabupaten Perhubungan
Kabupaten
Peningkatan, pengembangan, dan|SWP A, SWP B, SWP C, .
¢ |pemantapan seluruh jalan lingkungan|SWP D, SWP E, SWP F, QPED ' E"l‘:s PUPR
sekunder dan SWP G aupaten ADupaien
Dinas PUPR
. : APBD Kabupaten, Dinas
6 |Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | SWP A Blok A.1 Kabupaten Perhupl'aungan
Kabupaten
Dinas PUPR
Peningkatan,  pengembangan, dan SWP A Blok A.1 APBD Kabupaten, Dinas
pemantapan terminal Penumpang tipe C ' Kabupaten Perhubungan
Kabupaten
7 |Jembatan




Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

" i s * S
: 2027|2028 2029|2030 2031 2032 2033-2045)
SWP A Blok A.4, Blok A.6,
Blok A.7, Blok A.8, Blok
A.9,Blok A.10, Blok A.11,
dan Blok A.12, SWP B
BlokB.1,SWPCBIlek C.1, Dinas PUPR
8 Perencanaan, pembangunan dan|Blok C.2, dan Blok C.3, APBD Kabupaten, Dinas
preservasi jembatan SWP D Blok D.2 dan D.3, Kabupaten Perhubungan
SWPE Blok E.1, Blok E.2, Kabupaten
dan Blok E.3, SWP F Blok
F.1, Blok F.2, Blok F.3,
dan Blok F.4, SWP G Blok
G.4.
SWP A Blok A.4, Blok
A.6, Blok A.7, Blok A.8,
Blok A.9, Blok A.10, Blok
A.11, dan Blok A.12,
SWP B Blok B.1, SWP C Di PUPR
Penyelenggaraan data dan sistem|Blok C.1, Blok C.2, dan APBD KH;’as ta5r. Dirias
informasi  jalan dan  Jembatan|Blok C.3, SWP D Blok T Dol Pa h“Pba ’
Kewenangan Kabupaten D.2 dan D.3, SWP E Blok P Kerb e
E.1, Blok E.2, dan Blok e i
E.3, SWP F Blok F.1,
Blok F.2, Blok F.3, dan
Blok F.4, SWP G Blok
G.4.
9 Pelabuhan sungai dan danau
pengumpul
Pengembangan prasarana dan sarana
transportasi, lalu lintas, angkutan, dan APBD Dinas
pengawasan operasional Pelabuhan|SWP A Blok A.10 Kabupaten Perhubungan
Sungai dan Danau Pengumpul P kabupaten
Pelabuhan Tembilahan
10 | Pelabuhan pengumpul
Kementerian
Perhubungan,
Tatanan dan Perencanaan APBN, APBD Dinas
pengembangan Pelabuhan Pengumpul| SWP A Blok A.11 Provinsi, APBD | Perhubungan
Pelabuhan Tembilahan Kabupaten Provinsi, Dinas
Perhubungan
Kabupaten
11 | Pelabuhan pengumpan lokal




| Waktu dan Tahapan Pelaksanaan |

No | Indikasi Program Pemanfaatan gy Ruang foltail ‘ '. 1 : Rm:/d Sumber Instansi
iy v 2026 2027|2028 | 2029 | 20312082 |5533.2045) it e e
L Kementerian
Perhubungan,
Tatanan dan Perencanaan APBN, APBD Dinas
pengembangan Pelabuhan Pengumpan|SWP E Blok E.1 Provinsi, APBD | Perhubungan
Lokal Pelabuhan Parit 21 Kabupaten Provinsi, Dinas
Perhubungan
Kabupaten
12 | Terminal khusus
Kementerian
Perhubungan,
APBN, APBD Dinas
Tatanan dan Perencanaan | SWP B Blok B.4, SWP G }F{‘;ot;’tll;salt’.eﬁps[) g:;:;:‘lmg;r;s
pengembangan Terminal Khusus Blok G.2. Masparsicat. Berhubungan
Swasta Kabupaten,
Masyarakat,
Swasta
B | Perwujudan Rencana Jaringan Energi
Perencanaan, pembangunan,
pengoperasian dan pengawasan Saluran
1 Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi: | SWP A, SWP B, SWP C, KPEN Svasba Kementerian
Jaringan transmisi Kuala Enok-|SWP D, SWP F, SWP G ' ESDM, PT PLN
Tembilahan
Jaringan transmisi Rengat-Tembilahan
2 Pengamanan Saluran Udara Tegangan|SWP A, SWP B, SWP C, APBN. Swasta Kementerian
Tinggi (SUTT) SWP D, SWPF, SWP G ’ ESDM, PT PLN
Perencanaan, pembangunan, | SWP A, SWP B, SWP C, -
3 | pengoperasian dan pengawasan Saluran| SWP D, SWP E, SWP F, APBN, Swasta ESD;In PT PLN
Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan SWP G ]
Perencanaan, pembangunan, | SWP A, SWP B, SWP C, Kemtmritusin
4 |pengoperasian dan pengawasan Saluran|SWP D, SWP E, SWP F, APBN, Swasta ESDIfdn 1‘_’:,1. PLE
Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan SWP G ’
Perencanaan, pembangunan, ;
5 | pengoperasian dan pengawasan Gardu|SWP D Blok D.1 APBN, Swasta | sementerian
Induk ESDM, PT PLN
g |Fengameanan GardwInduk SWP D Blok D.1 APBN, Swasta | ementerian
SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok Kementerian
, |Pengadaan dan pemeliharaan gardu|A.5, Blok A.6, Blok A.7, APBL APBD | ESpM, Dinas
distribusi Blok A.8, Blok A.9, Blok Swasta g ESDM Provinsi, PT

A.10, Blok A.11, dan Blok

A.12, SWP B Blok B.3,

PLN




Wakt 18] Pe :
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang L okas) fﬁ'j 1 POM 2 s/d Sumber Instansi
2026|2027 | 2028|2029/ 2030/ 2031|2032 (053 5045) be
SWPCBIlok C.1, Blok C.2,
dan Blok C.3, SWP D Blok
D.2 dan Blok D.3, SWP E
Blok E.1, SWP F Blok F.2
dan Blok F.3, SWP G Blok
G.2 dan G.4.
Pengoperasian dan Pengawasan Kementerian
8 | Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) | SV E Blok B.1 APEN, Bussta | pamM, PP PLN
Kementerian
9 Pengoperasian dan Pengawasan | SWP A Blok A.8, SWP B ‘gfzr;;;?pBD ESDM, Dinas
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) | Blok B.3, SWP G Blok G.2 Swasta . ESDM Provinsi, PT
PLN
‘Per?yediar_:m jaringan listrik d:i sepanjang APBN. APBD Kementer.ian
10 jaringan jalan untuk lampu jalan Kawasan Perkotaan Provinsi, APBD gggﬁ,pogs g
Tembilahan Kabupaten, ; TR,
S st Dinas PUPR
Kabupaten, PT PLN
Penyediaan jaringan listrik di zona Kementerian
A APBN, APBD :
11 perumahan yang direncanakan Kawasan Perkotaan Provinsi, APBD gggm’f il
Tembilahan Kabupaten, o ptrlgvl;nm,
e Kabupaten, PT PLN
Pengamanan Infrastruktur Kementerian
; % APBN, APBD :
12 p:r;uaﬁgkltan tenaga listrik dan sarana Kawasan Perkotaan Provinsi, APBD gggx’r}? HIRB:
P ung Tembilahan Kabupaten, Dinias pécl;\;nsu
B Kabupaten, PT PLN
Penyelenggaraan data dan informasi APBN. APBD Kementerian
13 JARIIREL ciierEs Kawasan Perkotaan Provinsi, APBD gggﬁ,F’Dmgs i
Tembilahan Kabupaten, TiheE Plj‘]?_,‘gns"
Syastn Kabupaten, PT PLN
Kajian Pengembangan potensi Kementerian
o] T APBN, APBD .
14 pembanglit listrik Kawasan Perkotaan Provinsi, APBD gggﬁ,PDmgs P
Tembilahan Kabupaten, Dinas P[xjg;nsu
Swaain Kabupaten, PT PLN
C | Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi
Kementerian
Perencanaan, pembangunan, APBN, APBD Komunikasi dan
1 pengoperasian, dan pengawasan | o\wuo b Blok F.4 Kabupaten, Informatika, Dinas
Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon ; APBD Propinsi, | Komunikasi
Otomat (STO) CSR, Swasta Informatika dan
Statistik Provinsi,




UM 1

No | Indikasi Program Poz:nﬁntm Ruang Lokt % s4/d Sumber Instansi
2026 | 2027 | 2028 | 2029 2031 .2032 (2033-2045) ks
Dinas Komunikasi
Informatika
Persandian dan
Statistik
Kabupaten,
Swasta, PT.
Telkom
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika, Dinas
Komunikasi
Perencanaan, pembangunan, SWP A, SWP B, SWP C, JAEEN, §FED !sntiotg&npkfogﬁgi
o | pengoperasian, dan pengawasan SWP D. SWP E. SWP F Kabupaten, Di K ik ¢
Ja an Tetap berupa jaringan serat ! g : APBD Propinsi R, AN
ring p berupa janing dan SWP G Pk | ik ka
ormati
optik CSR, Swasta :
Persandian dan
Statistik
Kabupaten,
Swasta, PT.
Telkom
SWP A Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.8, Blok A.9, Blok APBD
Perencanaan, pembangunan, | A.10, Blok A.11, dan Blok tEnbiiaas Dinas
3 pengoperasian, dan pengawasan | A.12, SWP C Blok C.1 dan AgB%p ;r;nin . | Perhubungan,
Jaringan Bergerak Seluler berupa|Blok C.2, SWP D Blok D.2 APBN CSI}; b | Komunikasi dan
menara Base Transceiver Station (BTS) |dan Blok D.3, SWP F Blok : 2 Informatika
F.2, Blok F.3, dan Blok Swasta
F.4.
Perencanaan, pembangunan, ?ngl?paten Dinas
pengoperasian, dan pengawasan ! . | Perhubungan,
4 |jaringan bergerak tereatrial berupa|SWF © B0k C.l e Keimimiliant dis
stasiun transmisi (sistem televisi) Saras tja i Informatika
Dinas Komunikasi
Informatika
5 Peningkatan aksesibilitas dan | Kawasan Perkotaan QPED Pers_an d e
konektivitas layanan internet Tembilahan Abupaten; Statistik
Swasta Kabupaten,
Swasta, PT.
Telkom
Dinas Komunikasi
6 Penyelenggaraan data dan informasi|Kawasan Perkotaan APBD Informatika
sistem jaringan telekomunikasi Tembilahan Kabupaten Persandian dan

Statistik




No | Indikasi Program Poﬁ:nﬁntan Ruang 1. okaki _ PJM 1 . PJM 2 :/d Sumber Instansi
2026 (2027 | 2028 | 2029|2030 | 2031 | 2032 9 ‘ '
(2033-2045)
Kabupaten,
Swasta, PT.
Telkomn
D | Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Kementerian
. APBN, APBD PUPR, Dinas
1 Ee“.ge':r?"‘}”?az. pri‘if‘e‘l‘, pemelibarant | oypp Provinsi, APBD | PUPRPKPP
anngan frigasi Kabupaten Provinsi, Dinas
PUPR Kabupaten
o Pengembangan dan  pemeliharaan|SWP A, SWP C, SWP D, APBD Dinas PUPR
Jaringan Irigasi tersier SWP F, dan SWP G Kabupaten Kabupaten
E |Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum
APBD Dinas PUPR
1 Peningkatan penyediaan air minum |Kawasan Perkotaan ——— Kabupaten, Dinas
melalui PDAM Tembilahan S g v PRKP Kabupaten,
PDAM Kabupaten
Peningkatan dan Pengembangan Unit APBD ]I{):l])is Pg;RD. an
2 | Produksi berupa bangunan penampung| SWP A Blok A.9 Kabupaten, P ppa T
air Swasta RKP Kabupaten,
PDAM Kabupaten
APBD Dinas PUPR
Peningkatan dan Pengembangan Unit Kabupaten, Dinas
3 | Produkal berupa instalasi produisi BUR A BlkAA sabupaten, | pRKP Kabupaten,
PDAM Kabupaten
Peningkatan dan Pengembangan Unit|SWP A, SWP B, SWP C, APBD Py TO
4 |Distribusi berupa jaringan distribusi| SWP D, SWP E, SWP F, Kabupaten, minlal s i
pembagi dan SWP G Swasta PRKP Kabupaten,
PDAM Kabupaten
. APBD Dinas PUPR .
5 Peningkatan _dan .Pcngembangan bak SWP B Blok B.3 Kabupaten, Kabupaten, Dinas
penampung air hujan -y PRKP Kabupaten,
PDAM Kabupaten
APBD Dinas PUPR
6 Peningkatan dan Pengembangan sumur| SWP A Blok A.5 dan Blok Kbttt Kabupaten, Dinas
dangkal A.12 Swastr; ’ PRKP Kabupaten,
PDAM Kabupaten
Dinas PUPR
. SWP A Blok A.9, SWP B APBD ;
7 Peningkatan dan Pengembangan sumur Blok B.3, SWP G Blok Kabupaten, Kabupaten, Dinas
pompa G.4 Sceaba PRKP Kabupaten,
s PDAM Kabupaten




!’. 1‘. .‘m,

e { 18| Prsirein Peiihoiiame: Rinse Lokasi B . POMZe/d |  Sumber nst
i g 2026|2027 | 2028|2029 |2030| 2031|2032 yoinags) | oo nean TEMESn
APBD Dinas PUPR
8 Peningkatan dan Pengembangan | SWP A Blok A.2, Blok A.3, Rtirsaing Kabupaten, Dinas
terminal air dan Blok A.6 Swastpa ! PRKP Kabupaten,
PDAM Kabupaten
F | Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Peningkatan dan Pengembangan sistem g
p : : D
1 |pengelolaan air limbah domestik| qum p oy g g Qapgl?paten Bab oo
terpusat berupa IPAL Skala Kawasan s & : M p K :S ™
Tertentu/Permukiman EEe RRYACEAL <wes
Pembangunan Prasarana pengolahan
limbah industri, limbah medis, dan APBD Dinas LHK
2 |limbah Bahan Berbahaya dan Beracun g}g{:g 4B lgm'ézélilivgi? Kabupaten, Kabupaten,
(B3) berupa sistem pengelolaan limbah o i Swasta Masyarkat, Swasta
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
3 |Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya|SWP A Blok A.12, SWP B e ol
dan Beracun B3 Blok B.4, SWP F Blok F.3. e P S;g?ﬁz‘t‘ —
G | Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan
SWP A Blok A.1, Blok A.3,
Blok A.8, Blok A.11, dan
Blok A.12, SWP B Blok
B.1 dan Blok B.3, SWP C ;
1 Pengembangan Tempat Penampungan|Blok C.1 dan Blok C.3, QPED t Ilzu:)as LAk
Sementara (TPS) SWP D Blok D.2, SWP E el el s “Paﬁe“- 5
Blok E.1, SWP F Blok F.2, e PRgRSIN Canate
Blok F.3, dan Blok F.5,
SWP G Blok G.2 dan Blok
G.4.
APBD Provinsi, |Dinas LHK
Pengembangan Tempat Pemrosesan APBD Provinsi, Dinas
2 | Akhir (TPA) SUrRBukDba Kabupaten, LHK Kabupaten,
Swasta Masyarkat, Swasta
3 Penyediaan prasarana dan utilitas | Kawasan Perkotaan ﬁapg? » Exrtx)as Ltl-::K
jaringan persampahan Tembilahan Swastl:;a L Mis;sza?’Swasta
¢
H | Perwujudan Rencana Jaringan Drainase
Pengembangan  Jaringan Drainase| SWP A, SWP B, SWP C, APBD Provinsi, Dina‘s P.UPRPKPP
! |sekunder SWP D, dan SWP G - Provinal, Dinas
? Kabupaten PUPR Kabupaten
2 Pengembangan  Jaringan  Drainase gag g’ Ssmp;, %’ 2%1; % APBD Dinas PUPR
Tersier 2 ! ; Kabupaten Kabupaten

dan SWP G




Ly

Waktu dan Pel an
No Indikasi Program Pe;;mnhutan Ruang T akant JM 1 Nm:‘/d Sumber Plez;:lt;mi
: 2027|2028 | 2029 2031 (2032 (2033-2045) ) Ji

Studi mengenai bangunan peresapan|Kawasan Perkotaan APBD Provinei, Dmal_s RUPRPKPP

o (kolam retensi) Tembilahan APBD Provinsi, Dinas
Kabupaten PUPR Kabupaten

SWP A Blok A.1, Blok A.2,

; Blok A.3, Blok A.8, dan APBD Provinsi, |Dinas PUPRPKPP

d | RNl dan lgemehharaa“ Blok A.9, SWP F Blok F.2 APBD Provinsi, Dinas

Angunan tampungan. {polder) dan Blok F.3, SWP G Blok Kabupaten PUPR Kabupaten
G.4.

5 Pembangunan dan pemeliharaan | SWP A Blok A.6, SWP E ﬁﬁgg Provinsi, gg&i;ugfgp
bangunan peresapan (kolam retensi) Blok E. 1. Kabueden PUPR K; btigaten
Penambahan dan perawatan jaringan 5 i .
drainase pada seluruh ruas jalan yang| Kawasan Perkotaan ATRD Proviam, Dma's P.UPBPKPP

& belum dilengkapi dengan saluran|Tembilahan ey Provinsi, Dinas

. P & Kabupaten PUPR Kabupaten
drainase

1 | Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Perencanaan dan pembangunan Jalur
Evakuasi Bencana pada ruas jalan:

J1. KH Dewantara.

J1. Pinang.

J1. Seberang Tembilahan.

Jl. Sebrang Tembilahan Barat.
Jl. T. Harapan.

JL. Tempuling - Mandah.

Jin. Asyad Ahmad.

Jin. Diponegoro.

Jin. Gerilya.

JIn. H. Said.

Jin. Harapan. SWP A, SWP B, SWP C, APBD Provinsi, BPBD Provinsi

a |Jln. HR. Subrantas. SWP D, SWP E, SWP F, APBD BPBD Kab t
JIn. Imam Bonjol TBH. dan SWP G Kabupaten upaten
Jln. M. Boya (Tembilahan).

Jin. Pelabuhan Prt-21.

Jin. Prof. M. Yamin, SH.

Jln. Sapta Marga.

JIn. Sudirman.

Jln. Telaga Biru / Baharudin Yusuf
(Tembilahan).

Tembilahan - Enok.

Tembilahan - Pekan Arba.
Tembilahan - Simpang Kuala Saka.
Tembilahan - Terusan Mas.
Tempuling — Tembilahan.




b Perencar'xaan |dan pembangunan tempat| SWP B Blok B.2 dan SWP igg Provinsi, BPBD Provinsi,
evakuasi akhir F Blok F.3 Kabupaten BPBD Kabupaten
Perencanaan dan pembangunan tempat SWP A Blok A.1 APBD Provinsi, BPBD Provinsi,

¢ | evakuasi sementara e arel BPBD Kabupaten

Kabupaten P
Perencanaan dan pembangunan jalur
sepeda di ruas Jl. KH Dewantara, Jl. T.
Harapan, Jln. Batang Tuaka TBH, Jln. Kementarian
Diponegoro Jln. Gerilya, Jln. Imam Perhubungan,
Bonjol TBH, JIn. M. Boya (Tembilahan),| SWP A, SWP C, SWP D, APBN, APBD Dinas

d |Jln. Pelabuhan Prt-21, Jln. Prof. M.[SWP E, SWP F, dan SWP Provinsi, APBD |Perhubungan
Yamin SH, Jln. Sudirman, Jin. Telaga|G. Kabupaten Provinsi, Dinas
Biru/Baharudin Yusuf (Tembilahan), Perhubungan
Tembilahan - Pekan Arba, Tembilahan - Kabupaten
Simpang Kuala Saka, dan Tembilahan -

Terusan Mas

Perencanaan dan pembangunan

jaringan pejalan kaki (pedestrian) di ruas

Jl. KH Dewantara, Jl. T. Harapan, Jln.

Akasia, Jln. Batang Tuaka TBH, Jln.

Diponegoro, Jln. Gerilya, Jln. HR. Kementarian
Subrantas, Jln. Imam Bonjol TBH, Jln. Perhubungan,
Kembang, Jln. M. Boya (Tembilahan), APBN, APBD Dinas

e |Jln. P. Hidayat, Jln. Panglima Sulung I gxpsa;],sg PG, GNP F, Provinsi, APBD | Perhubungan
TBH, Jln. Panglima Sulung II TBH, Jln. Kabupaten Provinsi, Dinas
Pendidikan, Jln. Prof. M. Yamin SH, Jln. Perhubungan
Sudirman, Jln. Swarna Bumi, Jln. Kabupaten
Telaga Biru/Baharudin Yusuf
(Tembilahan), Tembilahan - Pekan Arba,

Tembilahan - Simpang Kuala Saka, dan
Tempuling — Tembilahan
Perencanaan sistem pengelolaan | Kawasan Perkotaan APBD
b mitigasi bencana Tembilahan Kabupaten BPBD Kabupaten
Perwujudan Rencana Pola Ruang
A | Perwujudan Zona Lindung
1 | Perwujudan Zona Perlindungan Setempat
SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Studi morfologis, sosiologis, legalitas dan| > o A5, Blok A4, Blok APBN, APBp | Kementerian
: : .5, Blok A6, Blok A.7, i PUPR, Dinas PUPR

a |finansial terhadap sempadan sungai dan Blok A.8. Blok A.9. Blok Propinsi, APBD P Loy Di

parit pada zona perlindungan setempat i i Kabupaten ovinsi, Dinas

A.10, Blok A.11, dan Blok
A.12, SWP B Blok B.l,

PUPR Kabupaten




No

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas

Lokasi

Waktu

T

—

PIM 2 s/d

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

(2033-2045)

Sumber
Pendanaan

Instansi
Pelaksana

Blok B.2, Blok B.3, dan
Blok B.4, SWP CBIlok C.1,
Blok C.2, dan Blok C.3,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWPE
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWP FBlok F.1,
Blok F.2, Blok F.3, Blok
F.4, Blok F.5, dan Blok
F.6, SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.

Penetapan  tim
sempadan sungai
sempadan sungai)

kajian  penetapan
(penentuan lebar

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.11, dan Blok
A.12, SWP B Blok B.1,
Blok B.2, Blok B.3, dan
Blok B.4, SWP CBlok C.1,
Blok C.2, dan Blok C.3,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWPE
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWP F Blok F. 1,
Blok F.2, Blok F.3, Blok
F.4, Blok F.5, dan Blok
F.6, SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten

Kementerian
PUPR, Dinas PUPR
Provinsi, Dinas
PUPR Kabupaten

Penetapan peraturan sempadan sungai
dan parit pada zona perlindungan
setempat

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.11, dan Blok
A.12, SWP B Blok B.1,
Blok B.2, Blok B.3, dan
Blok B.4, SWP CBlok C.1,
Blok C.2, dan Blok C.3,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWPE
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWPFBlok F.1,
Blok F.2, Blok F.3, Blok

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten

Kementerian
PUPR, Dinas PUPR
Provinsi, Dinas
PUPR Kabupaten




No

Lokasi

Sumber

Instansi
Pelaksana

F.4, Blok F.5, dan Blok
F.6, SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.

Pembangunan RTH dan pengembangan
penghijauan di zona perlindungan
setempat

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.11, dan Blok
A.12, SWP B Blok B.1,
Blok B.2, Blok B.3, dan
Blok B.4, SWP CBlok C.1,
Blok C.2, dan Blok C.3,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWP E
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWP F Blok F. 1,
Blok F.2, Blok F.3, Blok
F.4, Blok F.5, dan Blok
F.6, SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten

Kementerian
PUPR, Dinas PUPR
Provinsi, Dinas
PUPR Kabupaten

Pelaksanaan normalisasi dan
pengembangan penghijauan di zona
perlindungan setempat

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.11, dan Blok
A.12, SWP B Blok B.1,
Blok B.2, Blok B.3, dan
Blok B.4, SWP C Blok C.1,
Blok C.2, dan Blok C.3,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWP E
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWP F Blok F.1,
Blok F.2, Blok F.3, Blok
F.4, Blok F.5, dan Blok
F.6, SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten

Kementerian
PUPR, Dinas PUPR
Provinsi, Dinas
PUPR Kabupaten

Penataan sempadan Sungai Indragiri
dan sempadan parit

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten

Kementerian
PUPR, Dinas PUPR
Provinsi, Dinas
PUPR Kabupaten




A.10, Blok A.11, dan Blok

A.12, SWP B Blek B.1,
Blok B.2, Blok B.3, dan
Blok B.4, SWP CBlok C.1,
Blok C.2, dan Blok C.3,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWPE
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWP F Blok F.1,
Blok F.2, Blok F.3, Blok
F.4, Blok F.5, dan Blok
F.6, SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.

SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok
A.5, Blok A.6, Blok A.7,
Blok A.8, Blok A.9, Blok
A.10, Blok A.11, dan Blok
A.12, SWP B Blok B.1,
Blok B.2, Blok B.3, dan
Blok B.4, SWP CBlok C.1,

Kementerian

Monitoring perkembangan lahan Blok C.2. dan Blok C.3 APBN, APBD PUPR. Di
. 7 : 3, Ay , Dinas PUPR
terban_gun di sepanjang sempadan SWP D ’Blok D.1, Blok Propinsi, APBD Peovinsi, Di::as
sungai D.2, dan Blok D.3, SWP E Kabupaten PUPR Kabupaten
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWPF Blok F.1,
Blok F.2, Blok F.3, Blok
F.4, Blok F.5, dan Blok
F.6, SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.
Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau
Dinas LHK
Kajian dan Penetapan rencana RTH APBD Kabupaten, Dinas
rimba kota, taman kota, taman ¥: ;E:i;l:nh::frkotaan Kabupaten, PRKP Kabupaten,
kecamatan dan pemakaman CSR, Swasta swasta,
masyarakat
Dinas LHK
SWP A Blok A.2, Blok A.5, ;
Pengembangan dan pembangunan sub- | Blok A.6, Blok A.7, Blok ng? o g;;;p;;n, Dl’;“
zona taman kota A.11, dan Blok A.12, SWP ey %waséa cwesta VPRI
» . £

C Blok C.1 dan Blok C.2,

masyarakat




Walkta dan Taha

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : ; PIM_ | PIM2s/d Sumber Instansi
b Prioritas jokast RS L —1 PM4 || Pendansan Pelaksana
SWP F Blok F.1, SWP G
Blok G.1 dan Blok G.4.
Dinas LHK
Pengembangan dan pembangunan sub-| SWP A Blok A.7, SWP G ARl Kabupaten, Dinas
L e fainan hecmmntan Blok G.4. Kabupaten, PRKP Kabupaten,
CSR, Swasta swasta,
masyarakat
SWP A Blok A.1, SWP B
Blok B.2 dan Blok B.3,
SWP C Blok C.2, SWP D Dinas LHK
Beiataisa engembengan o Blok D.1 dan Blok D.2, APBD Kabupaten, Dinas
d banenan S ota | SWP F Blok F.1, Blok F.3, Kabupaten, PRKP Kabupaten,
i Blok F.4, Blok F.5, dan CSR, Swasta | swasta,
Blok F.6, SWP G Blok G.1, masyarakat
Blok G.2, Blok G.3, dan
Blok G.4.
Dinas LHK
! APBD Kabupaten, Dinas
& S;l::;k amllczgl.xtl.xha,rl areal sub-zona %:x:g?linhf:rkotaan Kabupater, PRKP Kabupaten,
P CSR, Swasta swasta,
masyarakat
SWP A Blok A.2, Blok A.6, Dinas LHK
Pengembangan dan pembangunan sub- Blok A.10, dan Blok A.11, APBD Kabupaten, Dinas
f SoTE DR A SWP D Blok D.3, SWP F Kabupaten, PRKP Kabupaten,
s Blok F.2 dan Blok F.3, CSR, Swasta | swasta,
SWP G Blok G.4. masyarakat
Dinas LHK
; APBD Kabupaten, Dinas
g rl':’dgnyedlfgn S_aran;'r Hdan Prasarana ’I[‘(:Wifl;‘ga Perkotaan Kabupaten, PRKP Kabupaten,
MR Leounjang - = CSR, Swasta swasta,
masyarakat
Dinas LHK
B Penyediaan RTH oleh pemerg'ntah daerah Kawa:_;an Perkotaan ﬁ:g?pa — g;;‘l;p ;;Taﬁpzigzs
untuk memenuhi RTH Publik 20 % Tembilahan CSR, Swasta ity
masyarakat
3 | Zona Ekosistem Mangrove
Pemetaan dan penyusunan basis data| SWP B Blok B.1, Blok B.3, BPKH Wilayah XIX
zona Ekosistem Mangrove dan Blok B.4, SWP D Blok APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
a D.1 dan Blok D.3, SWP E Provinsi, APBD |LHK Provinsi,
Blok E.1, Blok E.2, dan Kabupaten Dinas LHK

Blok E.3.

Kabupaten




No Indikasi Program Pemanfaatan Ruang ¥nat UM P&Jﬁ :/ d Sumber plenstmli
S 2026|2027 |2028|2020( 2030|2081 2032 | onads) | et e
Penetapan dan perlindungan zona|SWP B BlokB.1, Blok B.3, BPKH Wilayah XIX
ekosistem mangrove dan Blok B.4, SWP D Blok APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
b D.1 dan Blok D.3, SWP E Provinsi, APBD |LHK Provinsi,
Blok E.1, Blok E.2, dan Kabupaten Dinas LHK
Blok E.3. Kabupaten
Pengawasan dan pengendalian zona|SWPB BlokB.1, Blok B.3, BPKH Wilayah XIX
Ekosistem Mangrove dan Blok B.4, SWP D Blok APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
b D.1 dan Blok D.3, SWP E Provinsi, APBD | LHK Provinsi,
Blek E.1, Blok E.2, dan Kabupaten Dinas LHK
Blok E.3. Kabupaten
B |Perwujudan Zona Budi Daya
1 | Perwujudan Zona Hutan Produksi
gvgpéaw?}%kB?. baian, e BPKH Wilayah XIX
.3, ok E.1, Blok .
APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
& Pemantapau batas sub-zona hutan|E.2, dan Blok E.3, SWP F Provinsi, APBD | LHK Provinsi,
produksi terbatas Blok F.1, Blok F.4, dan Kabupaten Dinas LHK
Blok F.5, SWP G Blok G.1 P s
dan Blok G.3. i
SWP A Blok A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3, SWP C Blok
C.3, SWP D Blok D.1,
Blok D.2, dan Blok D.3, BPKH Wilayah XIX
SWP E Blok E.1 dan Blok APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
p |Pemantapan batas sub-zona hutan|p, swp FBlok F.1, Blok Provinsi, APBD |LHK Provinsi,
produksi yang dapat dikonversi F.2, Blok F.3, Blok F.4, Kabupaten Dinas LHK
Blok F.5, dan Blok F.6, Kabupaten
SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.
SD“QPSDW?}?EI‘B?' L San Blhe BPKH Wilayah XIX
3y ok E.1, Blok ;
P AR o p ‘2 dan Blok E.3. SWP F APBI.*I, }}PBD Pekanbar}l, pmas
% Rehabilitasi ds_m revitalisasi sub-zona|E.2, 1 Provinsi, APBD | LHK Provinsi,
hutan produksi terbatas Blok F.1, Blok F.4, dan Kabupaten Dinas LHK
Blok F.5, SWP G Blok G.1 T ———
dan Blok G.3. P
SWP A Blok A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3, SWP C Blok BPKH Wilayah XIX
i o : C.3, SWP D Blok D.1, APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
d |Rehabilitasi dan revitalisasi sub-zoma|p)y 5 dan Blok D.3, Provinsi, APBD | LHK Provinsi,
hutan produksi yang dapat dikonversi | gyp p Blok B, 1 dan Blok Kabupaten Dinas LHK
E.2, SWP F Blok F.1, Blok Kabupaten

F.2, Blok F.3, Blok F.4,




Waktu dan
1 B e+ 1 e Lokesi o e e pa b el ¢ o B
2026 | 2027 | 2028 | 2029|2030 | 2031 | 2032 (2033-2045)
Blok F.5, dan Blok F.6,
SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.
SWP D Blok D.1 dan Blok ;
Pengawasan,  pemantauan  dan|D.3, SWPE Blok E.1, Blok —— Effaig”aﬂu“?)hmf:‘
pembinaan secara rutin dalam upaya|E.2, dan Blok E.3, SWP F St o
R pelestarian sub-zona hutan produksi|Blok F.1, Blok F.4, dan Fiomnay, AFDD LI.-IK Ecovingy,
terbatas Blok F.5, SWP G Blok G.1 Rakmpaten s i
dan Blok G.3. Kabupaten
SWPABlok A.1, Blok A.2,
dan Blok A.3, SWP C Blok
C.3, SWP D Blok D.1,
Pengawasan, pemantauan iy oo DLy dan Blok: D2, BPKH Wilayah XIX
: pembinaan secara rutin dalam upaya :\ZPSEWBPI%RBEI.}‘dan Blok APBN, {\PBD Pekanbar‘u, l;)xnas
lestarian sub-zona hutan broduksi| E"2’ ok F.1, Blok Provinsi, APBD LHK Provinsi,
i : : P F.2, Blok F.3, Blok F.4, Kabupaten Dinas LHK
yaig depatcikomyan Blok F.5, dan Blok F.6, Kabupaten
SWP G Blok G.1, Blok
G.2, Blok G.3, dan Blok
G.4.
Pengembangan dan pemeliharaan hutan
Hutan Produksi Terbatas/Badan Air BPKH Wilayah XIX
Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
g | Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan g‘]}gig lBl::n%i ,kSE?VQP B Provinsi, APBD |LHK Provinsi,
Hutan Produksi Terbatas/Kawasan . ’ Kabupaten Dinas LHK
Peruntukan Industri Kabupaten
Hutan Produksi Terbatas/Perumahan
Kepadatan Rendah
Pengembangan dan pemeliharaan hutan
Hutan Produksi yang dapat gw‘gBé?kkAghBlg@g'%
Dikonversi/Badan Air o BPKH Wilayah XIX
: Blok D.2, Blok D.3, SWP e
Hutan Produksi yang dapat E Blok E ’1 Blok E 2’ SWP APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
h | Dikonversi/Badan Jalan F Blok F:S] Blok Fl 4‘ Blok Provinsi, APBD | LHK Provinsi,
Hutan Produksi yang dapat F.5, Blok P:.6, SWF; C; Blok Kabupaten Dinas LHK
D1k0nverm/?erkebu‘nan G.2, Blok G.3, dan Blok Kabupaten
Hutan Produksi yang dapat| g 4
Dikonversi/Perumahan Kepadatan
Sedang

2



Waktu dan Tahapan Pelaks
No | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Laant ; : ___PIM 1] ! PJM 2 s/d Sumber Instansi
Pl 2026|2027 |2028 | 2029(2030| 2031|2032 yoidpoagy | e iy
Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi/Perumahan Kepadatan
Rendah
Invetarisasi perubahan kawasan hutan
(holding zone) :
Hutan Produksi Terbatas/Badan Air BPKH Wilayah XIX
Hutan Produksi Terbatas/Badan Jalan APBN, APBD Pekanbaru, Dinas
i |Hutan Produksi Terbatas/Perkebunan ;Ygi EI:) IBS:n%li ’kSEWQP B Provinsi, APBD |LHK Provinsi,
Hutan Produksi Terbatas/Kawasan e L Kabupaten Dinas LHK
Peruntukan Industri Kabupaten
Hutan Produksi Terbatas/Perumahan
Kepadatan Rendah
Invetarisasi perubahan kawasan hutan
(holding zone):
Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi/Badan Air SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Hutan Produksi yang dapat| SWP C Blok C.3, SWP D .
Dikonversi/Badan Jalan Blok D.2, Blok D.3, SWP BPKH Wilayah XIX
. |Hutan  Produksi yang  dapat|EBlok E.1, Blok E.2, SWP o BN, APBPDBD e
J' | Dikonversi/Perkebunan F Blok F.3, Blok F.4, Blok L s i ol
Hutan  Produksi yang  dapat|F.5, Blok F.6, SWP G Blok HiMpatan ifrda LHE
Dikonversi/Perumahan Kepadatan|G.2, Blok G.3, dan Blok Kabupaten
Sedang G.4
Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi/Perumahan Kepadatan
Rendah
2 | Perwujudan Zona Pertanian
Dinas Pangan,
Tanaman Pangan,
Hortikultura
Penetapan dan perlindungan sub-zona|SWP F Blok F.1, Blok F.2, APBD Provinsi, |Provinsi, Dinas
a |tanaman  pangan dalam  upaya|Blok F.3, dan Blok F.4, APBD Pertanian,
pengendalian alih fungsi lahan SWP G Blok G.1. Kabupaten Tanaman Pangan,
Hortikulturan dan
Peternakan
Kabupaten
Dinas Pangan,
Tanaman Pangan,
Pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi| SWP F Blok F.1, Blok F.2, APBD Provinsi, |Hortikultura
b |dan ekstensifikasi komoditas pertanian|Blok F.3, dan Blok F.4, APBD Provinsi, Dinas
di sub-zona tanaman pangan SWP G Blok G.1. Kabupaten Pertanian,

Tanaman Pangan,
Hortikulturan dan




No

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas

Lokasi

{2031

2032

M2s/d

IMA
(2033-2045)

Sumber
Paiiliaunn

Instansi
Pelakuac

Peternakan
Kabupaten

Penelitan dan pemanfaatan teknologi
untuk optimalisasi produktivitas
komoditas pertanian di sub-zona
tanaman pangan

SWP F Blok F.1, Blok F.2,
Blok F.3, dan Blok F.4,
SWP G Blok G.1.

APBD Provinsi,
APBD
Kabupaten

Dinas Pangan,
Tanaman Pangan,
Hortikultura
Provinsi, Dinas
Pertanian,
Tanaman Pangan,
Hortikulturan dan

Peternakan
Kabupaten
Dinas Pangan,
Tanaman Pangan,
Hortikultura
Penvedi . - SWP F Blok F.1, Blok F.2, APBD Provinsi, |Provinsi, Dinas
g [FPyediaan prasarana Can SRSMRigae 53 dun Blok B4, APBD Pertanian,
pendukung sub-zona tanaman pangan | gwp G Blok G.1. Kabupaten Tanaman Pangan,
Hortikulturan dan
Peternakan
Kabupaten
SWPB Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4,
SWP D Blok D.1, Blok ;
—_ - D.2, dan Blok D.3, SWP E APBD Provingi, |Dinas Perkebunan
2 Penetapan insentif dan disinsentif untuk Blok E.1, Blok E.2, dan APBD Provinsi, Dinas
sub-zona perkebunan Blok E.3, SWP F Blok F.1, Kabupaten e
Blok F.4, dan Blok F.5, ahupaten
SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G.4.
SWPBBIlokB.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4,
Peneliti‘an dan pengembangan SD“Q? da%1 gllgll: DDS:,l ’S“]?;,Og APBD Provinsi, Dina_s Pgrkgbunan
f komodn_:as perkebu_r;an. serta Blok E.1, Blok E.2, dan APBD Provinsi, Dinas
peremajaan dan rehabilitasi tanaman Blok E.3, SWP F Bloic F.1, Kabupaten Perkebunan
perkebunan Blok F.4, dan Blok F.5, Kabupaten
SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G .4.
SWPB Blok B.1, Blok B.2,
. et B.4, g i kebunan
Penyediaan dan pengembangan g};{; %3 Bﬁ;‘{n 1;? If ’k Blok APBD Provinsi, ngg\ii:frDinas
g |prasarana dan sarana pendukung sub- D.2, dan Blok D.3, SWP E APBD e o
zona perkebunan Blok E.1, Blok E.2, dan Kabupaisn Kabupaten

Blok E.3, SWP FBlok F.1,




No

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas

Lokasi

Waktu dan 1
PJM 1

2028

2029

2030

laha Pelaks: AT,
] PIM 2 s/d

2031

PJM 4
(2033-2045)

Sumber

Instansi

Blok F.4, dan Blok F.5,
SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G.4.

Penataan irigasi/kanal pada areal sub-
zona perkebunan

SWPBBIokB.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWP E
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWP F Blok F. 1,
Blok F.4, dan Blok F.5,
SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G .4.

APBD Provinsi,
APBD
Kabupaten

Dinas Perkebunan
Provinsi, Dinas
Perkebunan
Kabupaten

Studi kelayakan dan lokasi Museum
Kelapa

SWPB Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWP E
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWPF Blok F.1,
Blok F.4, dan Blok F.5,
SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G .4.

APBD
Kabupaten

Bappeda

Studi kelayakan pusat studi kelapa

SWPB Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWP E
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWP F Blok F.1,
Blok F.4, dan Blok F.5,
SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G.4.

APBD
Kabupaten

Bappeda

Kajian estetika kawasan kelapa sebagai
ciri khas etalase Kota Tembilahan

SWPB Blok B.1, Blok B.2,
Blok B.3, dan Blok B.4,
SWP D Blok D.1, Blok
D.2, dan Blok D.3, SWP E
Blok E.1, Blok E.2, dan
Blok E.3, SWPFBlok F.1,
Blok F.4, dan Blok F.5,
SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G.4.

APBD
Kabupaten

Bappeda

Penyusunan Museum

Kelapa

Masterplan

SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G.4.

APBD
Kabupaten

Bappeda

Penyusunan Masterplan pusat studi

kelapa

SWP G Blok G.1, Blok
G.3, dan Blok G.4.

APBD
Kabupaten

Bappeda




Waktu %Mga_q in Pelaksanaan ‘
No | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Litiani M 1 PJM 2 s/d Sumber Instansi
nEs 2026|2027 | 2028|2029 2030| 2031|2032 |y voag) | o RAR kg ks
Kementerian
Pariwisata, Dinas
Pariwisata
Provinsi, Dinas
APBN, APBD g g
L Pariwisata Pemuda
SWP G Blok G.1, Blok Propinsi, APBD
n | Pembangunan Museum Kelapa G.3, dan Blok G.4. Kabupaten, dan Olahraga dan
CSR, Swasta | kebudayaan
! Kabupaten, Dinas
PUPR Kabupaten,
Bappeda, swasta,
masyarakat
Kementerian
Pariwisata, Dinas
Pariwisata
Provinsi, Dinas
APBN, APBD i
1 Pariwisata Pemuda
5 SWP G Blok G.1, Blok Propinsi, APBD
o | Pembangunan pusat studi kelapa 0.3, dati Blck G4 Kabupaten, dan (()ilahraga dan
CSR, Swasta Kebudayaan ;
’ Kabupaten, Dinas
PUPR Kabupaten,
Bappeda, swasta,
masyarakat
Kementerian
SWPB Blok B.1, Blok B.2, A :
Blok B.3, dan Blok B.4, iﬁ:"w"ﬁ:tt: Biae
il b AL APBN, APBD | Provinsi, Dinas
Penyediaan hamparan perkebunan B]Iol,( E.1. Bl k-E,Q P Propinsi, APBD | Pariwisata Pemuda
P kelapa sebagai agrowisata S SR iy SRR Kabupaten, dan Olahraga dan
Blok E.3, SWP F Blok F. 1,
CSR, Swasta Kebudayaan
Blok F.4, dan Blok F.5, P
SWP G Blok G.1, Blok swast{;a '
G.3, dan Blok G.4. masyarakat
3_|Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik
.. |SWP D Blok D.1, SWP E
Penetapan lahan untuk pembangkit 4
a | jistrik tenaga uap (PLTU) gl;k E.1, SWP G Blok APBN, Swasta |PT. PLN
p |Penetapan lahan untuk pembangkit Sm: %?lc’lé‘%al’ c';‘; “gj oﬁ APEIN, pwssi | PTHER
listrik tenaga diesel (PLTD) G.2 Sl
SWP D Blok D.1, SWP E APBN, Swasta |PT. PLN

Penetapan zona pembangkitan tenaga
listrik

Blok E.1, SWP G Blok
G.2.




No| Indikasi Program Pemanfaatan Ruang bt ‘ _ )31 W _| PIM2s/d Sumber Instansi
4 |Pemeliharaan  zona  pembangkitan |30 0. BloK D-1. s APBN, Swasta | PT. PLN
tenaga listrik G.2 T
4 | Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri
SWP B Blok B.4, SWP D Kementerian
Blok D.3, SWP E Blok E. 1 Perindustrian,
dan E.2. Dinas Dinas
APBN, APBD Perindustrian,
. Penetapan zona kawasan peruntukan Propinsi, APBD | Perdagangan,
industri Kabupaten, Koperasi dan UKM
CSR, Swasta Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta
SWP D Blok D.3, SWP E Kementerian
Blok E.1 dan E.2. Perindustrian,
Dinas Dinas
APBN, APBD Perindustrian,
; ; . Propinsi, APBD | Perdagangan,
b | Penetapan kawasan industri tembilahan Kabupaten, Koperasi dan UKM
CSR, Swasta Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta
SWP D Blok D.3, SWP E Kementerian
Blok E.1 dan E.2. Perindustrian,
Dinas Dinas
Pengembangan dan pembangunan Qf?ﬁ:;PEP?BD i:;;ndusﬁ‘;el:ln,
¢ | kawasan industri baru berupa industri K lf ! K agancgi ’UKM
pengolahan kelapa abugpeten, i e
CSR, Swasta Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta
SWP D Blok D.3, SWP E Kementerian
Blok E.1 dan E.2. Perindustrian,
Dinas Dinas
Penyediaan instalasi pengolahan air QPBTA::PESBD l;:rr;ndl;sm;n’
d |baku untuk menunjang kegiatan Krop : DERINgALL
i abupaten, Kopgrag: dgn UKM
CSR, Swasta Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian

Kabupaten, Swasta




Waktu %ﬁ Tahapan Pelaksanaan
_ JM 1 PJM 2 s/d

No | [ndikasi Program Pemanfaatan Ruang Lokasi M Sumber Instansi
Frionon 2026 | 2027 | 2028 | 2029|2030 | 2031 | 2032 @’g'f;gﬁ, S rnasee il
SWP D Blok D.3, SWP E Kementerian
Blok E.1 dan E.2. Perindustrian,
Dinas Dinas
) o APBN, APBD Perindustrian,
- Penyed{.aan jaringan drainase untuk Propinsi, APBD |Perdagangan,
menunjang kegiatan industri Kabupaten, Koperasi dan UKM
CSR, Swasta Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta
SWP D Blok D.3, SWP E Kementerian
Blok E.1 dan E.2. Perindustrian,
Dinas Dinas
Penyediaan jaringan jalan dan instalasi QrPBN' J"'d)f':IE)BD ger:indusvlan‘
1 Eengrang?.n jalgn untuk menunjang Ka(:l,ixu;?t'en szg.)eigai?gz‘ UKM
PEREIRLioRE CSR, Swasta | Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta
SWP D Blok D.3, SWP E Kementerian
Blok E.1 dan E.2. Perindustrian,
Dinas Dinas
_ APBN, APBD Perindustrian,
g Studi kglayakan dan master plan Propinsi, APBD | Perdagangan,
kawasan industri Kabupaten, Koperasi dan UKM
CSR, Swasta Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta
SWP D Blok D.3, SWP E Kementerian
Blok E.1 dan E.2. Perindustrian,
Dinas Dinas
APBN, APBD Perindustrian,
h Penyusunan detail engineering design Propinsi, APBD | Perdagangan,
(DED) kawasan industri Kabupaten, Koperasi dan UKM
CSR, Swasta Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta
SWP D Blok D.3, SWP E APBN, APBD Kementerian
i Pembebas_a.n dan pematangan lahan|Blok E.1 dan E.2. Propinsi, APBD | Perindustrian,
kawasan industri Kabupaten, Dinas Dinas
CSR, Swasta Perindustrian,




No

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas

Lokasi

Pelaks

26 | 2027

2028

20292

2031

2032

PJM 4

M2 s/d
2045)

Sumber

Instansi
Pelaksana

Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta

Pengembangan klaster-klaster
menengah, industri kecil dan mikro
berbasis sektor unggulan

SWP D Blok D.3, SWP E
Blok E.1 dan E.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Perindustrian,
Dinas Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta

Penataan areal
kawasan industri

permukiman dalam

SWP D Blok D.3, SWP E
Blok E.1 dan E.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Perindustrian,
Dinas Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta

Pengembangan  sistem  pengolahan
limbah industri yang ramah lingkungan

SWP D Blok D.3, SWP E
Blok E.1 dan E.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Perindustrian,
Dinas Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Swasta

Pembangunan prasarana dan sarana
pendukung kawasan industri

SWP D Blok D.3, SWP E
Blok E.1 dan E.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Perindustrian,
Dinas Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan




No

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
Prioritas

Lokasi

Waktu dan Ta

PIM 1

PIM2s/d

2026

2027

2028 2029

2031

2032

(2033-2045)

Sumber

Instansi
Pelaksana

Perindustrian

Kabupaten, Swasta

Perwujduan Zona Pariwisata

Penetapan zona pariwisata

SWP D Blok D.1 dan Blok

D.3, SWP E Blok E.3.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Pariwisata, Dinas
Pariwisata
Provinsi, Dinas
Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dan
Kebudayaan
Kabupaten,
swasta,
masyarakat

Penetapan wisata sungai batang tuaka
sebagai wisata alam

SWP D Blok D.1 dan Blok

D.3, SWP E Blok E.3.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Pariwisata, Dinas
Pariwisata
Provinsi, Dinas
Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dan
Kebudayaan
Kabupaten,
swasta,
masyarakat

Kajian kearifan lokal,
Sungai Indragiri

sosial budaya

SWP D Blek D.1 dan Blok

D.3, SWP E Blok E.3.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Pariwisata, Dinas
Pariwisata
Provinsi, Dinas
Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dan
Kebudayaan
Kabupaten,
swasta,
masyarakat

Pengembangan lahan untuk kegiatan
pariwisata

SWP D Blek D.1 dan Blok

D.3, SWP E Blok E.3.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Pariwisata, Dinas
Pariwisata
Provinsi, Dinas
Pariwisata Pemuda
dan Olahraga dan
Kebudayaan
Kabupaten,
swasta,
masyarakat




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

No Indikasi Progralgn‘Pq:;anfaatan Ruang Lokasi PJM 1 PJA{, Iszll i/ d PSuénber Plri:lt:;nsi
rioritas endanaan c ana
2026|2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 (2033-2045)
Kawasan Perkotaan Dinas Pariwisata
Review Penyusunan Rencana Induk|Tembilahan APBD Pemuda dan
e | Pembangunan Pariwisata Daerah Kab Olahraga dan
(RIPPDA) AvupatEn Kebudayaan
Kabupaten
Kawasan Perkotaan Dinas Pariwisata
Tembilahan Pemuda dan
f | Kajian Pengembangan kepariwisataan QP]sD ¢ Olahraga dan
AN pRIER Kebudayaan
Kabupaten
Kawasan Perkotaan Dinas Pariwisata
Pengembangan Kawasan unggulan, Tembilahen APBD Propinsi, Proyxr}sx, it
. Pariwisata Pemuda
g andglgn, potensi pengembangan APBD dan Olahraga dan
pariwisata alam dan buatan Kabupaten Kebudayaan
Kabupaten
Kawasan Perkotaan Dinas Pariwisata
Tembilahan APBD Propinsi Provinsi, Dinas
h Pengembangan dan peningkatan APBD PIISL | pariwisata Pemuda
infrastruktur pendukung objek wisata dan Olahraga dan
Kabupaten
Kebudayaan
Kabupaten
Kawasan Perkotaan Dinas Pariwisata
Tembilahan APBD Propinsi Provinsi, Dinas
i Pengembangan sistem informasi APBD PINSL | pariwisata Pemuda
pariwisata Kabupaten dan Olahraga dan
Kebudayaan
Kabupaten
Kawasan Perkotaan Dinas Pariwisata
Pengembangan sumber daya pariwisata Tembilahan APBD Propinsi, P“".’“?S" Dglas 4
j |dan ekonomi kreatif di Kawasan APBD gzg“gf:ﬁ?agzﬂégna
Pariwisata Kabupaten Kebudayaan
Kabupaten
6 | Perwujudan Zona Perumahan
Dinas PUPRPKPP
Peninjauan kembali dokumen Rencana APBD Propinsi Provinsi, Dinas
- Pembangunan dan  Pengembangan | Kawasan Perkotaan APBD PIISL | perumahan Rakyat
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tembilahan Biils te dan Kawasan
(RP3KP) PR Pemukiman
Kabupaten
b Pengembangan dan penataan sub-zona|SWP A Blok A.3, Blok A.4, APBN, APBD Kementerian
perumahan kepadatan sedang Blok A.5, Blok A.6, Blok Propinsi, APBD | PUPR, Dinas




Waktu

_ | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang s 2s/d Sumber Instansi
He Prioritas gl . PUM4 | Pendanaan Pelaksana
A.7, Blok A.8, Blok A.9, Kabupaten, PUPRPKPP
Blok A.10, Blok A.11, dan Swasta Provinsi, Dinas
Blok A.12, SWP B Blok Perumahan Rakyat
B.1, Blok B.3, dan Blok dan Kawasan
B.4, SWP CBlok C.1, Blok Pemukiman
C.2, dan Blok C.3, SWP D Kabupaten, Swasta
Blok D.2 dan Blok D.3,
SWP F Blok F.1, Blok F.2,
Blok F.3, Blok F.4, dan
Blok F.5, SWP G Blok G.1,
Blok G.2, dan Blok G.4.
SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.11, dan
Blok A.12, SWP B Blok
B.2, Blok B.3, dan Blok Kementerian
B.4, SWP CBlok C.1, Blok PUPR, Dinas
C.2, dan Blok C.3, SWP D APBN, APBD PUPRPKPP
o Pengembangan dan penataan sub-zona|Blok D.1, Blok D.2, dan Propinsi, APBD | Provinsi, Dinas
perumahan kepadatan rendah Blok D.3, SWP E Blok E. 1 Kabupaten, Perumahan Rakyat
dan Blok E.2, SWP F Blok Swasta dan Kawasan
F.1, Blok F.2, Blok F.3, Pemukiman
Blok F.4, Blok F.5, dan Kabupaten, Swasta
Blok F.6, SWP G Blok G.1,
Blok G.2, Blok G.3, dan
Blok G.4
Kementerian
PUPR, Dinas
Percepatan penyediaan perumahan APBN’ AFBD PUPRPKPP.
4 | metatui ke Kawasan Perkotaan Propinsi, APBD | Provinsi, Dinas
egiatan  pengembanganm. . 1iiah Kabupate Perumahan Rakyat
perumahan swadaya SRR i ol SERIL
Swasta dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten, Swasta
Kementerian
PUPR, Dinas
5T T APBN, APBD PUPRPKPP
& Ezgit::‘;l dan;ﬁziﬂ;t:zx 1%?32 Kawasan Perkotaan Propinsi, APBD | Provinsi, Dinas
Tembilahan Kabupaten, Perumahan Rakyat
perkotaan
Swasta dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten, Swasta
¢ Pembangunan sarana dan prasarana|Kawasan Perkotaan APBN, APBD %gﬁngﬁz
penunjang sub-zona perumahan | Tembilahan Propinsi, APBD 2

PUPRPKPP




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

No | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang g e PJM 1 PUM 2 s/d Sumber Instansi
9 Prioritas Lolasi | PJM 4 Pelaksana
2026 (2027 | 2028 | 2029|2030 | 2031 (2032 (2033-2045)
kepadatan sedang dan sub-zona Kabupaten, Provinsi, Dinas
perumahan kepadatan rendah Swasta Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten, Swasta
Kementerian
PUPR, Dinas
APBN, APBD PUPRPKPP
Pembangunan rumah layak huni dan|Kawasan Perkotaan Propinsi, APBD | Provinsi, Dinas
g swadaya Tembilahan Kabupaten, Perumahan Rakyat
Swasta dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten, Swasta
SWP F Blok F.1, Blok F.2, APBD R —
h |Studi kelayakan Kota Satelit Blok F.3, Blok F.4, Blok S8 e
F.5, dan Blok F.6 i e
_ SWP F Blok F.1, Blok F.2, APBD BEDrSHE
i | Penyusunan Masterplan Kota Satelit Blok F.3, Blok F.4, Blok Kab i K gpe 4
F.5, dan Blok F.6 . At abupaten
Kementerian
PUPR, Dinas
PUPRPKPP
SWP F Blok F.1, Blok F.2, ‘folfr’l APRD & | Provinsi, Bappeda
j | Pembangunan Kota Satelit Blok F.3, Blok F.4, Blok Katfu at,en Kabupaten, Dinas
F.5, dan Blok F.6 Sw&s}; ’ Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Pemukiman
Kabupaten, Swasta
7 | Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau
; APBN, APBD Dinas PUPR
FeHEPIUBHRED dan“ i Propinsi, APBD | Kabupaten, Dinas
a |Ruang Terbuka Non Hijau berupa alun-| SWP A Blok A.11 Eabumade LHK Kabupaten
alun dan lapangan upacara CgRulgwarsl{a Swast: P ?
8 | Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa
Kementerian
PUPR, Dinas
7 .. APBN, APBD Ejo]zr?nilfpginas
" Studi Kajian pengembangan koridor|Kawasan Perkotaan Propinsi, APBD PUPR Ka’lbupaten
komersial Tembilahan Kabupaten, Dinas Perdag a.ng:’an
CSR, Swasta

dan Perindustrian,
Swasta,
Masyarakat




Prioritas 2027 2029 2031|2032 ' 045)
Kementerian
PUPR, Dinas
SWP A Blok A.7, Blok A.8, APBN, APBD ,;"ﬁo‘f,?fs’fpnpm
& Penataan dan pengembangan sub-zona|Blok A.10, Blok A.11, dan Propinsi, APBD PUPR K;:\bu aten
perdagangan dan jasa skala kota Blok A.12, SWP F Blok Kabupaten, Dinas Perdafganga;n
F.3. CSR, Swasta dan Perindustrian,
Swasta,
Masyarakat
Kementerian
PUPR, Dinas
SWP A Blok A.7, Blok A.8, APBN, APBD ?i‘f,ﬁ‘fp&nas
2 Pembangunan sub-zona perdagangan|Blok A.10, Blok A.11, dan Propinsi, APBD PUPR Ks;bu aten
dan jasa skala kota Blok A.12, SWP F Blok Kabupaten, . s
=y CSR. Swasta Dinas Pgrdagaqgan
i dan Perindustrian,
Swasta,
Masyarakat
SWP A Blok A.1, Blok A.2,
Blok A.3, Blok A.4, Blok Kementerian
A.5, Blok A6, Blok A.7, PUPR, Dinas
Blok A.8, Blok A.9, Blok PUPRPKPP
' ) APBN, APBD e
4 |Penataan dan pengembangan sub-zona é; e micles o oNw Propinsi, APBD | priiieh Dinas
: ok C.1, Blok C.2, dan PUPR Kabupaten,
perdagangan dan jasa skala WP Blok C.3, SWP D Blok Kabupaten, Dinas Perdagangan
D.1, Blok D.2, dan Blok CSR, Swasta | dan Perindustrian,
D.3, SWP F Blok F.1, Blok Swasta,
F.2, Blok F.3, dan Blok Masyarakat
F.4, SWP G Blok G.4.
SWP A Blok A.1, Blok
A-2, Blok A.3, Blok A.4, Kementerian
El;kékl.s, Blok A.6, Blok PUPR, Dinas
.7, Blok A.8, Blok A.9, PUPRPKPP
Blok A.11, dan Blok APBN,APBD |5 . si Dinas
. Pembangunan sub-zona perdagangan|A.12, SWP C Blok C.1, Propinsi, APBD PUPR K;;bu aten
dan jasa skala WP Blok C.2, dan Blok C.3, Kabupaten, Divias perdapgang;.n
SWP D Blok D.1, Blok CSR, Swasta dan Perindustrian
D.2, dan Blok D.3, SWP F S ’
Blok F.1, Blok F.2, Blok M alcait
F.3, dan Blok F.4, SWP G e
Blok G.4.
¢ |Penataan dan pengembangan sub-zona|SWP F Blok F.5, SWP G APBN, APBD g&g;?g:gg

perdagangan dan jasa skala SWP

Blok G.1.

Propinsi, APBD

PUPRPKPP




Waktu dan T Pelaks :
No Indikasi Progm;:ﬁcg:nﬁutan Ruang ¥l PJM 1 . . : PJM 9 ;/'d Sumber _ : Instansi
2026|2027 | 2028 | 2029|2030| 2031 | 2032 (2033 J{; 045)
Kabupaten, Provinsi, Dinas
CSR, Swasta PUPR Kabupaten,
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian,
Swasta,
Masyarakat
Kementerian
PUPR, Dinas
PUPRPKPP
APBN, APBD _ | b ovinsi, Dinas
g Peml_:vangunan sub-zona perdagangan|SWP F Blok F.5, SWP G Propinsi, APBD PUPR Kabupaten
dan jasa skala SWP Blok G.1. Kabupaten, : :
CSR. Swasta Dinas Perdagangan
2 dan Perindustrian,
Swasta,
Masyarakat
9 | Perwujudan Zona Perkantoran
Kementerian
SWP A Blok A.4, Blok A.5 PUPR, Dinas
¢ . APBN, APBD !
a Penataan zona perkantoran (pemerintah gigi !ksl’QBlgl‘fvg']g’Bdl‘:ﬂ Propinsi, APBD g}-{)z?nps]fpginas
e C.1, SWP F Blok F.2, SWP ﬁgg“%ﬁg‘;‘;ﬁ PUPR Kabupaten,
G Blok G.1 dan Blok G.2. . Swasta,
Masyarakat
Kementerian
SWP A Blok A.4, Blok A.5, APBN. APBD PUPR, Dinas
Pengembangan dan pembangungan|Blok A.8, Blok A.11, dan Bew ir,mi APBD PUPRPKPP
b | perkantoran pemerintah dan|Blok A.12, SWP C Blok Kabﬁl at,en Provinsi, Dinas
perkantoran swasta C.1, SWP F Blok F.2, SWP CSR %wasia PUPR Kabupaten,
G Blok G.1 dan Blok G.2. ’ Swasta,
Masyarakat
10 | Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum
Kementerian
PUPR, Dinas
SWP A Blok A.3, Blok A .4, PUPRPKPP
Blok A.5, Blok A.6, Blok Provinsi, Dinas
z ! APBN, APBD '
Optimalisasi dan Pengembangan sub- A.7, Blok A.8, Blok A.9, Propinsi, APBD P(.JPR KﬂbuPat;n’
8 | zona SPU Skala Kota Blok A.10, dan Blok A.12, Kabupaten Dinas Perumahan
SWP C Blek C.1, SWP F CSR Swas;.a Rakyat dan
Blok F.3, SWP G Blok G.1 ¥ Kawasan
dan Blok G.4, Pemukiman,
Swasta,

Masyarakat




Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

No Indikasi Program Pﬁl:.mflltan Ruang Lokas: PJM 1 PJM 2 s/d Sumber Instansi
i 2026|2027|2028| 2029|2030/ 2031|2032 | ponmmeas) | o ee? Feae
Kementerian
PUPR, Dinas
SWP A Blok A.3, Blok A 4, PUPRPKPP
Blok A.5, Blok A.6, Blok Provinsi, Dinas
4 APBN, APBD 4
b Pemeliharaan bangunan dan penataan gl::l’( 21(131(; 22_; BBlIOk o Propinsi, APBD WPR Kabupaten,
sub-zona SPU Skala Kota it ok A.12, Kabupate Dinas Perumahan
SWP C Blok C.1, SWP F s Rakyat dan
Blok F.3, SWP G Blok G.1 OOR, 9Wai | e i
dan Blok G.4. Pemukiman,
Swasta,
Masyarakat
Kementerian
PUPR, Dinas
SWP A Blok A.3, Blok A 4, PUPRPKPP
Blok A.5, Blok A.6, Blok Provinsi, Dinas
A7, Blok A8, Blok A.9, AFBN, 8FBD _ | ospo gabupaten,
¢ | Pembangunan sub-zona SPU Skala Kota | Blok A.10, dan Blok A.12, Propinsi, APBD Dinas Perumahan
SWP C Blok C.1, SWP F Kabupaten, Rakyat dan
Blok F.3, SWP G Blok G.1 CBR; Swests | i remany
dan Blok G.4. Pemukiman,
Swasta,
Masyarakat
Kementerian
PUPR, Dinas
- i PUPRPKPP
P A Blok A.6 dan Blok Provinsi, Dinas
APBN, APBD !
Pembangunan sub-zona SPU Skala A, BWI CBlok C.1, WP Propinsi, APBD FUER Kabupaizn,
d Sl . i D Blok D.3, SWP F Blok 4 Dinas Perumahan
F.2 dan Blok F.3, SWP G Knbupaben, Rakyat dan
Blok G.1 dan Blok G.4. CoR, Gwanta Kawasan
Pemukiman,
Swasta,
Masyarakat
Kementerian
PUPR, Dinas
s , PUPRPKPP
A Blok A.6 dan Blok Provinsi, Dinas
APBN, APBD 2
" Pemeliharaan bangunan dan penataan 3.8, SWPE Bl G, gWE Propinsi, APBD FOCR Kabupaten,
sub-261ia SPU Skaln Kecamatan Blok D.3, SWP F Blok Kabu at,en Dinas Perumahan
F.2 dan Blok F.3, SWP G ParEL, Rakyat dan
Blok G.1 dan Blok G.4. CSR, Swasta Kawasan
Pemukiman,
Swasta,

Masyarakat




No | !ndikasi Program Pemanfaatan Ruang Liadkeal _ 1 2s/d Sumber Instansi
Prioritas 2027|2028 2029|2030 | 2031|2032 | p 27 0,e) | Peanasn | Pelaksana
Kementerian
PUPR, Dinas
PUPRPKPP
SWP A Blok A.6 dan Blok Provinsi, Dinas
APBN, APBD i
: Optimalisasi dan Pengembangan sub- g.EiB,ISWPC Blok C.1, SWP Propinsi, APBD PL_IPR Kabupaten,
zona SPU Skala Kecamatan olt .3, SWP'F Blok Kabupaten B AR
F.2 dan Blok F.3, SWP G CSR, Swasta | Rakyatdan
Blok G.1 dan Blok G.4. ’ Kawaaan
Pemukiman,
Swasta,
Masyarakat
Kementerian
SWP A Blok A.6, Blok A.7, %ggb&%ﬁs
Blok A.8, Blok A.9, Blok Provinsi. Dinas
A.10, Blok A.11, dan Blok APBN, APBD | o 1o0 v bupaten
g |Pembangunan sub-zona SPU Skala|A.12, SWP B Blok B.3, Propinsi, APBD | . b ,.u,fmha,;
Kelurahan SWP D Blok D.2 dan Blok Kabupaten, Rakys;t gan
D.3, SWP F Blok F.1, Blok CSR, Swasta |, = can
F.2, dan Blok F.3, SWP G Pemukiman
Blok G.2 dan Blok G.4. Swasta,
Masyarakat
Kementerian
SWP A Blok A.6, Blok A.7, %ggﬁg}rﬁas
Blok A.8, Blok A.9, Blok Provinsi. Dinas
A.10, Blok A.11, dan Blok APBN, APBD | oy iop 1y ipaten
p |Pemeliharaan bangunan dan penataan|A.12, SWP B Blok B.3, Propinsi, APBD Dinas Peruxﬁahax;
sub-zona SPU Skala Kelurahan SWP D Blok D.2 dan Blok Kabupaten, Rakyat dan
D.3, SWP F Blok F.1, Blok CSR, Swasta | = can
F.2, dan Blok F.3, SWP G P ki
Blok G.2 dan Blok G.4. e
Swasta,
Masyarakat
Kementerian
SWP A Blok A.6, Blok A.7, %ggﬁ:}[()p%as
Blok A.8, Blok A.9, Blok Provinsi, Dinas
. A.10, Blok A.11, dan Blok APBN, APBD | o o0 1 ipaten
; |Optimalisasi dan Pengembangan sub-|A.12, SWP B Blok B.3, Propinsi, APBD | o © pem,ﬁaha,’,
zona SPU Skala Kelurahan SWP D Blok D.2 dan Blok Kabupaten, R ik
D.3, SWP F Blok F.1, Blok CSR, Swasta K:{;;:;ana
F.2, dan Blok F.3, SWP G Pemukiman
Blok G.2 dan Blok G.4. ’
Swasta,

Masyarakat




Prioritas

Lokasi

___Waktu dan 1

fahapan Pelaksanaan

2027|2028

2029

20312032

PJM 2 s/d
PJM 4

(2033-2045)

Sumber

Instansi
Pelaksana

11

Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan

Penetapan lahan zona pertahanan dan
keamanan

SWP A Blok A.6, Blok
A.11, dan Blok A.12, SWP
C Blok C.1.

APBN

Kementerian
Pertahanan, TNI,
Polri

Penataan dan pengelolaan zona
Pertahanan dan Keamanan

APBN

Kementerian
Pertahanan, TNI,
Polri

Pengembangan prasarana, sarana, dan
utilitas zona Pertahanan dan Keamanan

APBN

Kementerian
Pertahanan, TNI,
Polri

12

Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya

Penyediaan dan pengembangan lahan
pergudangan

SWP A Blok A.5, SWP B
Blok B.1, SWP G Blok
G.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
PUPRPKPP
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Dinas
PUPR Kabupaten,
Swasata,
Masyarakat

Penataan sub-zona pergudangan

SWP A Blok A.5, SWP B
Blok B.1, SWP G Blok
G.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
PUPRPKPP
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Dinas
PUPR Kabupaten,
Swasata,
Masyarakat

Studi kelayakan dan master plan sub-
zona pergudangan

SWP A Blok A.5, SWP B
Blok B.1, SWP G Blok
G.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas




Progmm“ Ruang

Lokasi

12028

2029

2031

POM 2 s/d
PJM 4

Sumber
Pendanaan

Instansi

PUPRPKPP
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Dinas
PUPR Kabupaten,
Swasata,
Masyarakat

Penyusunan detail engineering design

(DED) sub-zona pergudangan

SWP A Blok A.5, SWP B
Blok B.1, SWP G Blok

G.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Provinsi, Dinas
PUPRPKPP
Provinsi, Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian
Kabupaten, Dinas
PUPR Kabupaten,
Swasata,
Masyarakat

13

Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan

Penambahan lahan dan pembangunan

TPA pada zona
persampahan

pengelolaan

SWP D Blok D.2.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kebersihan
Kabupaten, Dinas
PUPR Kabupaten,
masyarakat,
swasta

14

Perwujudan Zona Transportasi

Pengembangan Terminal Bandar

Laksamana Indragiri pada
transportasi

zona

SWP A Blok A.1

APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Dinas
Perhubungan
Kabupaten, Swasta

Pengembangan pelabuhan di
transportasi

zona

SWP A Blok A.10, dan
Blok A.11, SWP E Blok

E.1.

APBN, APBD
Propinsi, APBD
Kabupaten,
CSR, Swasta

Kementerian
Perhubungan,
Dinas
Perhubungan
Provinsi, Dinas
Perhubungan
Kabupaten




Pembangunan, peningkatan, dan
pengembangan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan transportasi

SWP A Blok A.1, Blok
A.10, dan Blok A.11, SWP
E Blok E.1.

Kementerian
| aPBN, APBD | Perhubungan,
PK;%pum:It'eﬁPBD Perhubungan
CSR Swasta | Provinei, Dinas
’ Perhubungan
Kabupaten, Swasta

k BUPATI INDRAGIRI HILIR’}’

HERMAN




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMO TAHUN 2025

TENTAN

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN
TAHUN 2025- 2045

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

ZONA DAYA
i & .,.
No. &
—
KBLI_d | KBLI_d kay ; 3
Kegiatan igita | igit4 .ﬂéln F’l . R-3 | R4 i
L AT L Wt T
A |PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

001 | Pertanian tanaman semusim 011 o R T T T T T T T T T T T T T T K T T
002 Pertanian serealia (bukan padi), aneka o11 0111 2 T T S T T T ! i T T T 5 ¥ i T T T X I T

kacang dan biji-bijian penghasil minyak
003|Pertanian padi o011 | o112 i ol Il [ T i T T T T 5 ¥ T T L3 i i B i 1 X a T
004 | Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi | 011 | 0113 T T T i T T & i i f T T T T T T T T X T T
005| Perkebunan tebu 011 0114 T T T T T b T T T T T T - T T i T X T T
006 | Perkebunan tembakau o1l | 0115 EITA i i T T T L T T T T T i T iy X T T
007| Pertanian tanaman berserat 011 | o116 o T T: ; T i i T T T T T 3 13 T X T T
008 | Pertanian tanaman semusim lainnya 011 0119 T o B T T T it 5 T T T T T T T T T [ X T T
009 | Pertanian tanaman tahunan 012 i TS T, i T T & T T i T 14 T T T T T X T T
010 Pertanian tanaman hias dan 013 ol B T T T T T i T T H T T i1 T iy X T i

pengembangbiakan tanaman
011 | Peternakan 014 T|T|T|T|TIT]| T X T T : i T ik T T T T T T T X T T
012]Peternakan unggas 0l4 0146 B - ol ol R T T B T X T T T B T o T T T T T T: T X T T
013|Peternakan lainnya 014 | 0149 B T|T|T]|TI|T]T T X T T T i i iy T T T T T T T X i T
il Rusal ik o1a |otag |91 X X R X XX B X 80 A 70 VR A M IR T G R R N 9% B E I X X X X X
015|Jasa pengolahan lat 016 0161 Oliﬁl X X X X X S T|T ; T Ly T T T X T i T X 1
016]/a%a pemupukan, penanaman bibit/benih 016 | o161 |OL6! X x X X mE T[T T, T T T 49 T T T T X T

dan pengendalian hama dan gulma 2
017|Jasa pemanenan 016 | o161 01361 X X X Xl xlxXxJjT]|T T T T T T T T T T X T
13| 72%2 penyemprotan dan penyerbukan oie | igr |90 X R G o P I T i L T B T T T T X T

melalui udara 4
019|Jasa penunjang pertanian lainnya o16 | o161 |18t % SRR T | T T G R A T T ) R T X T
020|Jasa penunjang peternakan 016 | 0162 X X X XX X|T|T s T T T T i g 5 ] T X T
021|Jasa pelayanan kesehatan ternak 016 | oiez [O162] X XSO REX T[T & LI B ) O IO TR R ey T X T
022|Jasa perkawinan ternak 016 0162 0!'262 X & X X KA T T T o T T T T T T & X T




NA BUDI DAYA
Zona  Zona Zany
i Pertanian G
KBLI fik i
KBLI_d | KBLI_d : oY
Keglatan igit3 | igits _dégtt Bl ; R-3 | R4
02| Jasa penetasan telur 016 0162 01362 X X X X X &l T B T B T T T T i ¥ T T T X i B
] S R N e o 01952 3 XX TR T [T R T i T T T i T T T T % 1
025|Jasa pasca panen 016 | 0163 X X BRI T | TEEH T NSRS T T 1 T T T T T X T e
026|Perikanan tangkap 031 : T T T T BN A T P T T T T I 7 T L X T g
027 | Perikanan budidaya 032 { iy o iy T T T T T T T T i) T T e T iy X T T
028|Budidaya ikan laut 032 0321 X X X X X X XIX]X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
029|Budidaya ikan air tawar 032 | 0322 i T | T T[T[T T N T I T T Tl o T X T T
030|Jasa budidaya ikan air tawar 032 | 0324 e T | T T|TIT it T i i T T if i T T T X T m
031 |Jasa budidaya ikan air payau 032 0326 X ¢ 4 X X X o R T 4 4 X X X X X X X X X X b .4 X X X X X X X
B [INDUSTRI PENGOLAHAN

032|Industri pengolahan dan pengawetan daging| 101 X x X X| X X]x X X X X X X g § X ReEET X X E3

Kegiatan rumah potong dan pengepakan X X ] X X X T B S X THRET X X X
00| 4a g fiulan unggas 101 | 1011 X

Kegiatan rumah potong dan pengepakan 1011 X X X X X X X X X X X X X 4 X X X
034 3 101 1011 X

daging bukan unggas 0
035 Kegiatan rumah potong dan pengepakan 101 1012 1012 X X X X1 XX X X X X X X X X X X X

daging unggas 0
036 Industri pengolahan dan pengawetan 101 1013 | 1013 X X X X X ['x X X X X X X X X X X 3

produk daging dan daging unggas 0
oa7|Industri pengolahan dan pengawetan ikan 102 X X X X X 1K X X X X X X X X X X X

dan biota air
o3g|ndustri pengolahan dan pengawetan ikan 102 1021 X X X XX x X X X X X X X X X X

dan produk ikan Him

Industri pengolahan dan pengawetan ikan X X X X X | x X X X X X X ¥ B X X X
029 dan biota air dalam kaleng 102 1022 X #IE
040 ]ndugm pengolahan dan pengawetan biota 102 1029 X X X X X | X X X X X X X X X Rl T X X X

air lainnya ; s
041 Industri pengolahan dan pengawetan buah- 103 X X X X X X x X X X X X X X _;‘ﬂ" it X X X

buahan dan sayuran i

Industri pengolahan dan pengawetan buah- X X X X X1Xx X X X X X X X X X X

buahan dan sayuran dengan cara
42| Jiasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan 109 et X

dibekukan

Industri pengasinan/pemanisan buah- 1031 X X X X x X X X X X X X X
043 buahan dan sayuran 103 1031 1 X

Industri pengolahan dan pengawetan buah- X X X XXX X X 3 X X X X
a4 buahan dan sayuran dalam kaleng 103 1002 i
045]Industri pengolahan sari buah dan sayuran | 103 | 1033 X X X Xl'x]x]x X X X X X X X

Industri pengolahan dan pengawetan X X X X X |1 X X X X X X X X
245 lainnya buah-buahan dan sayuran L ks .

Industri pengolahan susu, produk dari susu X X X X X1 X X X X X X X X
047 A 105 X

dan es krim
048/ Industri pengolahan susu segar dan krim 105 | 1051 X X X XXX |x X X X X X X X
049 g;!lu;;r;ii penggilingan padi-padian, tepung 106 X X X X X1 X X X X X X X 3 X
050| Industri makanan lainnya 107 X X SN B Ol O X X X X X X X
051 |Industri makanan hewan 108 X X ¢ ST [0S T g X X X X X X X




ZONA BUDI DAYA
KBLI 7
KBLI_d d : e
Koglatan o "Eﬁ‘; -l Pl W R-4 ‘
052(Industri minuman 110 X X X XI'XxIX]x B ikt X X B B X X X X i - i () - e ] X X X
053 |Industri minuman ringan 110 1104 ”004 & v r % X ol X o IR T % % = L ¥ = X i S Sy A e X
054|Industri air minum dan air mineral 110 1os |! 1005 K A L A AOR e et er ol b X X A RRE X X X X B i o / ,ﬁ i X X X
Y - - _. _'A i * s . !

055/ Industri minuman lainnya 110 | 1100 1199 XX XXX [Bes % O 1 L R R N M i T X TX
056|Industri pengolahan tembakau 120 X X X XXX | X|X[X] X X X X X X X X X X X X X B X X X
57| /MAustr pemintalan, penenunan dan e ¥ T T o e R F\'F"_E, X b T T R NS I M i X hEg X X X

penyelesaian akhir tekstil y VAT, VaaA :
058|Industri tekstil lainnya 139 X X X [X[X[X[X|B[B[ B X PR X X x| X e O X X X
050/ ndustri penggergajian dan pengawetan 161 X X X X| X | X[ X|B[B[ B X X e B X X X X B B X B K 3 X

kayu, rotan, bambu dan sejenisnya R

Industri barang dari kayu; industri barang X X X X | XXX |BUBI R X X B B X X X X ks - I ook X B X X X
060|dari gabus dan barang anyaman dari 162 A e 1 Bt

jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya iy B A shm i i SRR R A=
061|Industri kertas dan barang dari kertas 170 % X X XXX X BBl B X X B X [ X | X | X [GRe X e X X X
062(Industri pencetakan 181 X X X K] XX |X E-s B ; X X B | B X X X X B | X F X X X
063|Industri pencetakan 181 | 1811 X X | X [X[X[X[X[B[B] B[ X X [EEhilans X | X | X | X LD X i X X X
064|Industri pencetalan umum 181 | 1s1 |19 XX [X|X[X[X 8] BB X X B REEEERRE @ X EeEal X T3 13
065|Industri pencetakan khusus 181 | 1enn |M8M] XXX X XX [BIBIe T X XTB B X X "X [ X BUTBH X X X X
066| Kegiatan jasa penunjang pencetakan 181 | 1812 | "% (S T XXX x| X[eres ¥ ol [T X X[ X [ B BfE X X X X
067 | Reproduksi media rekaman 182 | 1820 X X X [ X[ X[X[X[BB] B X b T i X X X S 8 o X B X X X
oe6s|Industri pupuk lainnya 201 2012 2(3;12 X X X X X N XXX X X X X X X X X X X X X X B X X X
069 Industri plastik dan karet buatan dalam 201 2013 X X X X X XX [|x] X X X X X X X X X b3 X X X X F3 X X

bentuk dasar
o070|Industri serat buatan 203 | 2030 X X X o TR O R ] X X X X X X X X X X X X X -1 X X X
071 Industri farmasi, produk obat kimia dan 210 X X X X X XX |xX]x X X X X X X X X X X X X X i X X X

obat tradisional
072|Industri karet dan barang dari karet 221 X X X e AN T L X X X X X X X X X X X X X X X X
073|Industri barang dari plastik 222 N 08 T KR O I O B 3 AT R R B N S P B T X X ¥ X
074 |Industri kaca dan barang dari kaca 231 X X X b 4 XXX 1X]'K X X X X X X X X X X X X X X 3 X
075|Industri kaca 231 2311 X X X X X X X | XX X X X X X X X X X X X X X X X X
076|Industri barang galian bukan logam lainnya | 239 x X X X x| X[X[|X[x] X X X X X X X X X X X X X X X X
077 |Industri logam dasar besi dan baja 241 X X X X X1 XX [X]|X X X X X X X X X X X X X X X X X
078 Industri logam dasar mulia dan logam dasar 242 X X X X X X X [X]|Xx X X X X X X X X X X X X X B X X X

bukan besi lainnya :
079|Industri pengecoran logam 243 X X X X XXX |X]|X X X X X X X X X X X X X X : X X X

Tndustri barang logam siap pasang untuk X X ol I O T W X X X X X X X X X x X X B X X X
080|bangunan, tangki, tandon air dan 251

generator uap &
081 Industri barang logam lainnya dan jasa 250 X X X X X X X |X| X X X X X X X X X X X X F3 X X

pembuatan barang logam
082]Industri komponen dan papan elektronik 261 X X X XA R T AR O X X X X X X X X !




No.
KBLI
KBLI_d | KBLI_d
T igitd | igica |-GiBit ‘
083 er:ktgluu:i;‘ahung elektron dan konektor 261 2611 X X X X X X x IR X X X X X X X X X X X 4 X B X X X
084 Industri semi konduktor dan komponen 261 2612 X X X X X X XXX X X X X X X X X X X X X X _u_ X X x
elektronik lainnya J i
085|1ndustri komputer dan perlengkapannya 262 X X X X X X|X|X]x x X X X X X X X X X X X X E X X X
086 ;g::g:&rkmnpmer dan/atau perakitan 262 2621 X X X X X X | X |X] X X X X X X X X X X X X X X : B X X X
087|Industri perlengkapan komputer 262 | 2622 x X X | X X ] XX | XIX| X X X X X X X X X X X X X B X X X
088|Industri peralatan komunikasi 263 X X X | X XXX |IX[X] X X X X X X X X X X X X 3 Uil X X
089|Industri peralatan telepon dan faksimili 263 | 2631 X X P X X XXX |x]xX| X X L HT M SRR S T o PR en Gl e T me e % PETTX X X
090 :nduskti'i!]r:eralatan komunikasi tanpa kabel 263 2632 X X X X X X X | X] X X X X X X X X X b4 X X X X 1t B., X X X
091 |Industri peralatan komunikasi lainnya 263 | 2639 X X T B e e S 3 X X X X X X X X X X X X : X X X
092|Industri kartu cerdas (smart card) 263 | 2630 | 4539 (A XX | XX X]|X|X[X]| X X ) I G T SR A T N R e o e X B | X X X
93| Mdustri peralatan audio dan video " X x XX TRl X T (XX ] X X X x X X X X X X X X X 5 X X X
elektronik
094|Industri televisi dan/atau perakitan televisi | 264 | 2641 X X X | X[ X|X|X |[X]|X] X X X X X X X X X X X x X B X X X
Industri peralatan perekam, penerima dan X X X X X XX |X] X X X X X X X X X X X X X X X X X
095| pengganda audio dan video, bukan industri [ 264 2642
televisi
096 lndust.rilperaljatan audio dan video 264 2649 2649 X X X X Eor Kt X KK X X X X X X X X X X X X X et - X X X
elektronik lainnya 0
097 Industri alat ukur, alat uji, peralatan 265 X X X X X[ X ]| X |X]X X X X X X X X X X X X X X i i X X X
navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu N SO
008 lnr.l\fs!ri alat ukur, alat uji, peralatan 265 2651 X X X X XX | X [|X]| X X X X X X X X X X X X X X B | X X X
navigasi dan kontrol S
099 Industri alat ukur dan alat uji manual 265 | 2651 (2531 X Lol B 0 T 58 o) R 8 TN 1 B X i 3 O S I i B 0 U T 2o G S T X X X X
100|Industri alat ukur dan alat uj elektrik 265 | 2651 26125‘ X KX R XX]XIX] K] X X 0 . T R T e T M S A T X B X X X
101 | Industrd alat ukur dan alat uji slektronik 265 | 2651 26351 X Kif.® | XPRKEXPXIX]X] X X S 1T (ST T P N U D T R i B A0 e X X X X
102|Industri alat uji dalam proses industri 265 | 2651 257! x kit (o i e T 8 T 20 .51 B8 3 W X L [0 S I U PR T B A O R S TR R X Bl X X X
103|Industri alat ukur waktu 265 | 2652 X X X | X X[ XX IX]X]| X X X X X X X X X X X X X B X X X
Industri motor listrik, generator, X X X X X X|X|X]|X X X X X X xX X X X X X X X B X X X
104 |transformator dan peralatan pengontrol dan | 271 SHH
pendistribusian listrik
105|Industri batu baterai dan akumulator listrik [ 272 X X X XXX | XXX} X X X X X X X X X X X X X X X X
106 Industri kabel serat optik 273 | 2731 2";)31 o ot [ 0 IR . 1 R e R L R & ohe 0 [ 30 [0 R IR R T R [ P O B T X X X X
107 Industri kabel listrik dan elektronik lainnya | 273 | 2732 |02 % ok b i WL R TR B R X e b o ) e T R ) ) B TR O 22 o o W o X X X X
108|Industri perlengkapan kabel 273 | 2733 | #7323 [N ol LR LR R X K X i I S I N T T S U H S M E R X X X X
Industri peralatan penerangan listrik X X X X X X| X [X]X X X X X X X X X X X X X X X X X
109|(termasuk peralatan penerangan bukan 274
listrik)
110|Industri peralatan rumah tangga 278 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
111]Industri peralatan listrik rumah tangga 275 | 2751 X X X Xl XXX IXpx x X X X X F3 X X X X x X X X X X




No.
KBLI_d | KBLI_d
Kegiatan igit3 | igitd
1ig Industri peralatan listrik lainnya 79 2790
113|Industri mesin untuk keperluan umum 281
Industri mesin dan turbin, bukan mesin
114 pesawat terbang dan kendaraan bermotor 481 aaj1
115 industri mesin untuk keperluan khusus 282
Industri kendaraan bermotor roda empat
116 st Ll 291 2910
Industri karoseri kendaraan bermotor roda
117|empat atau lebih dan industri trailer dan 292
semi trailer
Industri karoseri kendaraan bermotor roda
118|empat atau lebih dan industri trailer dan 292 2920
semi
119|Industri suku cadang dan aksesori 293 X X F3 X XX ] K X X X X X X X X X X y X X X
kendaraan bermotor roda empat atau lebih
120 Industri suku cadang dan aksesori 203 | 2930 2930 X X X X LSRR X X X X X X X X X X X X X X
kendaraan bermotor roda empat atau lebih 0
121 Industri pesawat terbang dan 303 3030 3030 X X X X X| X | X X X X X X X X X X X X X X X
perlengkapannya 0
122|Industri furnitur 310 | 3100 X X X | XX X|X / ."5 K X I B fi X X X X i X X X X
123 Industri furnitur dari kayu ato | atoo [30)° X ] (e 00l IOl T 1 B X X piB XX [ X[ X BB 8] X X X X
124|Industri furnitur dar rotan dan atau bambu| 310 | 3100 [3190) % o A TR I B X X [ B X TR XX BB X X S
125|Industri furnitur dari plastik 310 | 3100 |3100 AN s 1L 8 B8 el s R il B " X |® ot MR B UE S T 3 B i B X X X | x
126/ Industri furnitur dari logam 310 | atco 3100 FEEREE ol R R T i 0 ol ] et R L E' i ﬁ 1l ..5_‘ x it % x 1%
127 Industri furnitur lainnya sto | 3100 | 3100 I I O T B 2 R - x|'B : X[ X [ X[ X ['B B X ey o X X X
128|industri alat musik 322 | 3220 X X XK | X X]X|[|X "B X X B | X X X X B .:5, A - A W S B X X X
129 Industri alat musik tradisional a2 | azzo |9220[HEE ol R P B B g X bl i X1 g xR EERR e X B X X %
130|Industri alat musik bukan tradisional 322 | 3220 32220 X x it [k (G| s = % i X X X ® E e ; X e X X X
131|Industri alat olahraga a2a | azao [3230 FEA ol R B B T R ¥ i % x ‘_‘.5{“‘":‘. X [ X [ X[ X |TB i E B[ x B X X X
132 Industri alat permainan dan mainan anak- 324 3240 X X X X XXX B X X E P8 X X X X B E i X X X X
P 324 | 2240 |20 N 0 T M O 2 ) X EE R X | X [ %X | X o X x X X
Industri alat permainan ~ 1 {55 e sk AT e Sy it
134|Industri mainan anak-anak E ALETRST . XTEBESEX X X X B i v X il X
135 Industri peralatan kedokteran dan 125 X X X X b4 I X X X X X X X X X X X X X X X X
kedokteran gigi serta perlengkapannya
136 Industri peralatan kedokteran dan 325 3250 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X { X X X
kedokteran gigi serta perlengkapannya B vl
137 |Industri pengolahan lainnya ytd! 329 | 3290 X X X x| x| x[Xx X X X X X X X X X X X X X funed X 3 X
Industri alat tulis dan gambar termasuk 3290 X x X X X X | X X X X X X . 4 X X X X X X X B X X X
138 329 3290 e
perlengkapannya 1
139| Industri pita mesin tulis/gambar a2 | 3290 3",’290 * T e LT o ® X A IER S o IR T R BN S R R TR R X X X X




No.
s KBLI_d|KBLId
igit3 | igit4 R-4
140|1ndustri kerajinan ytdl 329 3290 3"?390 X X X
Industri peralatan untuk pelindung 3290 X X X
181 keselamatan o g0 4
142|Industri serat sabut kelapa a29 | 3200 [*%° R T
143|Industri pengolahan lainnya ytdl 329 | 3200 (3290 x| x| % ]
144 Reparasi produk logam pabrikasi, mesin 331 T T T T
dan peralatan
14 5| Reparasi produk logam pabrikasi 331 3311 T T iy T
146 | Reparasi mesin 331 | 3312 T i T T
147| Reparasi mesin untuk keperluan umum 331 | 3312 33112 L2 g T
148| Reparasi mesin untuk keperluan khusus 331 3312 3;?212 i T T &
149| Reparasi peralatan elektronik dan optik 331 | 3313 T T T T
150|Reparasi peralatan listrik 331 3314 T T T T
151 Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan 331 3315 n T Sy T
bermotor
152| Reparasi peralatan lainnya 331 3319 33019 T T T T
153 !nnta]aa_il pemasangan mesin dan peralatan 332 3320 3320 X X X
industri 0
c PENGADAAN LISTRIK, GAS, UPA/AIR
PANAS DAN UDARA DINGIN
154| Ketenagalistrikan 351 X X X X X + il [ 8 i 2y 7 T T T T T i T " X T
155| Pembangkitan tenaga listrik 351 3510 35[10 5 i % | T (T T u T T T T T T T T X g
156 | Transmisi tenaga listrik 351 3510 3521'0 X X R T [T T T T T i - T i3 T T i X T
157| Distribusi tenaga listrik as1 | asio0 35:’3“’ X XX xRy TIT|T| T 20 [ R e 7 I O T T X T
158|Aktivitas penunjang kelistrikan as1 | asio |35 HELE S T (T T T LA R s T T X T
150 Pengadaan dan distribusi gas alam dan 352 X X X e T [T| T T T T 2 T T T T i o h X 1)
buatan
160| Pengadaan gas alam dan buatan as2 | aso 3920 x SR LR T | T]T T o T N - o I 5 T T X T:
161 | Distribusi gas alam dan buatan 352 | 3520 35220 » Rols BERAEE T ITIT( T ] TR o O W s ) 7 X T
162|Pengadaan gas bio 352 3520 35320 X X X X X i ol el 8 T 4 i T T T T T T T 1 X T
Pengadaan uap/air panas, udara dingin dan X X X X X e i i T T T T Y T T T T G X ok
163 . 353
produksi es
TREATMENT AIR, TREATMENT AIR
D LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN
MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS
REMEDIASI
164 | Pengelolaan air 360 X Tl o g T T L T T T T - T T T T T 52 T
165| Pengelolaan alr limbah 370 X ol e T T T T T T 1 7 T 17 T T T T T T
166 Pengumpulan sampah 381 X T if T T T T T T T T T T T T 19 T
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P;ig"-k'
it -11”".
gl
i
Zona s
m. o
i
KBLI I ‘-, 1
KBLI_d | KBLId : '
Kegiatan ; igitd | igitd _dé;lt !t)i R-3 | R4
167|TPA 381 X X Al 1IXLK X X X X F3 X X X X X X X X
168| Pengelolaan dan pembuangan sampah 382 X X TITTT T : ¢ T T T T 5 T T T T 13 T T N
169| Daur ulang 383 X X AT T T T T T o) y o T T T T T T i L
Aktivitas remediasi dan pengelolaan 3 X T N T T T T T e T T T B T T T T
170 390
sampah lainnya
E |KONSTRUKSI
171 Konstruksi gedung 410 [ 4101 X X | x| x| xx]|x]|T T i FEE X 0 W
172| Konstruksi gedung tempat tinggal 410 | 4101 41101 X AR EESETERTHEE . B E T B 1 X T VR
ETT I S ) - I O B B T O e T[T T T
173| Rumah Tunggal 410 4101 1 N he i L
4101 X X X X X XTI X | THBY T S T T
174|Rumah Deret s e I i X T T
) 4101 X X O R T R 50 G T T T T
175|Rumah Dinas aie lawot | 5 T T
176 Kantor pemerintah 410 | ar01 [HITE K g e e R R T T B8 WG BT s T X T T
177| Konstruksi gedung perkantoran 410 | 4101 ‘“201 % RERIR ARG T [T ) T R s T X B
178 Konstruksi gedung industri 410 | 4101 |41 x oy X e e T i T L T X
179 Konstruksi gedung perbelanjaan a10 | 4101 |41 X el T 28 B 3 1 ) T ST T X
180| Konstruksi gedung kesehatan 410 | ar01 |*101FE K RTINS RS T | T RS T el i X
181| Konstruksi gedung pendidikan 410 | 4101 ‘"601 x TSN R R T | T T A I T X
; 4101 X X X X X X =i THE T T 1 3 X
182 Konstruksi gedung pengi 1 410 4101 7 4o
Konstruksi gedung tempat hiburan dan 3101 K % X el T . T T T T X
183 o 410 | 4101 | %y -
3101 X - T B R T T S WL T X
194 Konstruksi gedung lainnya 19 4101 9 1
185 Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk 410 4102 4102 X X X X TR L T i T T T T X
gedung 0 i
186 | Konstruksi jalan dan jalan rel 421 | 4211
" 4211
187 Konstruksi jalan raya — i 1
4211
188 onstruksi jembatan dan jalan layang 431 |4 17y
4211
189| K onetruksi landasan pacu pesawat terbang 421 | #31. (™ T T el el ol S o s s T TB [ T T T T T T T it 14 i T i T.B T T
a1l
190 Konstruksi jalan rel dan jembatan rel 421 9211 4
4211
191 | Konstruksi terowongan 431 | 43U 5
Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk X X Xl X1 X% ]XTE X X F3 X X X X X X X X X
193 konstruksi jalan dan jalan rel 431 4213 5 T »
Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan
193] mbah 422 | 4221
4221
194] Konstruksi jaringan irigasi 22 | 433l
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Zona &
No. ]
iy KBLI i
Kegiat KBLI_d|KBLLd fig i
igit3 | igit4 |- 5 i
Konstruksi bangunan pengolahan, i % T T
195|penyaluran dan penampungan air minum, | 422 | 4221 | *22! i o T
air limbah dan drainase
4221 X T
196/ ¢ onstruksi bangunan elektrikal 423/ | 4aal | "4 T
Konstruksi telekomunikasi sarana bantu - . 4221 TS R
197 navigasi laut dan rambu sungai 432 4221 4 B i i B.. i
4221 :
1981 onstruksi telekomunikasi navigasi udara 432 | 423l | g B
Konstruksi sinyal dan telekomunikasi 4221 Ty
199 Kereta api 422 4221 3 B
9 = 4221 X T
oy Konstruksi sentral telekomunikasi i 4231 7 u i
4221 iy & TB
201 Pembuatan/pengeboran sumur air tanah fad 4321 8 & X
Konstruksi jaringan elektrikal dan 4221
Ak telekomunikasi lainnya 422 4221 9
203| Konstruksi bangunan sipil lainnya 429 | 4291 R ESED
204) pembongkaran dan penyiapan lahan 431 i RO [ T T T T T T T T T o
4311 o T T i 1 T T T T i
205| pe,nbongkaran 431 | 4311 o T T i
4312 T TIE T T T T ‘t‘ T T T T T
206 Penyiapan lihian 431 4312 0 T T
Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan
207 instalasi konstruksi lainnya 482
208| penyelesaian konstruksi bangunan 433 " * 8 o & [l o i T T T T T T T T X T
209| Konstruksi khusus lainnya 439 X X bt T [TH T T T T 7 T T T 7y T X T FR
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; -
F |REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN
SEPEDA MOTOR
210| perdagangan mobil 451 X X PN EN SRR o T T T T T T T T T | T
211|Reparasi dan perawatan mobil 452 X X X X x| x|x[|x] T T T T T = 7 T T T i X 72
212 mgnngan suku cadang dan aksesori 453 X X X X XXX |X T T T T T T T T T T X T
Perdagangan, reparasi dan perawatan X X X X X LK% iy T T T T T T T T X T
213|sepeda motor dan perdagangan suku 454
cadang dan aksesorinya W
Perdagangan besar atas dasar balas jasa X X X X| | XXX |Xx Ay o T T T T T T T T g X
A o it romtraie 461 T
1 5| Perdagangan besar hasil pertanian dan 462 X x X X|X]|X]|X|X T T T T T T T T T T T X T
hewan hidup
216 ?ﬁﬂ:ﬂ'ﬂ besar makanan, minuman dan 463 X X X X X X X | X it e T T 7 T T ] T T ) % T
217 Perdagangan besar bahan makanan dan 463 4631 X X X X| X1 X | XX T T T i T T ¥ T T T 1 X i
minuman hasil pertanian
4631 X X X X x| x| X |x iy T T T i T T T T T
218 Perda 2 o bt 463 4631 1 T X 2y,
4631 Ed X X X kX R X R T T T T T T T T T T T
219 perda an besar buah-buahan 105 [0 2 . T
: 4631 X X X X X X | XX T T T T T T Y T
220| perdagangan besar sayuran 169, | 463l 3 T T T X T
4631 X X X X X X| X% i T T i i T ;g T
221] perdagangan besar kopi, teh dan kakao il i T OE 0 . t
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toko

i KBLI ek |
g KBLI_d | KBLI_d P ; 2 s
Kegiatan igit3 wt‘* ,ﬁ:’dt : W R-3 | R-4
202 i‘:r;ia?angm besar minyak dan lemak 463 4631 46531 X X X X X XX T T T T T T 3 T
2923 Perdagangan besar bahan makanan dan 463 4631 4631 x X X X X X'| X hxh T T T T T i ¥ T T
minuman hasil pertanian lainnya 9 ;
204 Perdagangan besar bahan makanan dan 463 4632 X X X b T B T T T T T 3Y T T i
minuman hasil peternakan dan perikanan t
225 Per&':lagangan besar daging sapi dan daging 463 4632 4632 X X X XK X O T T T T e T T or
sapi olahan 1 i
206 Perdagangan besar daging ayam dan daging 463 4632 4632 X X X X X1 X | X | X T T T T i T T T
ayam olahan 2
207 Perdagangan besar daging dan daging 463 4632 4632 X X X b B T 8 T T T 3 iT: oF
olahan lainnya 3 L
; 4632 X X X X X X0 K X bs T T T T T T i T
328 Perdagangan besar hasil olahan perikanan 463 4632 # |
290 :;elfldragangan besar telur dan hasil olahan 463 4632 46532 X X X XX | X | X [X T iy T T g T iy T
230 463 4632 4632 X X X b M IS <1 i 0 3 i T 0 T T T T T T
Perdagangan besar susu dan produk susu 6 :
231 ::“n?l:ngiangan besar minyak dan lemak 463 4632 46;32 X b X X S P i G R 70 T T T T T T I
,| Perdagangan besar makanan dan minuman X X X X XXX 1 Xsq T T T iy T T T T
232 lainnya dan tembakau o ke il
233 Perdagangan besar gula, coklat dan 463 4633 4633 X X X X Kok X q T T T i i T T T
kembang gula 1 !
234 ]:i:ﬁ]aﬁ:ﬂgan besar makanan dan minuman | .4 4633 46933 X X X Foo U S AR R A 1 il T T T T T T T T
235 Perdagangan besar barang keperluan 464 X X X X X X XX E i T T iy T Ly Gy T g
““lrumah tangga sty
236 Percfagangan besar tekstil, pakaian dan alas 464 4641 X X X X O G I 8 T T T T T T T T
kBJU. s
237 Perdagangan besar alat tulis dan hasil 464 4642 X X X XK KRR K E T T 1y T T T T T
pencetakan dan penerbitan
238 E;z:ikagangm] besar alat fotografi dan barang 464 4643 x X } 4 X X XK Gy T T T T T T T
239 Perdagangan bes.ar barang keperluan 464 4649 X X X X X ok s x e i T T 3 T 2y L ¢ T
rumah tangga lainnya
240 Perdagangan besar mesin, peralatan dan 465 X X X b4 B i G i I T T L T i T T 4y
perlengkapannya
241 Perdagangan besar komputer, perlengkapan 465 4651 X X X X X X X |XE o ¢ T o T T T T T
komputer dan piranti lunak =
Perdagangan besar mesin, peralatan dan X X X b I A R 4 iy T T T T 1 T T &
a2 perlengkapan pertanian 200 |00 g I
243 Perdagangan besar khusus lainnya 466 L X * X X X Xolx i T T T: T 2 5 T 4 3
244 Perdagangan besar berbagai macam barang 469 * it ¥ i i Rijniln i T T T T A T T ;
Perdagangan Eceran Berbagai Macam X X X X R X 0 T i T 3 T 3 T
Barang yang Utamanya Makanan, Minuman 4711 i
245|atau Tembakau Bukan di 471 4711 1
Minimarket/Supermarket/ Hypermarket |
(Tradisional) o
246 Perdagangan eceran khusus makanan, 472 1 X T T T[T FR T T iy T T
minuman dan tembakau di toko
247 Perdagangan eceran khusus komoditi a2 | 4721 T X i ¢ T|T] T [Eis] T T T g T T i T T
makanan dari hasil pertanian di toko
24| Perdagangan eceran khusus minuman di 472 | 4722 T X 03 ol I X1 T iy T T T T . 7y T,

T T [T X T

T P T X T

T T T [k T

T T T [ X T

T o N T

T T T R T

T T 1 T [ T

T T T [ T

T T T [k T

T T T K T

T T | T R T

T T T | R T

T T SR X iy

oo BT X T

S T X T

T T T X T

O — T X T

T T i X 3

G N X TR

T T e T

T T 1 T R I

T T T T [k T

T GO L Tl
T T R T i
T T T I
T T T O

T T T
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2 t o
No. -'. rtania _: :
byl KBLI_d | KBLI_d
 Kegiatan gy i g R4
Perdagangan eceran Khusus rokok dan T B T | T|T|T T G T YR v gl s T i 3 T T
249 tembakau di toko i
Perdagangan eceran khusus makanan hasil a3 X T T| T | T [Xis T T T i T T T T T T T T T T
250} i tustri di toko 47 | 4738
251 Perdagangan eceran khusus bahan bakar 473 X X X O R T i i T T Gy T T b X T
kendaraan bermotor
252 Perdagangan eceran khusus peralatan 474 X X X XXX XX T T i T T T T T T T X T
informasi dan komunikasi di toko ]
Perdagangan eceran khusus komputer dan X X X X | XX | XX ’E T i T T T i T T T X T
253 | perlengkapannya; piranti lunak dan 474 4741
perlengkapan telekomunikasi di toko
254 Perdagangan eceran khusus peralatan 474 4742 X X X X A D A A T T T 7 1% T T T i T X T
audio dan video di toko
255 Perdagangan eceran khusus perlengkapan 475 X X X X | X ]| XX |X 42 T T T T T T T o T X T
rumah tangga lainnya di toko
256| perdagangan eceran khusus tekstil di toko 475 | 4751 x i i Gt W | b i u i x iz L T T i 2 T X it
257 Perdagangan eceran khusus barang dan 475 | 4752 X X X XX ] XXX T T T T T T T 1 T T X T
bahan bangunan, cat dan kaca di toko
Perdagangan eceran khusus karpet, X X X X Ry XX T 1 T i iT; T 1y T T T X 1
258| permadani dan penutup dinding dan lantai | 475 | 4753
di toko
Perdagangan eceran khusus furnitur, X X X X o B B B A I T T T T T T T [ i T T X T
peralatan listrik rumah tangga, peralatan
259 penerangan dan peralatan rumah tangga 472 i
lainnya di toko
260 Perdagangan eceran khusus barang budaya 476 X X X XL R 1 T T 1§ T T 0 T £y i X i
dan rekreasi di toko khusus
261| Perdagangan cocran khusus alat tulis dan | -0 | 476, K % Kl Xl E KX TE T T T T T T T T T T X T
hasil pencetakan dan penerbitan di toko
262 Perdagangan eceran khusus rekaman 476 4762 X X X XXX XX i u T T T T ¥ T v T T X T
musik dan video di toko
Perdagangan eceran khusus peralatan X X X X X | XX |X Ty i} i ay o T T T T T X T
263) siahraga d toko 476 | 4763 !
264 Perdagangan eceran khusus alat permainan 476 | 4764 X X X W R R R T T oy T T T T T i} T X T
dan mainan anak-anak di toko
265 Perdagangan eceran kertas, kertas karton 476 | 4765 X X X X D ¥alx | T il T T T T T T T he X T
dan barang dari kertas/karton
266 Perdagangan eceran khusus barang lainnya 477 X X X X XX} X |X T T T T T T T T T T X T
di toko —
267 Perdagangan eceran khusus pakaian, alas a7 4771 X X X XXX ]|Xx X T T T T T T T T T T E3 T
kaki dan barang dari kulit di toko
Perdagangan eceran khusus bahan kimia, X B3 X X X1 XXX T P T T T T T T T P X T
268|barang farmasi, alat kedokteran, parfum 477 4772
dan kosmetik di toko
269 quclagan_gan eceran khusus barang baru 477 4773 X X X XX Xl XX T T T T T T i T T T X T
lainnya di toko
270 gfﬁ;gmgm eceran khusus barang bekas 477 4774 X . X X Kl e 0K T P T T T T iy T T T X T
271 Perdagangan eceran bunga potong, 477 | 4776 X X b Kipxlx XX it T T T T T T Gy T T X T
tanaman hias, pupuk dan ybdi di toko
Perdagangan eceran bahan bakar bukan X X X SR G A i T T T T T iy o T T X T
272|bahan bakar untuk kendaraan bermotor di 477 4777
toko
273 Ferglagangan eceran barang kerajinan dan 477 4778 X X X b o I S e G I T i T T T T iy i T T X T
lukisan di toko




DAYA
Zona  Zona
KBLI_d|KBLI_d i a
Kegiatan igit3 | igitd j!-t R-4 it

274| Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar| 478 XX T T T T T B T T X i

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar X x T T T 7 T i
275 Yoo 1itl hasil pe 3 478 4781

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar X X & T T G T T X :
276|makanan, minuman dan produk tembakau | 478 | 4782

hasil industri pengolahan i3
277 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar 478 4783 X x m T s T T i T T T X T

tekstil, pakaian dan alas kaki g e

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar X X T T i T T T T 2 - i T ad X 4y
78]} 0 rang pribaci 478 | 4785 e

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar X b i T T T T T T B" i T X T B
73 perlengkapan rumah tangga Az8] || kB 5 ¥ { :

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar XK e T 7 T T : T x B T T X T

kertas, barang dari kertas, alat tulis, barang frais i g
250 cetakan, alat olahraga, alat musik, alat 478 BT 3

fotografi dan komputer ok

Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar X1 x By X [T i (B T T T il T T T T T x T
281 |barang kerajinan, mainan anak-anak dan 478 4788 v ‘ .

lukisan | |
282 Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar 478 4789 X PR X T T 5 T T T T T 4 T T X T

barang lainnya dan barang bekas Tt
283 Perdagangan eceran bukan di toko, kaki 479 X X X X X TEBD T T T T T T T T T X T

lima dan los pasar A %

G | PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN

284/ anglutan jaian rel 491 T REMINEHEEGEEESE B T B | T T
285| Angkutan bus 492 E SN e ) 10 2 (BT i e T RN v e el T : B | T - =
286 Anglkutan melalui saluran pipa 493 T I il [ [ (R ] e ] R T T | T B T BEEBT] T T T
287| Angkutan darat bukan bus 494 i T B R ] i T T T T B B B 3 S BateBeE T BULie g T T T

Angkutan sungai, danau dan TSR T T T Fa T -
288 penyeberangan 502 T ol T o] O HS R O o 1 o [ IR 5 T T BB B LB B T L - T - R T T
289 Angkutan udara untuk penumpang S11 T T 1o ROl el TR ot [ ) T T [iBplomriaae R T B LB R R 1 T T
290{Angkutan udara untuk barang 512 T SRR EE EA RN ER R i r jaailielietel sl r el e LBl oe | T T T
291 | pergudangan dan penyimpanan 521 X x KRl T [T T T X X T T X X X T i 7 T T T o T
292| Aktivitas penunjang angkutan 522 X EOpXpRlsm] T TSR T UMM T | T | T | T ;O I T T T T
293| Aktivitas penunjang angkutan darat 522 5221 % X X X ic X T[T[EE T T T T L s T T T T T T
294| Penanganan kargo (bongkar muat barang) | 522 | 5224 X X X KXl T |THE i T T E 4 SR T T T T T X T
295| Aktivitas pos 531 X AN TR R e T O W T T [ T X T |8
296 | Aktivitas kurir 532 X x | X [ X [XTxXTX]| % L O T T P el T X T H

H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN

PENYEDIAAN MAKAN MINUM
297| Penyediaan akomodasi jangka pendek 551 s bl X I'x [ied x [ x T T i i T T T T T T X T &
298| penyediaan akomodasi lainnya 559 X x X| X IB[X][X T T i T o i T T T T X T
299| Restoran dan penyediaan makanan kelling | 561 T 3 T[T T e 74 O . O ] 5 T T T T 0y T T
300[/28%2 boga untuk suatu event tertentu (event s62 X X X XXX X [|[XF T T ¢ T el T T B T T X T B

catering) dan penyediaan makanan lainnya A

t X

301 ;Jz::ﬂz;}ga untuk suatu event tertentu (even 562 5621 X X XX I'xXIx _ T T % T T T 43 T T X T
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No,
Eataris KBLI_d | KBLI_d
igit3 | igit4 _-d’*"s R-4
302| Penyediaan minu 563 5630 X X X XX XXX E | T T T T T T S T T X i
I [INFORMASI DAN KOMUNIKASI
303 .::kr;iniat?‘sﬁ:;;bimn buku, majalah dan 581 X X X X XX | X IXp i T y T T T T T T T X T
304 .;::v;:: ﬂdt:ﬁi Eiambar bergerak, video 501 X X X X X X X | X T 4 o T Gy T T g T T X T
305| penyinran radio 601 X X X X| XXX [|X i T T T T sl T T T T T e X T
306| Aktivitas telekomunikasi dengan kabel 611 " i % ot (Wbl ) el ¥ T i i u 4 Y i T i ¥ i - T
307 | Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel 612 e i L b S B REER & ] D T T g R (s T X T &
308| Aktivitas telekomunikasi satelit 613 X X | x [ XX XXX T T BT S T e R, i T X T [
309 Aktivitas telekomunikasi lainnya 619 x i et o bt Pl B 0y i i 1 v z “ 4 T - Y
a10 ﬁc;gs;:;;;mgrm,yﬁ:-u!mai 620 X X X o I i T T T T T T T T T T T X T
Aktivitas pengolahan data, hosting dan X X X X 8 O R T T T T T T T T T i T T
311 F { 631 X 33
kegiatan ybdi; portal web %
J_|AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI
312| parariais manster 641 X X x X X X X 1 X[ i e T T T T T T T T 3] T x T
313 Trpst_, pembiayaan dan entitas keuangan 643 X i X X X X 1'% 1% E i i i T T 4 i T i T T T T X T
sejenis
314 2:31"::19:1 gx g;::.ngm: iI]:t:.:‘lrlru.aa. bukan 649 X X X X XX | XX T T T T T T T ) T T  d T X i
ansi can dana pensiun
315| psuransi 651 X X X X X X X I X T T T T T T T T 0y T T T X T
PE pe— 552 X XK R R i T N T R T T S i T 3 T
317| pana wiiifi 653 X X X XN %K b I R T i i) T T T T T T iy T T X T
318 i:tlirv::\a; g;riudrzi:gpj:‘e:;:cﬁumgan. bukan 661 X X X X X 1RGO X i T o T T T T 4 T T T T X T
319 Akﬁv_imn penunjang asuransi dan dana 662 X X X X X X XX i T T T el T 5 T T 2 T a1 x T
pensiun
320| Aktivitas manajemen dana 663 X X X XXX X [x] T T T 53 T T T T i T T T X T
K |REAL ESTAT
321 dR:;a]] ::\rva; s);ingac:‘.i'r‘:lﬂa;kti:endm atau disewa 681 X X X X XX KX T T T T T T X i
322| Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa | 681 | 6811 % efled T Xi=gm T T i T X T
323| Kawasan pariwisata 681 | 6812 Wy T T T T T T X T
324| Kawasan industri 681 6813 X = X X X X T |'T [ X b X X X X X X X X
325 Egaluc‘a;rm atas dasar balas jasa (fee) atau 682 F X Xl XUE X TR T R T T T T T X T b
n ; X iy
L AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN =
TEKNIS
226 ketvitan hulkit 691 X X X X X X X i T T T T T 'y T T T T X T
Aktivitas akuntansi, pembukuan dan X X X X X X | X i i T T T T T T iy o
27 pemeriksa; konsultasi pajak 092 i " L
328 Atcrivitas antor pusat 701 X b VR TRE F D I O T A R T R T i T X T
329/ Aktivitas konsultasi manajemen 702 x & A " % Hil % L T T = i i g T T b ; T
330 Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta 711 X X x X X B 4 T T T o T T ) T i X T
konsultasi teknis ybdi
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Zona % il
No. OF
KBLI )
KBLI_d|KBLI_d i
Kegiatan igtd | igit4 _d;dt R3 | R4 ®
331 | Analisis dan uji teknis 712 | 7120 X X X0 R T T T T T T T T T X T
7120 X X X X X X X1 T T T T b i T 5 T X T
332 asa sertifikasi | e
7120 X X X X | X[X|X|[|X}H T T T 1¢ T b T T X T
333 jasa pengujian laboratorium K L 2 i
334 712 7120 7120 X X X X AR X I'X1 T Ly e T T T i T X T !
Jasa inspeksi periodik 3 i
7120 X X X X X XXX T T T T T il 1y T X T
335| Jasa inspeksi teknik instalasi T2 ) L | :
336 712 7120 7120 X X X X X X| XX} i i T T T T T T X T
~~|Jasa kalibrasi/ metrologi 5
; - 7120 X X X X X X XX i T T T T T T T X T B
337) Analisis dan uji teknis lainnya ] Ikl i i
Penelitian dan pengembangan ilmu X X X X X1 X]| X |[|X g T T T T T T T F3 iy
338| pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan 721
rekayasa b
339 Penelitian dan pengembangan ilmu 722 X X X XLt T i P i T: T iy T T T X T i
pengetahuan sosial dan humaniora H
340/ periklanan 731 X X X X X X | X T T T T T T : o 12 X T
341 Penelitian pasar dan jajak pendapat 732 X X X X X| x| X T T T iy 3 T T T X T
masyarakat
T 741 X [ S W T TR i T 0 T S O T T X T
Aktivitas perancangan khusus
343 | Aktivitas fotografi 742 X X x| x]xixTx T I FiElT )T I F T X i3
344 pktivitas kesehatan hewan 750 A X X i e, e e e T P " T g it T H T T T X T T
AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA
M USAHA TANPA HAK OPsI,
KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN
DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha X X X X X X | X |X q T T 3 T T T T X T B
345|tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan 771 i AR
sejenisnya i o
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha X X X 0 S W) T i ay T T iy i X T R
346|tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah 772
tangga
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha X X X X | ®Ix|xx T T T 37 T T T T X T
347|tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang| 773 I
berwujud lainnya
348 Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non 74 X X X X XXX |Xk T T T T T T T T T X i
finansial, bukan karya hak cipta Al
349| pktivitas penempatan tenaga kerja 781 % X X XXX | XX T 16 i T i T T T T x T
Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu X X X X1 RN T T T T T T T T T X T
850 tertentu 782
351 Penyediaan sumber daya manusia dan 783 X X X X]| XX | X|xXE T T T T T T T T T X T
manajemen fungsi sumber daya manusia &
3852 Aktivitas agen perjalanan dan 791 X X b SN ) T T ix T T T T T T X T
penyelenggara tur
353|Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi 799 X ol B YRR T 0 T TR e [ o T % =
354| Aktivitas keamanan swasta (pribadij 801 X X X R R T i T T T T T T T X T
355| Aktivitas jasa sistem keamanan 802 X X BRI T T T T T T T T T - :
356| Ajctivitas penyelidikan 803 X X X X1 X X[ X |[|X T T T i 0] 0¥ T iy T X T




ZONA BUDI DAYA

Zona
No.
KBLILd KBLI il:
Kegiatan ooy ool T R3 | R4 K
Uta “_t" 5 w‘*“ {:;'
Aktivitas penyedia gabungan jasa X X T T T T 5 iy T ¢ X T
357 s = 811
penunjang fasilitas
358| pktivitas kebersihan 812 x X x[Ixp o 3 i I s 7 TR 2 R T X T
Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan X XX |XE T T T T T T T T X T
359 813 i B
360| RTNH 813 X G o [ T T T T T T T T T T T T T T T
361|Jalur Hijau 813 8130 g o T E T x
362| Rimba Kota 813 | 8130 L0 B s T T T T T
363|Taman Kota 813 8130 T G B T T o T T
364|Taman Kecamatan 813 8130 ¢ 2 i T T T T T
365|Taman RW 813 8130 T |® T T i T
366|Taman RT 813 8130 L] (e T T T T
37| Aktivitas administrasi kantor dan 821 X X X Xk %] % Xh T T T T T T T T T X i
penunjang kantor
368| Aktivitas call centre 822 X X X X| X|X]|X|X f T e T T 4y T T 7y T X T
169 Penyelenggara konvensi dan pameran 823 X X X X XXX [X T T, T T T T T T T X T
dagang 3
370| pktivitas jasa penunjang usaha ytdl 829 X X X [ X[x[xX[x][x] T it T i T T 3y T T X T
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
N |PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB
Administrasi pemerintahan dan kebijakan X X Y0 B N 7 A T T Gy T iy T T T T X T
arl v 7 841
ekonomi dan sosial I
Penyediaan layanan untuk masyarakat X X X X X | X% T T T T T 1 T iy ; oy X T FEB
372|dalam bidang hubungan luar negeri, 842 E 4
pertahanan, keamanan dan ketertiban i
373| Jaminan sosial wajib 843 X X X XX X[ X[X T T T 15 1 T 1 Y By T X T B
O |PENDIDIKAN
44| Pendidikan dasar dan pendidikan anak usla| g X X ETEE AT OEEEE B i T T i T T T X T B |
dini A Y
T PRSI 952 X XX [ X[ Xp%]| T (THM T O T U T | T [ T
376| Koramil 842 | 8422 X X X X X IEX ] T |THEE T T T T T % T T T T T T X T
77| Polsek 842 | 8423 X X X K| X X|T[TE i ¢ T T 15 i T T 1] 2 J i T 1 X T
378| pendidikan tinggi 853 X X KIX| X[ X|X]IT[ T T T T T T T T T X T T
379 pendidi tirige! permerintah 853 8531 X X X X xiRilx]T T T T T T T T T T T X T T
Pendidikan tinggi program akademik 8531 X X X X X el TH T T 2 T T T T T o ) i X T T
380 pemerintah 853 8531 1
381 Pﬂndk!ikan tinggi program non akademik 853 8531 8531 X Pt X X X X il T | 47 T g T T T fi T Ly g X 3y i
pemerintah 2 :
382) Pendidikan tinggi swasta 853 | 8532 X Kok e ] T T F R (R R T i 1y 1y X T T
8532 X X X X X X1 X|TE T T T T T T T T T T X 41 ik
363 Pendidikan tinggi program akademik swasta 853 5532 1
384 :‘:r;il'iaiman tinggi program non akademik 853 8532 35232 X X X X X Bl T T T T T T T T T E T X T ar
385) penditikan lainnye 854 | 854 X LR EEGT CERE SR T T T Sl o I T T T X T T
386 | pendidikan olahraga dan rekreasi 851 | 8541 X XX [ X[ X][X[X][T] T T T [ | R T T X T T




No.
\ KBLI
KBLI_d | KBLI_d digit ¥
e igitd | igit4 |~ . R3 | R4
, 8541 X X X[ X[|Xx]x]|T T T T T T T T T T X T T
J67 Jasa pendidikan olahraga dan rekreasi 54 541 0 - - T e -
388| pendidikan kebudayaan 854 | 8542 * . o ) e 0 T T ® T T
389| pendidikan lainnya pemerintah 854 | 8543 X X X Xl rxlws T 1y ] T T i T 5 T ] X gy T
= %X &
390 pendidikan lainnya ytdl 854 | 8549 % , i) i TR u 5 ] o L g T T X T T
301 ;:xmpendldikm1 manajemen dan 854 | 8549 85149 X X X X l®X|I'R]TE T T i T T T T T T X T T
392 Jasa pendidikan komputer (teknologi 854 8549 8549 X X X X X X X | T L T T T T T T T T X T T
informasi dan komunikasi) swasta 2 :
854 8549 8549 X X X X X X XITRE T 1 T T T T T T T X T T
393| pendidikan bahasa swasta ] G :
8549 X X XXl x]|Xx]|TE T T T T T iy T T T X T T
394 Pendidikan kesehatan swasta 854 8549 4 A
395 .P::f::dmn bimbingan belajar dan konseling 854 8540 85;%9 X X X X X =x T o T T T i 3 T T T T T X i T
Pendidikan awak pesawat dan jasa 8549 X X X X XXX [T % 5 8 T T T T T T T X T T
396|angkutan udara khusus pendidikan awak 854 8549 A
pesawat —t
8549 X X X X XX § T T T T T i T T T X T T
dd Pendidikan teknik swasta 834 Bt 7 - - -
8549 X x X X T % ¥ 3 T  § T T T 1 T T X i T
398 Pendidikan kerajinan dan industri ot g% 8 . i
‘ 8549 X Sl x el wlE[TH TT T 7T T | T |T|T T o % e
399 pendidikan lainnya swasta 854 goad 9 - } At
400| Kegiatan penunjang pendidikan 855 X X X I x XX |TH T T T T T T T T X T ! E"“' 4
P AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN
AKTIVITAS SOSIAL e
401 | aktivitas rumah sakit 861 % iR es e T [T i i S T i T TG T T X T T
402| pktivitas praktik dokter dan dokter gigi 862 2 & % ] T[T T T T T il 1 T T T T X T T
403 Aktivitas pelayanan kesehatan manusia 250 X X X RN T [T T i i 3 i Jf 4 T T iy T T X T 53
lainnya o L4
404 ‘Aktivitas sosial di dalam panti untuk 871 X X X X RS RS T 1t i T T T T T T T T X T T
perawatan dan pemulihan kesehatan :
Aktivitas sosial di dalam panti untuk X X X XX | X][X]|TH T T i T T S T o T T T X T T
405| keterbelakangan mental, gangguan mental 872 A
dan_penyalahgunaan obat terlarang Rk
406 Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut 873 X X % KX "%]TE T T T T T B T T T T X T T
usia dan penyandang disabilitas e
407 | pktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl 879 X X X X[ X[ XIXITE T T T T T R T T T T N T T
408 Aktivitas sosial di luar panti untuk lanjut a8l % X X X XXX ]|TH T iF T T 33 B T T T Y T X T T
usia dan penyandang disabilitas ~ 1 = il
X _l T i
409| ktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya | 389 5 . . - ol e AR T X T |t
Q |KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI
410| Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas | 900 x EOER RN T|T| T ;3 0 I O [ AT T O O P I 3 X T [ B
9001 x X X X X XI1X|IT|T T T T T : T 1y 1 T T X T i
11} pktivitas seni pertunjukan 200 9061 1 et - B
v i i =T} i 9002 X X X X T T ;i g T R
412 f:;]t]n;;t:l pekerja seni dan pekerja kreatif 900 | 9002 X X X T i T T T X T B
9001 53 X R T [ T | T T T T T T T 7y T f X T B |
413 Aktivitas penunjang seni pertunjukan 900 2001 2 g




ZONA BUDI DAYA
Zona
: B i KBLIL d|KBLLd| " "
Tmae o een Lk LASE g
' ' 9003| X ;3 [ S B e o O T T 20 TR O O ol R B O P T X 7
14} jasa impresariat bidang seni 900 | 903§
9002 X X X X R T T T T T i T T T T T X T
415 Jurnalis berita independen 900 9002 5
9004 X X X X X AP T T T T T T T ik T T T X T
416 1 tivitas operasional fasilitas seni 200 | 90084 "4y
417 ﬁ:ﬁs hiburan, seni dan kreativitas 900 9009 90009 X X X X X X XN T T T T T T 1 T T ] T X T
418 Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan [ g, X X X K| X1'X|]T|T} T T 4 T T R T L X T T
kebudayaan lainnya ! g
419 920 9200 9200 X X X X X X| X |X X X X X X X X X X X X X X X X
Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan 0 Fig) :
420| pktivitas olahraga 931 X X X X X X T|TEN T T; N ¢ T T T T T 2 i T T T X T 138
421| Aktivitas rekreasi lainnya 932 x X Wi w R T [ THE T £ . ¥ T i T T Hl T T X T B
422|Taman Tematik 932 9321 T T T T
493 ﬁtgﬂ?;;a taman bertema atau taman 032 | 9321 X X X XN T [T| T T T 77 o T o T i X T B
424 Daya tarik wisata alam 932 9322 i L o R T T T T i ¢ il 5y T T T T T X T T
9324 x X X B T| T T X i iy & ¢ 7 T T T T T i X T T
425] .. . 932 9324
Kolam Pemancingan 4 = < - g
426 - 932 9329 93129 X X1 X | X | X] X X X X X X X X 3 X X X X X X 3
9329 X X X X XXX ][X[|X X X i T T X X X T X X X X
427 Karaoh 932 9329 2
408 932 9329 9329 X X X X XXX |X]X X X T by X X X T T : 4 X X X
Usaha Arena Permainan 3
429 s 932 9329 93429 X X X X X XX | X]|X X X X X X X X X X X X X X X X X
430 Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan 941 X X X X X XarRdl T T T T T T T T g T X T
profesi
431| pktivitas organisasi bisnis dan pengusaha 941 9411 i ¥ 2 A T ; X u u T i T z o o " &
432 pktivitas organisasi profesi 941 | 9412 X x KSR T by iy T T T W7 i T T % T
P IR 942 X TR AT T e T o R TR S P T T X i
434] Activitas organisasi lainnya 949 X X ¥ R ERnEt R T T T _T_ T T T T T T T % T
435| Reparasi komputer dan alat komunikasi 951 * - X X1 xR XTI T T T T T T & T T T X T
43| Reparasi barang keperluan pribadi dan 252 X X X e R T i ¢y i o T T T iy T i T X ir
perlengkapan rumah tangga !
437 Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, 961 X X X X X XX T T T T i T T T ] T T X T
" |bukan olahraga
438| Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl 969 X X X XX | X|[X|T i T T T T T T iy T X T
e i + 9691 G ] T T T T T T T T
439|Aktivitas pemakaman dan kegiatan ybdi 969 9691 0 T T
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI
PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG
S |MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH
RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI
440 Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi 970 T X T T T| TR T[T T T T T T T T T T T T i L T T i
kerja dari personil domestik




ZONA DAYA

i . |KBLLA|KBL .1 al L
Kegiatan < ws igit 4 .dhit\

Aktivitas yang menghasilkan barang oleh X X X X X XX
441|rumah tangga vang digunakan untuk 981
memenuhi kebutuhan sendiri
Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh X X X p il e B B Tl
442|rumah tangga vang digunakan untuk 982
memenuhi kebutuhan sendiri

AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN
BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA
Aktivitas badan internasional dan badan S X KL IR R | T e T
ekstra internasional lainnya i

444|Sempadan Penyangga o N [ o B v T T

44

[

Keterangan:
I : Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
ag :  Pembatasan jam operasional sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang % KDB dari ketentuan KDB zona/sub-zona
Pembatasan jenis kegiatan hanya untuk kegiatan eksisting dan legal, dan tidak boleh menambah luasan
Terbatas radius antar kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Terbatas untuk kegiatan berusaha skala mikro dan kecil
Terbatas untuk kegiatan berusaha skala menengah dan besar

B : Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan (wajib analisis dampak lingkungan dan/atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemenuhan syarat untuk kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Pemenuhan syarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk kegiatan yang berada di sub-zona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang
dilindungi, namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B

X .  Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan

BUPATI INDRAGIRI HILIR}

HERMAN



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR?TAHUN 2025
TENTAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN
TAHUN 2025-2045
TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG
KDB KLB KDH MINIMUM|KTB MAKSIMUM
Sa s KODE | \/AKSIMUM (%) | MAKSIMUM (%) (%)
Zona Perlindungan Setempat Perlindungan Setempat PS 10 0,1 90 -
Rimba Kota RTH-1 5 0,05 95 -
. Taman Kota RTH-2 15 0,15 85 -
eena By terhaie By Taman Kecamatan RTH-3 20 0,2 80 -
Pemakaman RTH-7 30 0.3 70 -
Zona Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove EM 10 0,1 90 -
Hutan Produksi Terbatas HPT 10 0,1 90 -
Zona Hutan Produksi Hl..lta.n Pro.dukm yang dapat HPK 20 0.2 80 )
Dikonversi
. Tanaman Pangan P-1 20 0,4 60 -
2o ertaman Perkebunan P-3 40 0,8 60 :
Zona Pembangkitan Tenaga lpepangkitan Tenaga Listrik | PTL 55 1,65 30 :
Listrik
Zoma, Ka.iwasan Derynnsican Kawasan Peruntukan Industri KPI 75 2,25 20 -
Industri
Zona Pariwisata Pariwisata W 65 1,95 30 -
Zona Perumah Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 60 1.2 10 50
© atan Perumahan Kepadatan Rendah| R-4 60 1,2 10 50
SPU Skala Kota SPU-1 70 2,1 10 50
Zona Sarana Pelayanan Umum  |SPU Skala Kecamatan SPU-2 60 1,8 10 50
SPU Skala Kelurahan SPU-3 60 1,2 10 50
Zona Ruang Terbuka Non Hijau |Ruang Terbuka Non Hijau RTNH 65 - 30 -
Perdagangan dan Jasa Skala K-1 70 2.1 15 50
Zona Perdagangan dan Jasa gt
Perdagangan dan Jasa Skala K-2 60 1,8 10 50

WP




- KDB KLB KDH MINIMUM|KTB MAKSIMUM
ZONA SUB-ZONA KODE MAKSIMUM (%) | MAKSIMUM (%) (%)
Perdagangan dan Jasa Skala
SWP K-3 60 1,8 10 50
Zona Perkantoran Perkantoran KT 60 1,8 10 50
Zona Peruntukan Lainnya Pergudangan PL-6 65 1,95 20 -
Zona Pengelolaan Persampahan [Pengelolaan Persampahan PP 45 0,9 50 -
Zona Transportasi Transportasi TR 70 2,1 10 40
Zona Pertahanan dan Keamanan [Pertahanan dan Keamanan HK 70 2.1 10 40

f BUPATI INDRAGIRI HILIR}‘
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN
TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA ~ SUB-ZONA | KODE | m mmml L " I 'rmn.u mmu ik
Zona Perlindungan PS Jalan arten 7 meter 4 meter Esteuka bangunan penempatan RTH pnvat
Perlindungan |Setempat Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
Setempat akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan

mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Zona Ruang Rimba Kota RTH-1 Jalan arteri: 7 meter 4 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat
Terbuka Hijau Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Taman Kota RTH-2 Jalan arteri: 7 meter 4 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat
Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Taman RTH-3 Jalan arteri: 7 meter 4 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat
Kecamatan Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang| depan bangunan yang direncanakan
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Pemakaman RTH-7 Jalan arteri: 7 meter - Estetika bangunan penempatan RTH privat

‘ﬂ



|KODE|  GSB MINIMUM L L
Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah S meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Zona Ekosistem EM Jalan arteri: 7 meter 4 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat
Ekosistem Mangrove Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
Mangrove akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Zona Hutan Hutan HPT Jalan arteri: 7 meter 4 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat
Produksi Produksi Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
Terbatas akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Hutan HPK Jalan arteri: 7 meter 4 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat
Produksi yang Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
dapat akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan
Dikonversi mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Zona Pertanian |Tanaman P-1 Jalan arteri: 7 meter 8 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat
Pangan Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang depan bangunan yang direncanakan
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Perkebunan P-3 Jalan arteri: 7 meter 8 meter Estetika bangunan penempatan RTH privat

Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai

akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang

seluruh atau sebagian penempatannya wajib di
depan bangunan yang direncanakan




mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

 ZONA SUB-ZONA | KODE ~ GSB MINIMUM MAKSIMUM| = TAMPILAN E s
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian Pemanfaatan RTH Privat dapat berupa taman,
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot
dan penghijauan lainnya
Zona Pembangkitan PTL Jalan arteri: 7 meter 12 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Pembangkitan |Tenaga Listrik Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
Tenaga Listrik akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian memperhatikan keindahan dan keserasian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter lingkungan sekitar
Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat
Zona Kawasan |Kawasan KPI Jalan arteri: 7 meter 15 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Peruntukan Peruntukan Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
Industri Industri akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian memperhatikan keindahan dan keserasian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter lingkungan sekitar
Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat
Zona Pariwisata W Jalan arteri: 7 meter 12 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Pariwisata Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
mempunyai akses langsung Ke jalur pedestrian memperhatikan keindahan dan Kkeserasian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter lingkungan sekitar
Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat
Zona Perumahan R-3 Jalan arteri: 7 meter 8 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Perumahan Kepadatan Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
Sedang akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap

memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat
Apabila kegiatan membangun

bangunan

Iy



gedung yang ketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

Perumahan
Kepadatan
Rendah

R-4

Jalan arteri: 7 meter

Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

8 meter

Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

Apabila Kegiatan membangun bangunan
gedung yang ketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

Zona Sarana
Pelayanan
Umum

SPU Skala
Kota

SPU-1

Jalan arteri: 7 meter

Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

15 meter

Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

Apabila kegiatan membangun bangunan
gedung yang Kketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

SPU Skala

SPU-2

Jalan arteri: 7 meter

15 meter

Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah

‘i



Kécamatan '
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akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang]
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

Apabila kegiatan membangun bangunan
gedung yang Kketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

SPU Skala
Kelurahan

SPU-3

Jalan arteri: 7 meter

Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

10 meter

Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

Apabila kegiatan membangun bangunan
gedung yang ketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) 0O (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

Zona Ruang
Terbuka Non
Hijau

Ruang Terbuka
Non Hijau

RTNH

Jalan arteri: 7 meter

Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat




Zona
Perdagangan
dan Jasa

|Perdagangan

dan Jasa Skala
Kota

K-1

Jaléri értéri: 7 h:étcr

Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

1 S..meter

j Ketentuan ‘arsitek-turél h yang berlaku adalah

bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan Kkeserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

Apabila kegiatan membangun bangunan
gedung yang ketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

Perdagangan
dan Jasa Skala
WP

K-2

Jalan arteri: 7 meter

Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

15 meter

Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

Apabila kegiatan membangun bangunan
gedung yang Kketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

Perdagangan
dan Jasa Skala
SWP

Jalan arteri: 7 meter
Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

15 meter

Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur

(Y



-- bangunan, tidak diatur ni"tarllglkat

Apabila kegiatan membangun bangunan
gedung yang ketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) O (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan

Zona Perkantoran KT Jalan arteri: 7 meter 15 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Perkantoran Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian memperhatikan keindahan dan keserasian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter lingkungan sekitar
Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat
Apabila kegiatan membangun bangunan
gedung yang ketentuan Garis Sempadan
Bangunan (GSB) O (nol), maka wajib
menyediakan penghijauan berbentuk pot di
depan bangunan yang dituangkan dalam surat
pernyataan
Zona Pergudangan PL-6 Jalan arteri: 7 meter 15 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Peruntukan Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
Lainnya akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian memperhatikan keindahan dan keserasian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter lingkungan sekitar
Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat
Zona Pengelolaan PP Jalan arteri: 7 meter 8 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Pengelolaan  |Persampahan Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
Persampahan akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang]| dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap

mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

memperhatikan keindahan dan keserasian
lingkungan sekitar




Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

Zona Transportasi TR Jalan Jalan arteri: 7 meter 15 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Transportasi Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan
akses ke jalur pedestrian, 0 meter bagi yang dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian memperhatikan keindahan dan keserasian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter lingkungan sekitar
Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat
Zona Pertahanan HK Jalan arteri: 7 meter 15 meter Ketentuan arsitektural yang berlaku adalah
Pertahanan dan Keamanan Jalan kolektor: 6 meter bagi yang tidak mempunyai bebas, dengan catatan tidak bertabrakan

dan Keamanan

akses ke jalur pedestrian, O meter bagi yang
mempunyai akses langsung ke jalur pedestrian
Sempadan di jalan Kabupaten adalah 5 meter

dengan arsitektur tradisional lokal serta tetap
memperhatikan keindahan dan Kkeserasian
lingkungan sekitar

Warna bangunan, bahan bangunan, tekstur
bangunan, tidak diatur mengikat

//BUPATI INDRAGIRI HILIR&

RMAN



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN

TAHUN 2025-2045

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA/SUB-ZONA |

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona Perlindungan Setempat (PS)

Perlindungan
Setempat

PS

Jalur pejalan kaki

o

Ruang terbuka hijau

o
o

Ruang terbuka non hijau

o

Prasarana lingkungan

(o

o
o

Fasilitas pendukung

o

Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan dapat difungsikan
sebagai pembatas zona pada area bertanggul

Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi di sekitar zona

Ruang terbuka hijau berupa penanaman vegetasi sebagai kawasan
konservasi, perlindungan tepi sungai, mencegah okupasi penduduk,
dan pengendalian daya rusak sungai

Ruang terbuka non hijau dapat berupa perkerasan jalan dan
pedestrian

Penyediaan saluran air (drainase primer, sekunder, dan tersier)
menuju badan air berupa sungai

Penyediaan Tempat Sampah dengan Pemilahan

Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

Tersedia akses untuk normalisasi badan air

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH])

Rimba Kota

RTH-1

Jalur pejalan kaki

o
o

Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan,
fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur
sepeda

Taman Kota

RTH-2

Jalur pejalan kaki

(o]
(o]

Ruang terbuka hijau

(o]

Ruang terbuka non hijau

o

Prasarana lingkungan

o

(e}

(e}

[e]

Fasilitas pendukung

o

©

o

o

Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan,
fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur
sepeda

Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain,
taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur
resapan/ biopori.

Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket,
volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.

Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam
persil atau batas luar persil taman

Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan
non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus
memiliki tutup

Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna
jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar
Menyediakan instalasi pengolahan sampah/incenerator.

Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang
jalan lokal.

Jaringan air limbah (septic tank) menggunakan sistem pembuangan
onsite.

Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur
resapan.

menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari
jalan terdekat dan tidak mengganggu kenampakan RTH

Untuk taman, fasilitas yang dapat disediakan adalah lapangan
terbuka, lapangan olahraga, WC umum, panggung terbuka, area
bermain anak, kursi taman, mushalla

Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan
dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk

Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu.

Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda

Taman Kecamatan

RTH-3

Jalur pejalan kaki

(o]
o

Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air

Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan,
fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur
sepeda

[y



ZONA/SUB-ZONA

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau berupa lapangan rumput, taman bermain,
taman bunga, dan taman lansia dilengkapi dengan sumur
resapan/ biopori.

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non hijau dapat berupa lapangan olahraga (basket,
volley, futsal, trek jogging), tempat parkir.

Prasa.rana lingkungan
Akses jalan hanya untuk pejalan kaki yaitu trotoar baik di dalam
persil atau batas luar persil taman

o Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan
non organik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus
memiliki tutup

o Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna
jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar

© Saluran drainase lingkungan berada di bawah trotoar di sepanjang
jalan lokal.

© Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur
resapan.

Fasilitas pendukung

o Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan
dengan luasan RTH dan kebutuhan penduduk

© Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu.

o Dapat dibangun jaringan pedestrian dan jalur sepeda

Pemakaman

RTH-7

Jalur pejalan kaki

o Dapat berupa perkerasan yang dapat menyerap air

o Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan,
fasilitas penyeberangan, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur
sepeda

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau berupa makam beserta vegetasinya minimal
70% dari total area pemakaman. Batas terluar makam berupa pagar
tanaman atau kombinasi pagar buatan dengan pagar tanaman
disertai pohon pelindung.

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir dan trotoar.

Prasarana lingkungan

© Akses jalan hanya untuk pejalan kaki di dalam persil atau batas luar
persil makam

© Tempat sampah dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan
non organik tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus
memiliki tutup

© Saluran drainase lingkungan berada di bawah jalur pejalan kaki

o Dapat dilengkapi dengan pagar zubrina

Fasilitas pendukung

o Fasilitas pendukung sub-zona seperti toilet, mushalla, dll

© Dapat dibangun papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu.

Zona Ekosistern M

ve (EM)

Ekosistem Mangrove

EM

Jalur pejalan kaki

o Dapat dibangun diatas zona sebagai bagian dari wisata
Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi di sekitar zona
Fasilitas pendukung

o Tersedia akses untuk reboisasi dan perawatan mangrove

Zona Hutan Produksi

(KHP)

Hutan Produksi
Terbatas

HPT

Fasilitas pendukung

© Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu

© Tersedia akses untuk monitoring kondisi hutan produksi

Hutan Produksi
yang dapat
Dikonversi

HPK

Fasilitas pendukung

© Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu

© Tersedia akses untuk monitoring kondisi hutan produksi

Zona Pertanian (P)

Tanaman Pangan

Utilitas Perkotaan:

© Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai
sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian

Prasarana lingkungan

© Menyediakan tempat sampah untuk sampah hasil pertanian.

Fasilitas pendukung

© Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu

Perkebunan

P-3

Utilitas Perkotaan:
© Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai
sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian

Prasarana lingkungan
© Menyediakan tempat sampah untuk sampah hasil pertanian.




ZONA/SUB-ZONA

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Fasilitas pendukung
© Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pembangkitan
Tenaga Listrik

PTL

Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus
dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman
dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan

Ruang terbuka non hijau

© RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga
menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air
hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan.

Utilitas Perkotaan:

o Perlu menyediakan hidran

o Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

Fasilitas pendukung

© Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu

Zona Kawasan Peruntukan Industri

(KPT)

Kawasan
Peruntukan Industri

KPI

Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus
dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman
dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan

Ruang terbuka non hijau

© RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga
menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air
hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan.

Utilitas Perkotaan:

o Perlu menyediakan hidran

© Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan

© Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

© Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

Fasilitas pendukung

© Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu

Zona Pariwisata (W)

Pariwisata

Jalur pejalan kaki

o Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan
olahraga

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

o Perlu menyediakan hidran

o Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan

© Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

© Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

© Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual




ZONA/SUB-ZONA

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

atau komunal
o Jaringan air bersih perpipaan
o Jaringan listrik minimal 1200 watt
o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
Fasilitas pendukung
o Fasilitas kesehatan
o Fasilitas peribadatan

Zona Perumahan (R)

Perumahan
Kepadatan Sedang

R-3

Jalur pejalan kaki

o Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

o Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan
olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan dan
RTH privat

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

© Perlu menyediakan hidran

© Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan di setiap rumah

© Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

© Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

o Jaringan air bersih perpipaan

© Jaringan listrik minimal 900 watt

o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Fasilitas pendukung

o Fasilitas pendidikan

© Fasilitas kesehatan

o Fasilitas peribadatan

© Fasilitas sosial budaya

Perumahan
Kepadatan Rendah

R4

Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

© Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa taman RT/RW, lapangan
olahraga, jalur hijau ataupun pemakaman skala perumahan dan
RTH privat

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

© Perlu menyediakan hidran

© Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan di setiap rumah

© Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

© Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

© Jaringan air bersih perpipaan

o Jaringan listrik minimal 900 watt

© Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Fasilitas pendukung

o Fasilitas pendidikan
© Fasilitas kesehatan
o Fasilitas peribadatan
© Fasilitas sosial budaya
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)
SPU Skala Kota SPU-1 e Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter
© Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat

Ruang terbuka non hijau




ZONA /SUB-ZONA

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

o Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,

taman bermain dan lapangan olahraga.
e Utilitas Perkotaan:
o Perlu menyediakan hidran
o Akses jalan untuk pemadam
e Prasarana lingkungan

o Bak sampah dengan pemilahan

o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

o Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

o Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

o Jaringan air bersih perpipaan

o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Fasilitas pendukung

Halte untuk shelter transportasi umum

SPU Skala
Kecamatan

SPU-2

Jalur pejalan kaki
o Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter
o Dilengkapi prasarana pendukung.
¢ Ruang terbuka hijau
© Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat
e Ruang terbuka non hijau
© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.
e Utilitas Perkotaan:
o Perlu menyediakan hidran
o Akses jalan untuk pemadam
e Prasarana lingkungan
o Bak sampah dengan pemilahan
o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada
o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada
o Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran
o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat
o Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal
o Jaringan air bersih perpipaan
o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
¢ Fasilitas pendukung
o Halte untuk shelter transportasi umum

SPU Skala
Kelurahan

SPU-3

¢ Jalur pejalan kaki
o Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter
o Dilengkapi prasarana pendukung.
e Ruang terbuka hijau
© Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat
¢ Ruang terbuka non hijau
© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.
e Utilitas Perkotaan:
o Perlu menyediakan hidran
o Akses jalan untuk pemadam
¢ Prasarana lingkungan
o Bak sampah dengan pemilahan
o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada
o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada
© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran
o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat
© Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal
o Jaringan air bersih perpipaan
o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik
¢ Fasilitas pendukung
© Halte untuk shelter transportasi umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang Terbuka Non
Hijau

RTNH

e Jalur pejalan kaki
© Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter
o Dilengkapi prasarana pendukung.
¢ Ruang terbuka non hijau
o Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.




ZONA/SUB-ZONA

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Utilitas Perkotaan:

© Perlu menyediakan hidran

o Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan

o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

© Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

o Jaringan air bersih perpipaan

o Jaringan listrik minimal 1200 watt

© Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Fasilitas pendukung

o Fasilitas peribadatan

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Perdagangan dan
Jasa Skala Kota

K-1

Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

© Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

o Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

© Perlu menyediakan hidran

o Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan

© Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

© Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

© Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

© Jaringan air bersih perpipaan

© Jaringan telekomunikasi seluler/ fiber optik

Fasilitas pendukung

©__Halte untuk shelter transportasi umum

Perdagangan dan
Jasa Skala WP

K-2

Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

o Perlu menyediakan hidran

© Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan

© Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

© Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

© Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

© Jaringan air bersih perpipaan

© Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Fasilitas pendukung

©__Halte untuk shelter transportasi umum

Perdagangan dan
Jasa Skala SWP

Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan: (l




ZONA/SUB-ZONA

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

o Perlu menyediakan hidran

o Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

© Bak sampah dengan pemilahan

o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

o Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

© Jaringan air bersih perpipaan

o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Fasilitas pendukung

© Halte untuk shelter transportasi umum

Zona Perkantoran (KT

Perkantoran

Jalur pejalan kaki

o Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

© Perlu menyediakan hidran

© Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

o Bak sampah dengan pemilahan

o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

© Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

© Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

© Jaringan air bersih perpipaan

© Jaringan telekomunikasi seluler/ fiber optik

Fasilitas pendukung

o Halte untuk shelter transportasi umum

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pergudangan

PL-6

Jalur pejalan kaki

o Jalur pejalan kaki (trotoar) menggunakan bahan anti slip, menerus
dan tidak terputus dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

© Ruang terbuka hijau dapat berupa sabuk hijau (green belt), taman
dan perimeter dengan luas sesuai ketentuan

Ruang terbuka non hijau

© RTNH dapat berupa lapangan parkir, plaza, lapangan olahraga
menggunakan bahan paving yang masih bisa meresap air
hujan/material yang ramah lingkungan/mendukung fungsi resapan.

Utilitas Perkotaan:

© Perlu menyediakan hidran

o Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

o Bak sampah dengan pemilahan

© Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

© Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

© Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

© Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

Fasilitas pendukung

© Dapat dilengkapi papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-
rambu

Zona Pengelolaan Persampahan (PP)

Pengelolaan
Persampahan

PP

Jalur pejalan kaki

© Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung,

Ruang terbuka non hijau

© Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
dan lapangan.

Prasarana lingkungan




ZONA /SUB-ZONA

KODE

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

o Bak sampah dengan pemilahan

o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

o Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

o Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

o Jaringan air bersih perpipaan

o Jaringan listrik minimal 1200 watt

o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Zona Transportasi (TR

Transportasi

TR

Jalur pejalan kaki

o Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

o Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat

Ruang terbuka non hijau

o Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

o Perlu menyediakan hidran

© Akses jalan untuk pemadam

Prasa.rana lingkungan

Bak sampah dengan pem:]ahan
o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui

sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

o Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

o Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

o Jaringan air bersih perpipaan

o Jaringan telekomunikasi seluler/ fiber optik

Fasilitas pendukung

o Rambu-rambu, tanda peringatan, dll

Zona Pertahanan dan

Keamanan

HK)

Pertahanan dan
Keamanan

HK

Jalur pejalan kaki

o Jalur pejalan kaki (trotoar) dengan lebar minimal 1 meter

o Dilengkapi prasarana pendukung.

Ruang terbuka hijau

o Ruang terbuka hijau dapat berupa RTH privat

Ruang terbuka non hijau

o Ruang terbuka non Hijau dapat berupa parkir, pembatas koridor,
taman bermain dan lapangan olahraga.

Utilitas Perkotaan:

o Perlu menyediakan hidran

o Akses jalan untuk pemadam

Prasarana lingkungan

o Bak sampah dengan pemilahan

o Jaringan air minum, listrik, air limbah dan telekomunikasi melalui
sistem jaringan-jaringan yang sudah ada

o Jaringan drainase mengikuti jaringan kota atau yang sudah ada

o Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 4 meter agar bisa dilewati
oleh mobil pemadam kebakaran

o Jalur evakuasi bencana dengan jalan terdekat dan TES
menggunakan RTH dan SPU terdekat

o Prasarana pembuangan limbah domestik dengan sistem individual
atau komunal

o Jaringan air bersih perpipaan

o Jaringan telekomunikasi seluler/fiber optik

Fasilitas pendukung

© Halte untuk shelter transportasi umum
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR3TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TEMBILAHAN
TAHUN 2025-2045

KETENTUAN KHUSUS

1. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI
PENERBANGAN

ZONA SUB-ZONA tokag - | WAAS
(HA)
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar
Zona Hutan Sub-zona SWP G Blok 0,61
Produksi Hutan G.1
(KHP) Produksi
Terbatas (HPT)
Sub-zona SWP G Blok 79,56
Produksi yang |G.1, Blok G.2
dapat
Dikonversi
(HPK)
Zona Sub-zona SWP G Blok 49,33
Pertanian Tanaman G.1
Pangan (P-1)
Sub-zona SWP G Blok 29,89
Perkebunan G.1
(P-3)
Zona Sub-zona SWP G Blok 0,27
Perkantoran |Perkantoran |G.1
(XT) (KT)
Zona Sub-zona SWP G Blok 9,94
Perumahan Perumahan G.1
(R) Kepadatan
Sedang (R-3)
Sub-zona SWP G Blok 72,43
Perumahan G.1, Blok G.2
Kepadatan
Rendah (R-4)
Zona Sarana |Sub-zona SPU [SWP G Blok 1,69
Pelayanan Skala Kota G.1
Umum (SPU) |(SPU-1)
Sub-zona SPU [SWP G Blok 0,23
Skala G.1
Kecamatan
(SPU-2)
Zona Sub-zona SWP G Blok 5,30
Perdagangan |Perdagangan |G.1
dan Jasa (K) |dan Jasa
Skala SWP (K-
3)

Dilarang membuat bangunan yang menghalangi
(obstacle) di kawasan keselamatan operasi
penerbangan yang dapat membahayakan
keselamatan dan keamanan penerbangan;
Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang
mengganggu navigasi dan komunikasi di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat
membahayakan keselamatan dan keamanan
penerbangan;

Dilarang membuat bangunan dan kegiatan yang
mengganggu pandangan seperti Cahaya Lampu
Bangunan yang  Dbelebijhan di kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang dapat
membahayakan keselamatan dan keamanan
penerbangan;

Batas ketinggian pada kawasan di bawah
permukaan horizontal luar = 150 m;

Dilarang mendirikan industri yang menghasilkan
zat buangan/asap; dan

Dilarang melakukan kegiatan peternakan
burung (walet dli).

2. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

LUAS KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
ZONA SUB-ZONA LOKASE | g KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR

RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI
Zona Sub-zona SWP B Blok 24,82 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perlindungan |Perlindungan |B.1, Blok B.2, tahan banjir;
Setempat (PS) |Setempat (PS) |Blok B.3, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan

B.4, SWPD dan drainase;

Blok D.1, Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan

D.2, Blok D.3, fasilitas penunjuk arah.

SWP E Blok

E.1, Blok E.2,

Blok E.3, SWP

F Blok F.1,




w

LUAS

KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG

eondis pUpaONs | LoEAsl: | g KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
Blok F.2, Blok
F.3, Blok F.4,
Blok F.5, Blok
F.6, SWP G
Blok G.1, Blok
G.3, Blok G.4
Zona Ruang Sub-zona SWP B Blok 143,83 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Terbuka Hijau | Rimba Kota B.2, Blok B.3, tahan banjir;
(RTH) (RTH-1) SWP D Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
D.1, Blok D.2, dan drainase;
SWP F Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
F.4, Blok F.5, fasilitas penunjuk arah.
Blok F.6, SWP
G Blok G.1,
Blok G.3, Blok
G.4
Sub-zona SWP G Blok 3,09 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Taman Kota |[G.4 tahan banijir;
(RTH-2) Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 10,95 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pemakaman |D.3, SWPF tahan banjir;
(RTH-7) Blok F.2 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP B Blok 3,69 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Ekosistem Ekosistem B.1, Blok B.3, tahan banjir;
Mangrove (EM) | Mangrove (EM) | SWP D Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
D.1, Blok D.3, dan drainase;
SWP E Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
E.1, Blok E.3 fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan |Sub-zona SWP D Blok |231,66 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Produksi Hutan D.1, SWPE tahan banjir;
(KHP) Produksi Blok E.1, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas (HPT) |E.2, Blok E.3, dan drainase;
SWP F Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
F.1, Blok F.4, fasilitas penun]uk arah.
Blok F.5, SWP
G Blok G.1,
Blok G.3
Sub-zona SWP D Blok 0,52 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3, SWPE tahan banjir;
Produksi Blok E.1, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Bad |E.2 dan drainase;
an Air Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPT/BA) fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP E Blok 0,01 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan E.2 tahan banjir;
Produksi Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Bad dan drainase;
an Jalan Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPT/BJ) fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 1,08 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3 tahan banjir;
Produksi Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Perk dan drainase;
ebunan Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPT/P-3) fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 13,12 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3, SWPE tahan banjir;
Produksi Blok E.1, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Kaw |E.2 dan drainase;
asan Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Peruntukan fasilitas penunjuk arah.
Industri

(HPT/KPI)
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Sub-zona SWP A Blok 73,94 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan A3,SWPD tahan banjir;
Produksi yang |Blok D.1, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat D.2, Blok D.3, dan drainase;
Dikonversi SWP E Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPK) E.1, SWPF fasilitas penunjuk arah.

Blok F.3, Blok

F.4, Blok F.5,

Blok F.6, SWP

G Blok G.1,

Blok G.2, Blok

G.3, Blok G.4
Sub-zona SWP D Blok 2,92 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3, SWPE tahan banjir;
Produksi yang |Blok E.1, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat E.2, SWPF dan drainase;
Dikonversi/Ba |Blok F.3, Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
dan Air F.4, Blok F.5, fasilitas penunjuk arah.
(HPK/BA) Blok F.6, SWP

G Blok G.4
Sub-zona SWP D Blok 0,79 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.2, SWPF tahan banjir;
Produksi yang |Blok F.5, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat F.6, SWP G dan drainase;
Dikonversi/Ba | Blok G.3, Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
dan Jalan G.4 fasilitas penunjuk arah.
(HPK/BJ)
Sub-zona SWP D Blok 21,65 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.2, Blok D.3, tahan banjir;
Produksi yang | SWP F Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat F.3, Blok F.4, dan drainase;
Dikonversi/Pe | Blok F.5, Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
rkebunan F.6, SWP G fasilitas penunjuk arah.
(HPK/P-3) Blok G.3, Blok

G.4
Sub-zona SWP D Blok 0,18 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.2, Blok D.3, tahan banjir;
Produksi yang | SWP E Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat E.1, Blok E.2, dan drainase;
Dikonversi/Pe |SWP F Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
rumahan F.5, Blok F.6, fasilitas penunjuk arah.
Kepadatan SWP G Blok
Sedang G.3, Blok G.4
(HPK/R-3)
Sub-zona SWP D Blok 95,91 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.2 tahan banjir;
Produksi yang Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat dan drainase;
Dikonversi/Pe Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
rumahan fasilitas penunjuk arah.
Kepadatan
Rendah
(HPK/R-4)

Zona Sub-zona SWP F Blok 72,63 Pengembangan biopori, sumur resapan dan
Pertanian (P) |Tanaman F.1, Blok F.2, drainase;

Pangan (P-1) |Blok F.3, Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan

F.4 fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP B Blok 558,72 Pengembangan biopori, sumur resapan dan
Perkebunan B.1, Blok B.2, drainase;
(P-3) Blok B.3, Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan

B.4, SWPD fasilitas penunjuk arah.

Blok D.1, Blok

D.2, Blok D.3,

SWP E Blok

E.1, Blok E.2,

Blok E.3, SWP

F Blok F.1,

Blok F.4, Blok

F.5, SWP G

Blok G.3, Blok
G.4
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Zona Sub-zona SWP E Blok 4,42 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pembangkitan | Pembangkitan |E.1 tahan banjir;
Tenaga Listrik |Tenaga Listrik Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(PTL) (PTL) dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Kawasan | Sub-zona SWP B Blok 49,72 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Peruntukan Kawasan B.4, SWPE tahan banjir;
Industri (KPI) Peruntukan Blok E.1, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Industri (KPI) |E.2 dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP E Blok 5,64 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pariwisata (W) |Pariwisata (W) (E.3 tahan banjir;
Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP B Blok 77,50 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perumahan Perumahan B.1, Blok B.3, tahan banjir;
(R) Kepadatan Blok B.4, SWP Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Sedang (R-3) |D Blok D.2, dan drainase;
Blok D.3, SWP Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
F Blok F.1, aksesbilitas orang dan barang; dan
Blok F.2, Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
F.S, Blok F.5 fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP B Blok 190,58 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perumahan B.2, Blok B.3, tahan banjir;
Kepadatan Blok B.4, SWP Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Rendah (R-4) |D Blok D.1, dan drainase;
Blok D.2, Blok Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
D.3, SWPE aksesbilitas orang dan barang; dan
Blok E.1, SWP Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
F Blok F.2, fasilitas penunjuk arah.
Blok F.3, Blok
F.5, Blok F.6,
SWP G Blok
G.1, Blok G.3,
Blok G.4
Zona Sarana |Sub-zona SPU |SWP F Blok 1,58 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pelayanan Skala Kota F.3 tahan banjir;
Umum (SPU) |(SPU-1) Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SPU |SWP D Blok 0,46 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Skala D.3, SWPF tahan banjir;
Kecamatan Blok F.2 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(SPU-2) dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SPU |SWP B Blok 0,53 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Skala B.3, SWPF tahan banjir;
Kelurahan Blok F.1 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(SPU-3) dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk

Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

aksesbilitas orang dan barang; dan
?
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Zona Sub-zona SWP D Blok 15,33 | e Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan |Perdagangan |D.2, Blok D.3, tahan banjir;
dan Jasa (K) |dan Jasa SWP F Blok ¢ Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Skala WP (K- |F.1, Blok F.2, dan drainase;
2) Blok F.3 ¢ Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP F Blok 4,77 | e Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan |F.5 tahan banjir;
dan Jasa e Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Skala SWP (K- dan drainase;
3) ¢ Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP F Blok 0,07 |e Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perkantoran |Perkantoran |F.2 tahan banijir;
(KT) (KT) e Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
¢ Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP D Blok 5,44 |e Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pengelolaan |Pengelolaan |D.2 tahan banjir;
Persampahan |Persampahan e Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(PP) (PP) dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA CUACA EKSTRIM TINGKAT TINGGI

Zona
Perlindungan
Setempat (PS)

Sub-zona
Perlindungan
Setempat (PS)

SWP A Blok
A1, Blok A.2,
Blok A.3,
Blok A.4,
Blok A.5,
Blok A6,
Blok A.7,
Blok A.8,
Blok A9,
Blok A.10,
Blok A.11,
Blok A.12,
SWP B Blok
B.1, Blok B.2,
Blok B.3,
Blok B.4,
SWPC C.1,
Blok C.2,
Blok C.3,
SWP D Blok
D.1, Blok D.2,
Blok D.3,
SWP E Blok
E.1, Blok E.2,
Blok E.3,
SWP F Blok
F.2, Blok F.3,
SWP G Blok
G.1, Blok G.2,
Blok G.4

33,91

Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
tahan banjir;

Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)

Sub-zona
Rimba Kota
(RTH-1)

SWP B Blok
B.2, SWPC
Blok C.2,

SWP F Blok

F.3

32,13

Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
tahan banjir;
Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

1l
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Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Sub-zona SWP A Blok 25,03 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Taman Kota A.2, Blok A.6, tahan banjir;
(RTH-2) Blok A.7, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok A.11, dan drainase;
Blok A.12, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
2“5’ C Blok fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP A Blok 0,56 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Taman A7, SWPG tahan banjir;
Kecamatan Blok G.4 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(RTH-3) dan drainase;
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP A Blok 3,41 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pemakaman A.2, Blok A6, tahan banjir;
(RTH-7) Blok A.11, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
SWP G Blok dan drainase;
G.4 Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP B Blok 13,83 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Ekosistem Ekosistem B.1, Blok B.3, tahan banijir;
Mangrove (EM) | Mangrove (EM) | SWP D Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
D.1, Blok D.3, dan drainase;
SWP E Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
E.1, Blok E.2 fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan |Sub-zona SWP D Blok | 67,16 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Produksi (KHP | Hutan D.1, SWPE tahan banjir;
Produksi Blok E.1, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas (HPT) | Blok E.2, dan drainase;
Blok E.3 Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 0,47 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3, SWPE tahan banjir;
Produksi Blok E.1, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Bad | Blok E.2 dan drainase;
an Air Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPT/BA) fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 8,86 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3, SWPE tahan banijir;
Produksi Blok E. 1, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Kaw | Blok E.2 dan drainase;
asan Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Peruntukan fasilitas penunjuk arah.
Industri
(HPT/KPI)
Sub-zona SWP D Blok 0,02 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3 tahan banjir;
Produksi yang Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat dan drainase;
Dikonversi/Ba Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
dan Air fasilitas penunjuk arah.
(HPK/BA)
Sub-zona SWP D Blok 0,09 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3 tahan banjir;
Produksi yang Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat dan drainase;
Dikonversi/Pe Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
rkebunan fasilitas penunjuk arah.
(HPK/P-3)
Sub-zona SWP D Blok 0,25 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D:3 tahan banjir;
Produksi yang Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat dan drainase;
Dikonversi/Pe Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
rumahan fasilitas penunjuk arah.
Kepadatan
Rendah

(HPK/R-4)
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Zona Sub-zona SWP G Blok 38,68 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pertanian (P) |Tanaman G.1 tahan banjir;

Pangan (P-1) Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP B Blok | 39,65 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perkebunan B.1, Blok B.4, tahan banjir;
(P-3) SWP D Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
D.2, Blok D.3, dan drainase;
SWP E Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
E.1, Blok E.2, fasilitas penunjuk arah.
Blok E.3
Zona Sub-zona SWP E Blok 4,03 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pembangkitan | Pembangkitan | E.1 tahan banjir;
Tenaga Listrik | Tenaga Listrik Penyediaan ruang terbuka hijau;
(PTL) (PTL) Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Kawasan | Sub-zona SWP B Blok | 135,85 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Peruntukan Kawasan B.4, SWPD tahan banjir;
Industri (KPI) |Peruntukan Blok D.3, Penyediaan ruang terbuka hijau;
Industri (KPI) | SWP E Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
E.1, Blok E.2 dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP D Blok 7,27 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pariwisata (W) |Pariwisata (W) | D.1, Blok D.3, tahan banjir;
SWP E Blok Penyediaan ruang terbuka hijau;
E.3 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP ABlok |333,41 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perumahan Perumahan A.3, Blok A4, tahan banjir;
(R) Kepadatan Blok A.5, Penyediaan ruang terbuka hijau;
Sedang (R-3) | Blok A.6, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok A.7, dan drainase;
Blok A.8, Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Blok A.9, aksesbilitas orang dan barang; dan
Blok A.10, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok A.11, fasilitas penunjuk arah.
Blok A.12,
SWP B Blok
B.1, Blok B.3,
Blok B.4,
SWP C Blok
C.1, Blok C.2,
SWP D Blok
D.2, Blok D.3,
SWP F Blok
F.2, Blok F.3,
SWP G Blok
G.1, Blok G.2,
Blok G.4
Sub-zona SWP ABlok |328,33 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perumahan A.1, Blok A.2, tahan banjir;
Kepadatan Blok A.3, Penyediaan ruang terbuka hijau;
Rendah (R-4) | Blok A.11, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
giQi(B;(:lk B.3, Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
ok B.4,

SWP C Blok

aksesbilitas orang dan barang; dan
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C.1, Blok C.2, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok C.3, fasilitas penunjuk arah.
SWP D Blok
D.1, Blok D.3,
SWP F Blok
F.2, Blok F.3,
SWP G Blok
G.1, Blok G.4
Zona Sarana |Sub-zona SPU | SWP A Blok 19,30 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pelayanan Skala Kota A.3, Blok A4, tahan banjir;
Umum (SPU) |(SPU-1) Blok A.5, Penyediaan ruang terbuka hijau;
Blok A.6, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok A.7, dan draina_se;
Blok A.8, Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Blok A.9, aksesbilitas orang dan barang; dan
Blok A.10, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok A.12, fasilitas penunjuk arah.
SWP C Blok
C.1, SWPF
Blok F.3, SWP
G Blok G.4
Sub-zona SPU | SWP A Blok 3,14 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Skala A.6, Blok A.8, tahan banjir;
Kecamatan SWP F Blok Penyediaan ruang terbuka hijau;
(SPU-2) F.3, SWP G Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok G.1 dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SPU | SWP A Blok 1,63 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Skala A6, Blok A.8, tahan banjir;
Kelurahan Blok A.9, Penyediaan ruang terbuka hijau;
(SPU-3) Blok A.10, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
SWP B Blok Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
B.3, SWPD aksesbhilitas orang dan barang; dan
Blok D.2, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
SWP F Blok fasilitas penunjuk arah.
F.2, Blok F.3
Zona Sub-zona SWP A Blok 37,38 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan |Perdagangan | A.8, Blok tahan banijir;
dan Jasa (K) |dan Jasa A.10, Blok Penyediaan ruang terbuka hijau;
Skala Kota (K- | A.11, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
1) A.l12, SWPF dan drainase;
Blok F.3 Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP A Blok 57,85 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan | A.1, Blok A.2, tahan banjir;
dan Jasa Blok A.3, Penyediaan ruang terbuka hijau;
Skala WP (K- | Blok A.4, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
2) Blok A.5, dan drainase;
Blok A.6, Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Blok A.7, aksesbilitas orang dan barang; dan
Blok A.8, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok A.9, fasilitas penunjuk arah.
Blok A.11,
SWP C Blok
C.1, Blok C.2,
SWP D Blok
D.2, Blok D.3,
SWP F Blok
F.2, Blok F.3,
SWP G Blok
G.4
Sub-zona SWP G Blok 3,26 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan | G.1 tahan banjir;
dan Jasa Penyediaan ruang terbuka hijau; fl
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Skala SWP (K-
3)

Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona
Perkantoran

(KT)

Sub-zona
Perkantoran
(KT)

SWP A Blok
A.4, Blok A.5,
Blok A.8,
Blok A.11,
Blok A.12,
SWP C Blok
C.1, SWPG
Blok G.1

9,90

Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
tahan banjir;

Penyediaan ruang terbuka hijau;
Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona Ruang
Terbuka Non
Hijau (RTNH)

Sub-zona
Ruang
Terbuka Non
Hijau (RTNH)

SWP A Blok
A1l

0,82

Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
tahan banjir;

Penyediaan ruang terbuka hijau;
Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona
Peruntukan
Lainnya (PL)

Sub-zona

Pergudangan
(PL-6)

SWP A Blok
A.5, SWPB
Blok B.1

11,55

Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
tahan banjir;

Penyediaan ruang terbuka hijau;
Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona
Transportasi
(TR)

Transportasi
(TR)

SWP A Blok
A.1, Blok
A.10, Blok
A.l11, SWPE
Blok E.1

10,80

Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
tahan banjir;

Penyediaan ruang terbuka hijau;
Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona
Pertahanan
dan
Keamanan

(HK)

Sub-zona
Pertahanan
dan
Keamanan

(HK)

SWP A Blok
A.6, Blok
A.11, SWPC
Blok C.1

9,67

Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
tahan banjir;

Penyediaan ruang terbuka hijau;
Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan barang; dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI

Zona
Perlindungan
Setempat (PS)

Zona
Perlindungan
Setempat (PS)

SWP E Blok
E.3

0,04

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan

Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona
Ekosistem

Mangrove (EM)

Sub-zona
Ekosistem
Mangrove (EM)

SWP E Blok
E.3

0,65

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan

Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

Zona
Pertanian (P)

Sub-zona
Perkebunan
(P-3)

0,37

Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam,
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
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¢ Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan |Sub-zona SWP E Blok 6,21 | e Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Produksi (KHP | Hutan E.3 aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Produksi e Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
Terbatas (HPT) dan
e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP E Blok 1,19 | e Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Hutan E.1 aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Produksi yang e Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dapat dan
Dikonversi e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPK) fasilitas penunjuk arah.

RAWAN BENCANA BANJIR TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI, RAWAN

BENCANA CUACA EKSTRIM TINGKAT TINGGI

Zona Zona SWP E Blok 0,06 |e Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Perlindungan |Perlindungan | E.3 aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Setempat (PS) |Setempat (PS) e Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan Sub-zona SWP E Blok 3,82 | e Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Produksi (KHP | Hutan E.3 aksesbilitas orang dan alat pemadam,;
Produksi ¢ Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
Terbatas (HPT) dan

Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

RAWAN BENCANA CUACA EKSTRIM TINGKAT TINGGI

Zona Zona SWP A Blok 20,63 | » Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perlindungan |Perlindungan | A.1, Blok A.2, ramah lingkungan;
Setempat (PS) |Setempat (PS) | Blok A.3, e Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok A.4, dan drainase;
Blok A.5, ¢ Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok A.6, fasilitas penunjuk arah.
Blok A.7,
Blok A.8,
Blok A.9,
Blok A.10,
Blok A.11,
Blok A.12,
SWP B Blok
B.3, Blok B.4,
SWP C Blok
C.1, Blok C.2,
Blok C.3,
SWP D Blok
D.1, Blok D.2,
Blok D.3,
SWP E Blok
E.1, Blok E.2,
SWP F Blok
F.2, Blok F.3,
Blok F.4, SWP
G Blok G.1,
Blok G.2,
Blok G.4
Zona Ruang |Sub-zona SWP C Blok 10,69 | ¢ Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Terbuka Hijau | Rimba Kota C.2,SWPD ramah lingkungan;
(RTH) (RTH-1) Blok D.1, e Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
SWP F Blok dan drainase;
F.3, SWP G e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok G.2 fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP A Blok 6,08 |e Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Taman Kota A.2, Blok A.5, ramah lingkungan;
(RTH-2) Blok A.6, ¢ Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok A.7, dan drainase;
Blok A.12, ¢ Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
SWP C Blok fasilitas penunjuk arah.

C.1
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Sub-zona SWP A Blok 0,42 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Taman A7, SWP G ramah lingkungan;

Kecamatan Blok G.4 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(RTH-3) dan drainase;
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP A Blok 3,64 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pemakaman A.6, Blok ramah lingkungan;
(RTH-7) A.10, Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
All, SWPF dan drainase;
Blok F.3, SWP Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
G Blok G.4 fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP D Blok 4,87 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Ekosistem Ekosistem D.1 dan SWP ramah lingkungan;
Mangrove (EM) | Mangrove (EM) | E Blok E.1 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Hutan |Sub-zona SWP D Blok 30,11 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Produksi Hutan D.1, SWPE ramah lingkungan;
(KHP) Produksi Blok E.1, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas (HPT) | Blok E.2, dan drainase;
Blok E.3 Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 0,02 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3 ramah lingkungan;
Produksi Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Bad dan drainase;
an Air Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPT/BA) fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 5,69 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3 ramah lingkungan;
Produksi Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Kaw dan drainase;
asan Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Peruntukan fasilitas penunjuk arah.
Industri
(HPT/KPI)
Sub-zona SWP D Blok 1,54 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3 ramah lingkungan;
Produksi Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Terbatas/Peru dan drainase;
mahan Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Kepadatan fasilitas penunjuk arah.
Rendah
(HPT/R-4)
Sub-zona SWP A Blok 19,17 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan A.2, Blok A.3, ramah lingkungan;
Produksi yang | SWP C Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat C.3,SWP G dan drainase;
Dikonversi Blok G.1, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPK) Blok G.2 fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP C Blok 0,21 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan C.3,SWPD ramah lingkungan;
Produksi yang | Blok D.3, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat SWP G Blok dan drainase;
Dikonversi/Ba| G.2 Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
dan Air fasilitas penunjuk arah.
(HPK/BA)
Sub-zona SWP G Blok 0,02 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan G.2 ramah lingkungan;
Produksi yang Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat dan drainase;
Dikonversi/Ba Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
dan Jalan fasilitas penunjuk arah.
(HPK/BJ)
Sub-zona SWP D Blok 0,61 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan D.3, SWPF ramah lingkungan;
Produksi yang | Blok F.3
dapat

|




LUAS

KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG

i i i (HA) KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
Dikonversi/Pe Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
rkebunan dan drainase;

(HPK/P-3) Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP G Blok 3,39 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan G.2 ramah lingkungan;
Produksi yang Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat dan drainase;
Dikonversi/Pe Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
rumahan fasilitas penunjuk arah.
Kepadatan
Sedang
(HPK/R-3)
Sub-zona SWP C Blok 17,62 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Hutan C.3,SWPD ramah lingkungan;
Produksi yang | Blok D.3 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dapat dan drainase;
Dikonversi/Pe Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
rumahan fasilitas penunjuk arah.
Kepadatan
Rendah
(HPK/R-4)
Zona Sub-zona SWP G Blok 17,29 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pertanian (P) |Tanaman G.1 ramah lingkungan;
Pangan (P-1) Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP B Blok 31,85 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perkebunan B.1, Blok B.4, ramah lingkungan;
(P-3) SWP D Blok Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
D.2, Blok D.3, dan drainase;
SWP E Blok Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok E.3,
SWP F Blok
F.4
Zona Sub-zona SWP G Blok 2,86 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pembangkitan | Pembangkitan | G.2 ramah lingkungan;
Tenaga Listrik |Tenaga Listrik Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(PTL) (PTL) dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Kawasan | Sub-zona SWP B Blok 10,98 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Peruntukan |Kawasan B.4, SWPD ramah lingkungan;
Industri (KPI) |Peruntukan Blok D.3 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Industri (KPI) dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam,;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP A Blok |277,48 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perumahan Perumahan A.3, BlokA.4, ramah lingkungan;
(R) Kepadatan Blok A.5, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Sedang (R-3) | Blok A.6, dan drainase;
Blok A.7, Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Blok A.8, aksesbilitas orang dan alat pemadam,;
Blok A.9, Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
Blok A.10, dan
Blok A.11, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok A.12, fasilitas penunjuk arah.
SWP B Blok
B.1, Blok B.3,
Blok B.4,

———
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SWP C Blok
C.1, Blok C.2,
Blok C.3,
SWP D Blok
D.2, Blok D.3,
SWP F Blok
F.2, Blok F.4,
SWP G Blok
G.1, Blok G.2,
Blok G.4
Sub-zona SWP ABlok |604,55 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perumahan A.1, Blok A.2, ramah lingkungan;
Kepadatan Blok A.3, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Rendah (R-4) | Blok A.12, dan drainase;
SWP B Blok Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
B.3, Blok B.4, aksesbilitas orang dan alat pemadam;
SWP C Blok Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
C.1, Blok C.2, dan
Blok C.3, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
SWP D Blok fasilitas penunjuk arah.
D.1, Blok D.3,
SWP F Blok
F.2, Blok F.3,
Blok F.4, SWP
G Blok G.1,
Blok G.2,
Blok G.4
Zona Sarana |Sub-zona SPU | SWP A Blok 27,58 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pelayanan Skala Kota A.3, Blok A.6, ramah lingkungan;
Umum (SPU) |(SPU-1) Blok A.7, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok A9, dan drainase;
Blok A.12, Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
E‘XPSCWE;’I(I} aksesbilitas orang dan alat pemadam;
1y Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
Blok F.3, SWP dany apare
G Blok G.1, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
Blok G.4 fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SPU | SWP C Blok 4,57 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Skala C.1,SWPF ramah lingkungan;
Kecamatan Blok F.3, SWP Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(SPU-2) G Blok G.4 dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan,;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SPU | SWP A Blok 2,30 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Skala A.6, Blok A.7, ramah lingkungan;
Kelurahan Blok A.9, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
(SPU-3) Blok A.12, dan drainase;
SWP G Blok Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
G.2, Blok G. 4 aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP A Blok 13,51 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan |Perdagangan | A.7, Blok A.8, ramah lingkungan;
dan Jasa (K) |dan Jasa Blok A.10, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Skala Kota (K- | Blok A.11, dan drainase;
1) Blok A.12 Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP A Blok 61,79 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan | A.2, Blok A.3, ramah lingkungan;
dan Jasa Blok A.4,

I
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Skala WP (K- | Blok A.5, Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
2) Blok A.6, dan drainase;
Blok A.7, Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Blok A8, aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Blok A.9, Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
Blok A.11, dan
Blok A.12, Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
SWP C Blok fasilitas penunjuk arah.
C.1, Blok C.2,
Blok C.3,
SWP D Blok
D.2, Blok D.3,
SWP F Blok
F.3, Blok F.4,
dan SWP G
Blok G.4
Sub-zona SWP G Blok 2,04 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perdagangan | G.1 ramah lingkungan;
dan Jasa Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Skala SWP (K- dan drainase;
3) Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam:;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP A Blok 16,01 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Perkantoran |Perkantoran | A.5, Blok ramah lingkungan;
(KT) (KT) A.12, SWPC Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Blok C.1, dan drainase;
SWP G Blok Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
G.1, Blok G.2 aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP B Blok 23,27 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Peruntukan |Pergudangan | B.1, SWPG ramah lingkungan;
Lainnya (PL) |(PL-6) Blok G.2 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
dan drainase;
Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam,;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Zona Sub-zona SWP A Blok 0,58 Struktur dan/atau desain bangunan diarahkan
Pertahanan Pertahanan A.12 dan SWP ramah lingkungan;
dan dan CBlok C.1 Pengembangan taman, biopori, sumur resapan
Keamanan Keamanan dan drainase;
(HK) (HK) Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
aksesbilitas orang dan alat pemadam,;
Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI
Zona Hutan |Sub-zona SWP E Blok 11,78 Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Produksi Hutan E.3 aksesbilitas orang dan alat pemadam;
(KHP) Produksi Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
Terbatas (HPT) dan
Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.
Sub-zona SWP D Blok 25,46 Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Hutan D.3 dan SWP aksesbilitas orang dan alat pemadam;
Produksi yang | E Blok E.1 Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dapat dan
Dikonversi Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
(HPK) fasilitas penunjuk arah. i




ZONA

SUB-ZONA

Lokasi | LUAS

KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG

(HA) KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
RAWAN BENCANA KARHUTLA TINGKAT TINGGI, RAWAN BENCANA CUACA EKSTRIM TINGKAT TINGGI
Zona Hutan |Sub-zona SWP E Blok 1,09 | ¢ Bangunan harus memiliki jarak bebas untuk
Produksi Hutan E.3 aksesbilitas orang dan alat pemadam;
(KHP) Produksi e Penyediaan ruang terbuka hijau;
Terbatas (HPT) * Penyediaan apar pada masing-masing bangunan;
dan
e Pengembangan jalur evakuasi bencana dan
fasilitas penunjuk arah.

3. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

ZONA

SUB-ZONA

LOKASI

LUAS
(HA)

KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA
RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

Tempat Evakuasi Sementara

Zona
Transportasi
(TR)

Sub-zona
Transportasi
(TR)

SWP A Blok A.1

4,72

Dapat dikembangkan lebih lanjut
dengan syarat tidak mengganggu
fungsi sebagai tempat evakuasi
bencana sementara ataupun tempat
evakuasi akhir;

Pengembangan peta jalur evakuasi
bencana dan fasilitas penunjuk arah;
dan

Tidak diperbolehkan pengembangan
yang mengurangi fasilitas tempat
evakuasi.

Tempat Evakuasi Akhir

Zona Sarana
Pelayanan
Umum (SPU)

Sub-zona SPU
Skala Kota
(SPU-1)

SWP F Blok F.3

2,71

Dapat dikembangkan lebih lanjut
dengan syarat tidak mengganggu
fungsi sebagai tempat evakuasi
bencana sementara ataupun tempat
evakuasi akhir;

Pengembangan peta jalur evakuasi
bencana dan fasilitas penunjuk arah;
dan

Tidak diperbolehkan pengembangan
yang mengurangi fasilitas tempat
evakuasi.

Sub-zona SPU
Skala
Kelurahan
(SPU-3)

SWP B Blok B.3

0,11

Dapat dikembangkan lebih lanjut
dengan syarat tidak mengganggu
fungsi sebagai tempat evakuasi
bencana sementara ataupun tempat
evakuasi akhir;

Pengembangan peta jalur evakuasi
bencana dan fasilitas penunjuk arah;
dan

Tidak diperbolehkan pengembangan
yang mengurangi fasilitas tempat
evakuasi.

4. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

KETENTUAN KHUSUS RENCANA
ZONA SUB-ZONA LOKASI LUAS (HA) POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

Sempadan Ketenagalistrikan
Zona Hutan Sub-zona SWP A Blok A.2, 3,12 s Diperbolehkan kegiatan dengan
Produksi (KHP) |Hutan Produksi | SWP C Blok C.3, syarat tidak mengganggu jaringan

yang dapat SWP F Blok F.6, dan memperoleh izin dari instansi

Dikonversi SWP G Blok G.1, yang berwenang; dan

(HPK) Blok G.2, Blok G.4 e Tidak diperbolehkan kegiatan

Sub-zona SWP ABlok A1, 0,07 terbangun yang mengganggu fungsi

Hutan Produksi | SWP F Blok F.3, jaringan.

yang dapat Blok F.4, SWP G

Dikonversi/Bad | Blok G.2, Blok G.4

an Air

(HPK/BA)

e



KETENTUAN KHUSUS RENCANA

~ONK NeTORA arig LUAS (HA)| poLA RUANG KAWASAN SEMPADAN
Sub-zona SWP F Blok F.3, 4,50
Hutan Produksi | Blok F.4, SWP G
yang dapat Blok G.4
Dikonversi/Per
kebunan
(HPK/P-3)
Sub-zona SWP A Blok A.1, 1,98
Hutan Produksi | SWP D Blok D.3,
yang dapat SWP G Blok G.4
Dikonversi/Per
umahan
Kepadatan
Rendah
(HPK/R-4)
Sub-zona SWP D Blok D.2, 1,44
Hutan Produksi | SWP G Blok G.2
yang dapat
Dikonversi/Per
umahan
Kepadatan
Sedang
(HPK/R-3)
Zona Ruang Sub-zona SWP A Blok A.1, 3,30 s Diperbolehkan kegiatan dengan
Terbuka Hijau |Rimba Kota SWP C Blok C.2, syarat tidak mengganggu jaringan
(RTH) (RTH-1) SWP D Blok D.1, dan memperoleh izin dari instansi
Blok D.2, SWP F yang berwenang; dan
Blok F.3, SWP G e Tidak diperbolehkan kegiatan
Blok G.2, Blok G.4 terbangun yang mengganggu fungsi
Sub-zona SWP D Blok D.3, 0,57 jaringan.
Pemakaman SWP F Blok F.2
(RTH-7)
Zona Sub-zona SWP D Blok D.1 0,09 e Diperbolehkan kegiatan dengan
Pembangkitan |Pembangkitan syarat tidak mengganggu jaringan
Tenaga Listrik |Tenaga Listrik dan memperoleh izin dari instansi
(PTL) (PTL) yang berwenang;
e Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan
e Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.
Zona Pertanian |Sub-zona SWP F Blok F.1, 0,97 e Diperbolehkan kegiatan dengan
(P) Tanaman Blok F.2 syarat tidak mengganggu jaringan
Pangan (P-1) dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;
¢ Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan
e Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.
Sub-zona SWP B Blok B.4, 4,69 ¢ Diperbolehkan kegiatan dengan
Perkebunan (P- | SWP D Blok D.2, syarat tidak mengganggu jaringan
3) Blok D.3, SWP F dan memperoleh izin dari instansi
Blok F.4 yang berwenang;
¢ Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan
e Tidak diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.
Zona Sub-zona SWP C Blok C.2, 0,49 e Diperbolehkan kegiatan dengan
Perdagangan Perdagangan SWP D Blok D.3, syarat tidak mengganggu jaringan
dan Jasa (K) dan Jasa Skala | SWP F Blok F.2 dan memperoleh izin dari instansi
WP (K-2) yang berwenang;

e Pembatasan ketinggian bangunan

dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan




ZONA

SUB-ZONA

LOKASI

LUAS (HA)

KETENTUAN KHUSUS RENCANA

POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

Tidak  diperbolehkan  kegiatan

terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona
Perumahan (R)

Sub-zona
Perumahan
Kepadatan
Sedang (R-3)

SWP B Blok B.4,
SWP C Blok C.2,
SWP D Blok D.2,
Blok D.3, SWP F

Blok F.1, Blok F.3,

Blok F.4

4,10

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Sub-zona
Perumahan
Kepadatan
Rendah (R-4

SWP A Blok A.1,
Blok A.2, SWP B
Blok B.4, SWP C

Blok C.2, Blok C.3,

SWP D Blok D.3,
SWP F Blok F.2,

Blok F.3, Blok F.6,

SWP G Blok G.1,

Blok G.2, Blok G.4

8,90

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan  kegiatan
?er!)angun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Sempadan S

ai

Zona Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)

Sub-zona
Taman Kota
(RTH-2)

SWP A Blok A.12

0,003

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang; dan

Tidak  diperbolehkan  kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi

Sub-zona
Pemakaman
(RTH-7)

SWP G Blok G.4

0,15

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang; dan

Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona Pertanian
(P)

Sub-zona
Tanaman
Pangan (P-1)

SWP G Blok G.1

1,70

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan Kkegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Sub-zona
Perkebunan (P-
3)

SWP E Blok E.3

0,12

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan  kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona
Pembangkitan
Tenaga Listrik
(PTL)

Sub-zona
Pembangkitan
Tenaga Listrik
(PTL)

SWP G Blok G.2

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di

sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan  kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.




ZONA

SUB-ZONA

LOKASI

LUAS (HA)

KETENTUAN KHUSUS RENCANA
POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

Zona Kawasan
Peruntukan
Industri (KPI)

Sub-zona
Kawasan
Peruntukan
Industri (KPI)

SWP B Blok B.4,
SWP D Blok D.3

0,64

¢ Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

¢ Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

e Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona Pariwisata

(W)

Sub-zona
Pariwisata (W)

SWP E Blok E.3

0,02

e Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

e Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

e Tidak diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona
Peruntukan
Lainnya (PL)

Sub-zona

Pergudangan
(PL-6)

SWP A Blok A.5,
SWP G Blok G.2

0,43

e Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

e Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

e Tidak diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona

Perdagangan
dan Jasa (K)

Sub-zona
Perdagangan
dan Jasa Skala
Kota (K-1)

SWP A Blok A.10,
Blok A.11, Blok

A.l12

1,74

e Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

e Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

e Tidak diperbolehkan Kkegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Sub-zona
Perdagangan
dan Jasa Skala
WP (K-2)

SWP D Blok D.2,
SWP G Blok G.4

0,998

e Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

o Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

e Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona
Perkantoran

(KT)

Sub-zona
Perkantoran
(KT)

SWP A Blok A.5

0,10

e Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

e Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

e Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona
Perumahan (R)

Sub-zona
Perumahan
Kepadatan
Sedang (R-3)

SWP A Blok A 4,
Blok A.5, Blok A.6,
Blok A.11, Blok
A.12, SWP B Blok
B.3, SWP C Blok
C.1, Blok C.2, SWP
D Blok D.2, SWP G
Blok G.2, dan Blok

G.4

9,89

e Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

¢ Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

e Tidak  diperbolehkan  kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan. f

fy




ZONA

SUB-ZONA

LOKASI

LUAS (HA)

POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

KETENTUAN KHUSUS RENCANA

Sub-zona
Perumahan
Kepadatan
Rendah (R-4)

SWP G Blok G.4

1,26

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona Sarana
Pelayanan
Umum (SPU)

SPU Skala Kota

SWP A Blok A.6
dan Blok A.10

0,28

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan Kketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan Kkegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

SPU Skala
Kecamatan

SWP A Blok A.6

0,004

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Transportasi
(TR)

Sub-zona
Transportasi
(TR)

SWP A Blok A.10,
Blok A.11, dan
SWP E Blok E. 1

0,92

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.

Zona
Pertahanan dan
Keamanan (HK)

Sub-zona
Pertahanan dan
Keamanan (HK)

SWP A Blok A.6

0,20

Diperbolehkan kegiatan dengan
syarat tidak mengganggu jaringan
dan memperoleh izin dari instansi
yang berwenang;

Pembatasan ketinggian bangunan
dan/atau vegetasi yang berada di
sekitar jaringan; dan

Tidak  diperbolehkan kegiatan
terbangun yang mengganggu fungsi
jaringan.
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LAMPIRAN IX.1

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

Proyeis - Unversal Transverss

Sitwrn Gl - Gnd Geograls dar Gud UTM Zons 48 §
Datum Honzontal . Datum WGS 1984

Detim Verthal . Geoe EGM 2008

HAGRAM | DKASI
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LAMPIRAN IX.2

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 4TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA

k BUPATI INDRAGIRI HILIR?
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LAMPIRAN IX.3

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA




LAMPIRAN IX.4

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR % TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TEMBILAHAN TAHUN 2025-2045

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN

N o
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